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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang
akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau
melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan
maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu,
indikator kinerja digunakan untuk menyatakan bahwa kinerja hari demi hari
organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemampuan dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
perencanaan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja sulit bagi kita untuk
menilai kinerja dari kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan oleh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya pengembangan sistem

akuntabilitas.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan target
capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam dokumen

Rencana Kerja Tahunan tahun 2026 dan Penetapan Kinerja tahun 2026.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I tahun 2026 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dengan realisasi indikator sebagai berikut :
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Evaluasi Rencana Aksi Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2026

Tabel 3.1
Rencana Aksi Kinerja Triwu

lan I Tahun 2026

KINERJA

KINERJA TAHUN
TRIWULAN I ANGGARAN [Rp.]
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN / SUB 2026
STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TAHUN 2026 KEGIATAN INDIKATOR OUTCOMES / OUTPUT
Target | Realisasi Target | Realisasi Target Realisasi

Meningkatnya . .

h ! Indeks Kapasitas . - Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP
EZZ?aSIrfaS Fiskal Fiskal Daerah 0,505 2,493 | Penagihan Pajak Daerah yang Memiliki Piutang Pajak 29 0 1.422.980.200 0,00
Meningkatnya Deviasi Realisasi PAD
Kredibilitas Terhadap  Anggaran . . Jumlah Laporan Permasalahan yang
Penerimaan PAD Dalam APBD | 0,50 | 8343 g‘;':g’aar:‘a" dan Konsultasi Pajak | roph pitindaklanjuti dan  Belum 2 0 546.003.720 0,00
Pendapatan Dari | (Revenue Ditindaklanjuti
Perencanaan Awal | Mobilization)
Meningkatnya Indeks  Kemandirian Pengolahan, Pemeliharaan, dan | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,
Kemandirian Fiskal Fiskal Daerah 0,11 0,518 | Pelaporan Basis Data Pajak | Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis 2 0 98.500.000 21.691.590,00
Daerah Daerah Data Pajak Daerah
Meningkatnya
pertumbuhan Pertumbuhan . . .
pendapatan pendapatan  daerah | 032 | (3,38) Efg\%ﬁ's‘i"aa” Dana  Bagi  Hasil é‘g?;aga Liaﬁggnprg'j‘ii';i Pengelolaan 3 0 120.800.000 |  2.200.000,00
daerah dalam | dalam APBD 9
APBD
Meningkatnya

e . . . Jumlah Laporan Pelaksanaan
Kontribusi  Rasio | Rasio Pajak Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan
Pajak Daerah | terhadap PDRB 0,31 0,159 Kebijakan Pajak Daerah Penxuluhan . dan Penyebarluasan 3 0 2.106.800.000 17.359.600,00

Kebijakan Pajak Daerah
terhadap PDRB
Meningkatnya
kontribusi PAD | Persentase PAD Pendolahan Data Retribusi Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,
terhadap terhadap Pendapatan | 12,51 51,782 9 Pemeliharaan, dan Pelaporan Data 1 0 144.000.000 3.750.000,00
Daerah P

Pendapatan Daerah Retribusi Daerah
Daerah
Meningkatnya Persentase  Realisasi | 10 00 16.566 Pendataan dan Pendaftaran Objek | Jumlah Data Objek, Subjek dan 1 0 102.000.000 0.00
Pendapatan  Asli | Pencapaian ! ! Retribusi Daerah Wajib Retribusi Daerah e ’
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Daerah

Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

Meningkatnya
Kontribusi PAD
Terhadap PDRB

Persentase Rasio PAD

Perencanaan Pengelolaan Pajak

Jumlah Dokumen Rencana

L(—i:ggzdap PDRB Non 0,20 0,129 Daerah Pengelolaan Pajak Daerah 548.800.000 26.718.300,00
ﬁgﬁg PA?,er-‘reéRI Z?:ﬁ Analisa dan Pengembangan Pajak | Jumlah Laporan Pengembangan
9 0,12 0,36 | Daerah, serta Penyusunan | Pajak daerah dan Kebijakan Pajak 342.700.000 0,00

Konsumsi Pemerintah
Daerah

Kebijakan Pajak Daerah

Daerah

Sumber : Bapenda Prov Sumsel (2026)
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3.1.1

Capaian Indikator Tujuan

......... Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-
masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan

V4

peraturan perundang-undangan......

Tujuan Perangkat Daerah dalam dokumen Rencana Strategis tahun
2025-2029 Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah dari sisi Pendapatan
Daerah. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-
masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Untuk mengetahui sebaran kemampuan keuangan
daerah digunakan peta Kapasitas Fiskal Daerah yang memberikan
gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan

rasio kapasitas fiskal daerah.

Desentralisasi fiskal dalam era kewenangan otonomi daerah terus
dilakukan peningkatan dan inovasi dalam mencari sumber — sumber yang
menjadi potensi daerah berdasarkan pengelolaan kewenangan yang
diserahkan. Perencanaan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan
yang bersumber pada kemandirian fiskal daerah melalui sumber-sumber
pendapatan asli daerah. Kemandirian kebijakan otonomi daerah yang
mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang
tercermin pada pengelolaan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
melalui pendapatan pajak daerah. Dari 4 (empat) komponen PAD, yang
mempunyai kontribusi terbesar yaitu penerimaan pajak daerah, dimana
pilar penguatan local taxing power, diharapkan peningkatan desentralisasi
fiskal melalui pajak daerah menjadi instrumen kunci dalam peningkatan
kemandirian fiskal daerah, performance layanan publik dan kesejahteraan

masyarakat menjadi lebih baik.
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Formula Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah:

KFDpyopinsi = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] — [OTSUS + DTI + DAIS +
BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD]

Dimana:

KFDerovinsi = Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
PAD = Pendapatan Asli Daerah

TKD = Transfer ke Daerah

PTAD = Pendapatan Transfer antar Daerah
LLPS = Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
SiLPA = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
OTSUS = Dana Otonomi Khusus

DTI = Dana Tambahan Infrastruktur
DAIS = Dana Istimewa

BP = Belanja Pegawai

BBH = Belanja Bagi Hasil

BB = Belanja Bunga

PUD = Pembayaran Utang Daerah

Untuk menghitung indeks kapasitas fiskal daerah, dengan formula:

KFDProvinsi—i
Belanja Pegawaipyopinsi-i

RKFDpyopinsi-i =

Dimana:

RKFD provinsii = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
KFD Pprovinsi-i = Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

BP = Belanja Pegawai Daerah Provinsi
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3.1.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Kinerja kapasitas fiskal Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I tahun
2026 menunjukan angka peningkatan

Pengukuran data kinerja triwulan 1 tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Data Kinerja Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel TW I Tahun 2026
No. Uraian Realisasi [Rp.] KFD RKFD
[1] [2] [3] [4]
I Pendapatan: 1.998.516.826.368,78
1. | PAD 850.245.439.419,81
2. | TKD 791.723.913.116,00
3. | PTAD 0,00
4. | LLPS 0,00
5. | SiLPA 356.547.473.832,97
II | Pengeluaran: 589.165.767.270,00
1. | OTSUS 0,00
2. | DTI 0,00
3. | DAIS 0,00
4. | BP 565.229.863.730,00
5. | BBH 23.935.903.540,00
6. | BB 0,00
7. | PUD 0,00
IIT | KFD 1.409.351.059.098,78
IV | RKFD 2,493

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel

Realisasi kinerja kapasitas fiskal daerah:
KFDp,opinsi = [1.998.516.826.368,78] — [589.165.767.270,00]

KFDpyopinsi = 1.409.351.059.098,78

1.409.351.059.098,78
565.229.863.730,00

RKFDpropinsi-i = 2,493

RKFDpropinsi-i =

Apabila dibandingkan dengan target kinerja kapasitas fiskal
daerah tahun 2026 yang telah ditentukan sebesar 2,04, maka
realisasi Triwulan I tahun 2026 sebesar 2,493 atau tercapai
sebesar 122,206 %.

Realisasi indeks kapasitas fiskal daerah pada tahun 2026 sebesar
2,493 hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi pendapatan tercapai
realisasi sebesar Rp. 1.998.516.826.368,78 sementara dari sisi
pengeluaran belanja pemerintah (government expenditure)
sebesar Rp. 589.165.767.270,00 sehingga kapasitas fiskal daerah
diperoleh sebesar Rp. 1.409.351.059.098,78. Kondisi tahun 2026,
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sejak tanggal 05 Januari 2025 diberlakukannya pelaksanaan
Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan nilai equivalen sama
seperti pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan Opsen
PKB dan Opsen BBN-KB ini mengatur bahwa perubahan transfer
ke Kabupaten/Kota semula dengan pola bagi hasil berubah
menjadi real time payment ke RKUD Kabupaten/Kota, sehingga
pencatatan realisasi dalam akuntansi mengalami penurunan. Dari
sisi pengeluaran belanja, kebijakan pengangkatan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga menambah

pengeluaran belanja pegawai.

3.1.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 serta
Capaian Kinerja Pada Ttriwulan I tahun 2026 Dengan Tahun
sebelumny
Kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami
trend fluktuatif ke triwulan 2025 seperti tergambar pada tabel
berikut.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel TW I Tahun 2026 Dengan TW I 2025

RKFD

Periodesasi

Januari Februari Maret
Triwulan I 2025 5,726 7,015 3,500
Triwulan I 2026 1,817 2,661 2,493

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel

Perkembangan indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera
Selatan mengalami kondisi fluktuatif, namun menunjukan trend
yang terus mengalami penurunan. Hal ini mengindikasi bahwa
kinerja kapsitas fiskal dari sisi Pendapatan Daerah menunjukan
kinerja positif yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan
pembiayaan belanja pada peningkatan pelayanan publik.
Pendapatan Asli Daerah ditunjukan dengan kinerja positif dari

pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
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kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah. Sementara pendapatan dari transfer pusat ke
daerah juga meningkat terutama jenis transfer pusat ke daerah
yang sudah ditentukan penggunaannya.

Realisasi kinerja kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan
pada triwulan I tahun 2026 secara quartely-on-quartely
mengalami penurunan sebesar 1,007 poin walaupun masih

tergolong dalam kapasitas sedang.

100 95,016

95
94,614 88,004
90

88,879 —

83,434

- i

Januari Februari Maret

85

80

75

M Triwulan 12025 ® Triwulan | 2026

Gambar 3.1
Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Triwulan | Tahun 2025 dengan TW | Tahun 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel

Salah Satu penyebab mengapa pertumbuhan pendapatan Sumsel
Triwulan I 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan
dengan Triwulan I 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca
konflik AS — Iran secara tidak langsung (/ndirect consumption
mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan
mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan
nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke
daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena
beberapa  Perusahaan  nasional/daerah/swaata  melakukan
penghematan energi (BBKB).

Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinggi sehinngga
pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk
kebutuhan APBN

@ LKjIP BAPENDA Triwulan I 2026 Bab II - 9



3.1.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Jangka
Menengah
Target kinerja kapasitas fiskal daerah yang tertuang dalam
dokumen jangka menengah RPIJMD tahun 2025 — 2029, dimana
pada akhir tahun 2030 indeks kapasitas fiskal daerah sebesar
2,28. Realisasi pada Triwulan I 2026 sebesar 2,493 dengan
capaian sebesar 122,206 %.

Tabel 3.4
Target dan Capaian Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel

Capaian . ) .
No. | Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja | Triwulan Target Akhir | Tingkat Kemajuan
2030 (%)
12026
Meningkatnya .
1. | Kapasitas Fiskal Indeks Kapasitas | 493 2,28 109,34

Daerah Fiskal Daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel

Kondisi ketercapaian kinerja indeks kapasitas fiskal daerah tahun
2026 apabila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai pada
akhir periode RPIJMD tahun 2025 — 2029 dengan tingkat kemajuan
sebesar 109,34 %, yang akan dicapai pada selama tahun 2026 —
2030 menunjukkan kapasitas Fiskal Sumsel di triwulan I sudah

memenuhi target.
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PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2026

| E—

KFD, =[PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] — [OTSUS + DTI +

provinst =

DAIS + BP +BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD]

Tujuan Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah ———
Indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah = Kapasitas Fiskal Dascah Provinsi
Pendapatan Asli Dacrah
TKD = Transfer ke Daerah
PTAD = Pendapatan Transfer antar Daerah
| Tomiah LLPS = Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
No. p: SiLPA = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
[ Triwulan | Triwulan I Triwulan 1 Triwulan IV OTSUS = Dana Otonomi Khusus
oTI = Dana Tambahan Infrastruktur
B ] B 0] 5] 6] DAIS Dana Istimewa
BP = Belanja Pegawai
1 [pAD Rp  850245439,419.81 | Rp Rp [re - BBH Belanja Bagi Hasil
BB = Belanja Bunga
2 [Tko R 791,723,913,116.00 | Rp Rp “|Re - PUD = Pembayaran Utang Daerah
3 [PTAD Rp [re Rp [re -
7 |ues Rp e Rp [re -
5 [sieA Rp  356547,473,832.97 | Rp Rp ke j
Total Rp  1,998,516826,368.78 | Rp Rp re -
[ Jumlah
No. Uraian
[ Triwulan | Triwulan I Triwulan 1 Triwulan IV
1 Jorsus Rp e Rp e - Keterangan:
2 |om Rp [re Rp [re - RKFD s Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
3 DAIS Rp - | Re Rp - | Re - KFD proyinsii = Kapasitas Fiskal Daerah
PES Rp  565229,863,730.00 | Rp Rp [re - Belanja Pegawai poupes: = Belanja Pegawai
s [eed Rp 23,935,903,540.00 | Rp Rp - |re -
N Rp [re Rp [re -
7 |Pembayaran Pokok PUD Rp Ire Rp “re N
Total Rp  589,165767,270.00 | Rp re [re -
1093421053
Triwulan | Triwulan Il Triwulan Il Triwulan IV
Kapasitas Fiskal Daerah Rp  1409,351059,098.78 | Rp Rp - |re
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah 2493 #oIV/0! H#DIV/0! #IV/0!
Jumiah
No. Pendapatan Triwulan | Triwulan 11 [ Triwulan IV
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus [ September | Oktober | November Desember
i1 2] 31 1] s 6] 7] [ i8] [ o] 10] [ 11 [ 112) [ 13 114]
1 PAD Rp 255,787,714,620.69 | Rp 615,693,471,321.08 | Rp 850,245,439,419.81 | Rp - | Rp - Rp. -|Rp Rp. - Rp - |Rp - Rp. Rp
2 [Tk Rp 168,244,167,100.00 | Rp 643,072,013,000.00 | Rp 791,723,913,116.00 | Rp BED - |re | rp Rp - e re - e Rp
3 PTAD Rp - | Re Rp. - | Re - | Re - Rp. - RrRp Rp. - Rp. -|Re - Rp. Rp
4 |ups Rp - | Re Rp - | Re - |Re - |re - |Rp Rp - |Ro -|Re - _[Ro Rp
5 |siLPA Rp 201,855,105,222.69 | Rp 783,521,720.97 | Rp 356,547,473,832.97 | Rp - rp - |re | rp Rp - e re - e Rp
Total Rp 6258869864338 | Rp  1259,549,006042.05 | Rp  1,998,516826,368.78 | Rp “re e e "o e e "o Ro
Jumiah
No. Pendapatan Triwulan | Triwulan 1 I Triwulan IV
Januari Februari Maret April Mei Juni Jul Agustus [ September | Oktober | November Desember
i 2] 31 1] s 6] 7] [ i8] [ ] 10] [ 1) [ 112) [ 13 114]
1 |orsus Rp “re e re re ~ e Tre Rp ~ e Tre - e Rp
2 |om Rp [re | #e [re [ re - #e [ e Rp - e -[re - e Rp
3 |oais Rp [re | #e [re [ re - #e [ e Rp - e -[re - e Rp
ES Rp 2221767764980 | Rp  344,050,823,480.00 | Rp  565229,863,730.00 | Rp re ~ e re Rp ~ e Tre -~ |re Rp
s e Rp [re | #e 23,935,903,540.00 | Rp [ re - #e [ e Rp - e -[re - |re Rp
G Rp [re | #e [re [ re - #e [ e Rp - e -[re - e Rp
7 |Pembayaran Pokok PUD Rp [re | #e [re [ re - #e [ e Rp - e -[re - e Rp
Total Rp 2227677649800 | Rp  344050823480.00 | Rp  589,165767,270.00 | Rp [re -[re [ re Rp [ re [ Rp Rp
Jumiah
No. Fiskal Daerah Triwulan | Triwulan 1 I Triwulan IV
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus [ September | Oktober [ November Desember
i 2] i3] ] s 6] 7] [ i8] [ 9] 10) [ 111 [ 112) [ 13 114)
Kapasitas Fiskal Daerah Rp 4037102104538 | Rp  91598,182,562.05 | Rp  1409,351,059,088.78 | Rp Rp [ re Rp Rp - R - e - e Rp
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah 1817 2.661 2.493 #OIV/01 #DIV/o! #OIV/01 H#DIV/O! #DIV/01 #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!




| E—

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Tujuan

Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah

KFD, =[PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] — [OTSUS + DTI +
DAIS + BP +BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD]

provinst =

Dimana;
Indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah = Kapasitas Fiskal Dascah Provinsi
Pendapatan Asli Daerah
TKD = Transfer ke Daerah
PTAD = Pendapatan Transfer antar Daerah
Tomiah ‘ LLPS = Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
No. p: SILPA = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Triwulan | Triwulan Il Triwulan Il Triwulan IV | OTSUS = Dana Otonomi Khusus
DTI = Dana Tambahan Infrastruktur
[E1] 2] 3] (4] 5] G] DAIS Dana Istimewa
BP = Belanja Pegawai
1 [pAD Rp 800,547,217,519.50 | Rp  2,242,892,148,257.79 | Rp  3,201,572,841,453.93 [ Rp  4,509,197,075,145.67 BBH Belanja Bagi Hasil
BB = Belanja Bunga
2 [0 Rp 898,776,605,481.00 | Rp  2,095,968,136,816.00 | Rp  3,339,256,598,442.00 | Rp  5,324,669,952,557.00 PUD = Pembayaran Utang Dasrah
3 PTAD Rp - | Re Rp - | Re -
4 [ues Rp - | Re -] Re 2,708,616,000.00 | Rp 4,062,924,000.00
5 [sitPA Rp 911,033,505,651.00 | Rp  1,794,023,508,720.22 | Rp  1,705434,949,456.33 | gy 480,611,808,891
Total Rp  2,610,357,328,651.50 | Rp  6,132,883,793,794.01 | Rp  8,248,973,005352.26 [ Rp  10,318,541,760,593.20 ==
Belanja Pegavtipyspinsi—
Jumlah
No. Uraian
Triwulan | Triwulan II I Triwulan Il Triwulan IV |
1 [oTsus Rp B Rp - | ro - Keterangan:
2 [om Rp - | Re Rp - | Re - [ — Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
3 DAIS Rp - | Re Rp - | Re - KFD proyinsii = Kapasitas Fiskal Daerah
4 |ep Rp 576,853,060,331.00 [ Rp  1,124,281,074,234.00 | Rp  1,630,593,390,704.00 [ Rp  2,818,836,811,555.00 Belanja Pegawai oy = Belanja Pegawai
s [sBH Rp 14,580,850,206.00 | Rp 895,685,040,219.50 | Rp  1543,243,887,030.89 | o 3,118,456,750,251.30
6 |88 Rp | Re Rp - | Re -
7 [Pembayaran Pokok PUD Rp - ro Rp - | Re -
Total Rp 591,433,910537.00 [ Rp  2,019,966,114,453.50 | Rp  3,173,837,277,734.89 [ Rp  5,937,293,561,806.30
Triwulan | Triwulan 1t Triwulan li Triwulan IV
Kapasitas Fiskal Daerah Rp  2018,923,41811450 [ Rp  4,112917,679,340.51 | Rp  5075,135727,617.37 | Rp  4,381,248,198,786.93
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah 3500 3658 3112 1.554
Jumlah
No. Pendapatan Triwulan | Triwulan 11 Triwulan IV
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
1 (2] (31 (41 (5] ] 7 | (8] ‘ (9] (101 11 (12 131 (141
1 PAD Rp. 234,946,670,500.43 | Rp 492,937,700,312.46 | Rp 800,547,217,519.50 | Rp 1,442,390,252,850.91 | Rp 1,728,676,011,382.43 | gy 2,242,892,148,257.79 | Rp 2,408,459,834,492.57 | Rp 2,711,986,454,517.24 | Rp 3,201,572,841,453.93 | Rp 3,209,630,288,631.97 | Rp 4,011,191,364,200.25 | Rp 4,509,197,075,145.67
2 [TkD Rp 370,166,981,500.00 | Rp 855,146,952,061.00 | Rp 898,776,605,481.00 | Rp  1,317,398,328,861.00 | Rp  1,688,075,606336.00 | Ry 2,005,968,136,816.00 | Rp __ 2,474,024,398,866.00 | Rp __3,285,657,660,772.00 | Rp __3,339,256,598,442.00 | Rp __ 3,390,406,370,678.00 | Rp __4,992,690,055,792.00 | Rp __5,324,669,952,557.00
3 |PTAD Rp - | Re Rp - | Re - 0| Rp -|Rp - |Re i - | Rp - |re - | Re -
4 LLPS Rp - | Re Rp. - | Re - o[ Rp - Rp 1,354,308,000.00 | Rp 2,031,462,000.00 | Rp. 2,708,616,000.00 | Rp 2,708,616,000.00 | Rp. 3,385,770,000.00 | Rp 4,062,924,000.00
5 |sipA Rp 534,741,994,67479 | Rp  1,103,848,724,368.84 | Rp 911,033,505,651.00 | Rp 1,638,002,186,525.87 | pp 1,914,008,302,821.05 | Rp 1,794,023,508,720.22 | Rp 1,600,870,097,753.00 | Rp 1,939,507,314,860.07 | Rp 1,705,434,949,456.33 | Rp 720,042,671,239.43 | Rp 1,082,013,492,798.21 | Rp 480,611,808,890.56
Total Rp 1,139,855,646,675.22 | Rp 2,451,933,376,742.30 | Rp 2,610,357,328,651.50 | Rp 4,397,790,768,237.78 | Rp 5,330,759,920,539.48 | pp 6,132,883,793,794.01 | Rp 6,484,708,639,111.57 | Rp 7,939,182,892,149.31 | Rp 8,248,973,005,352.26 | Rp 7,322,787,946,549.40 [ Rp _ 10,089,280,682,790.50 | Rp __10,318,541,760,593.20
Jumlah
No. Pendapatan Triwulan | Triwulan Il Triwulan IV
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
11 21 (3] 41 (5] (6] 7 | (8] ‘ 9] [10] 11 (12 13] (141
1 0Tsus Rp -| Rp -| Rp -| Rp - | Rp - Rp. - | Rp - Rp. - Rp. - | Rp - Rp. -| Re -
2 ot Rp -| Rp -| Rp -| Rp - | Rp - Rp. - | Rp - Rp. - Rp. - | Rp - Rp. -| Re -
3 DAIS Rp -| Rp -| Rp -| Rp - | Rp - Rp. - | Rp - Rp. - Rp. - | Rp - Rp. -| Re -
PGS Rp 169,473,829,155.00 | Rp 305,916,090,863.00 | Rp 576,853,060,331.00 | Rp 715,706,127,760.00 | Rp 866,588,743,536.00 [ Rp  1,124,281,074,234.00 | Rp  1,301,925,899,499.00 [ Rp  1458,341,338,291.00 | R 1,630,593,390,704.00 | Rp  1,793,680,424057.00 [ Rp  2,368,059,610,553.00 | Rp  2,818,836,811,555.00
5 [sBH Rp - re - re 14,580,850,206.00 | Rp 125,756,146,816.00 | Rp 125,756,146,816.00 | Rp 895,685,040,219.50 | Rp  1,192,445261,251.50 | Rp  1,573,953,279,634.10 | Rp  1543,243,887,030.89 | Rp  2,030,710308,439.23 | Rp  2,861,633,754435.13 [ Rp  3,118,456,750,251.30
6 BB Rp -| Rp -| Rp -| Rp - | Rp - Rp. - | Rp - Rp. - Rp. - | Rp - Rp. -| Re -
7 Pembayaran Pokok PUD Rp -| Rp -| Rp -| Rp - | Rp - Rp. - | Rp - Rp. - Rp. - | Rp - Rp. -| Re -
Total Rp 169,473,829,155.00 | Rp 305,916,090,863.00 | Rp 591,433,910,537.00 | Rp 841,462,274,576.00 | Rp 992,344,890,352.00 [ Rp  2,019,966,114,453.50 | Rp  2,494,371,160,750.50 [ Rp  3,32,294,617,925.10 | Rp  3,173,837,277,734.89 | Rp  3,824,390,732,49623 [ Rp  5229,693,364,988.13 | Rp  5,937,293,561,806.30
Jumlah
No. Fiskal Daerah Triwulan | Triwulan Il Triwulan IV
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
(1 2] 3] (4] (5] (6] 7 | (8 ‘ [9 [10] [11] [12] (13] [14]
Kapasitas Fiskal Daerah Rp 970,381,817,52022 | Rp  2,146017,285,879.30 | Rp  2,018,923,418,114.50 | Rp  3556,328,493,661.78 | Rp  4,338,415030,187.48 | Rp  4,112,917,679,34051 [ Rp  3,990337,478,361.07 | Rp  4,906,888,274,224.21 | Rp  5075135727,617.37 | Rp  3,498,397214,053.17 | Rp  4,859,587,317,802.33 [ Rp  4,381,248,198,786.93
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah 5726 7.015 3500 4.969 5.006 3658 3.065 3365 3.112 1.950 2,052 1.554




3.1.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)
Perbandingan data kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

(perbandingan 10 Provinsi se Sumatera).

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel Dengan Standar Nasional
Kinerja Tahun 2025
No. Provinsi Pulau Sumatera Rasio Kategori
Kapasitas Kapasitas Fiskal
Fiskal Daerah Daerah
1. Provinsi Aceh 0,788 Sedang
2. Provinsi Sumatera Utara 1,473 Tinggi
3. Provinsi Sumatera Barat 0,535 Rendah
4, Provinsi Riau 0,747 Rendah
5. Provinsi Jambi 0,574 Rendah
6. Provinsi Sumatera Selatan 1,098 Sedang
7. Provinsi Bengkulu 0,432 Rendah
8. Provinsi Lampung 0,798 Sedang
9. Provinsi Kepulauan Riau 0,740 Rendah
10. | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0,306 Rendah

Sumber : DJPK, Kementerian Keuangan

Data tahun 2025, posisi kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera
Selatan dalam wilayah Pulau Sumatera berada pada peringkat 2
(dua) tertinggi setelah Provinsi Sumatera Utara.

Sementara data realisasi Triwulan I tahun 2026, kinerja kapasitas
fiskal daerah pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera pada
Gambar 3.2 berikut.
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Gambar 3.2

Q LKjIP BAPENDA Triwulan I 2026

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional
Sumber : DJPK, Kementerian Keuangan

Kondisi indeks kapasitas fiskal daerah dengan perbandingan pada
10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera mengindikasikan bahwa
indeks kapasitas fiskal daerah tertinggi Triwulan I tahun 2026
pada Provinsi Sumatera Utara sebesar 3,848, kemudian Provinsi
Sumatera Selatan sebesar 2,493. Indeks kapasitas fiskal daerah
terendah pada Provinsi Riau sebesar 0,018, sementara posisi
indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan berada

pada posisi kedua dengan indeks sebesar 2,493.
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3.1.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi
TARGET | REALISASI % SOLUSI YANG
NO. TUJUAN / SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TW12026 | TWi2026 | capAIAN ANALISIS KEBERHASILAN DILAKUKAN
1) ) (3) (4) (5) (6) ) (8)

Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen
PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota

Memanfaatkan teknologi untuk
mempermudah transaksi pembayaran pajak
daerah seperti, pembayaran secara non
tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta
pengembangan pembayaran pajak melalui
modern kanal

Pemberian insentif fiskal Pajak PKB dan
Pajak BBN-KB berupa equivalen sama seperti
pembayaran pajak pelaksanaan UU 28 tahun

. . ) 2009
I\Dfljgrlgﬁkatnya Kapasitas Fiskal Indeks Kapasitas Fiskal Daerah 0,505 2,493 496,61

Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan
(OPAD) bersama dengan OPD terkait antara
lain Dinas Energi Sumber Daya Mineral,
Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong
Praja

Melakukan pengawasan terhadap pajak
daerah berbasis mitigasi risiko

Pelaksanaan penagihan pajak daerah secara
door to door service

Melaksanakan konsolidasi fiskal dengan
Pemerintah Pusat secara berkala waktu

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)
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Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kinerja indeks

kapasitas fiskal daerah dengan strategi:

1.

Melaksanakan kegiatan door to door service yang merupakan
bentuk penagihan pajak bagi wajib pajak dari satuan rumah
tangga yang dilaksanakan penagihan;

Melaksanakan updating basis data pajak daerah untuk
mencapai tingkat keakuratan data pajak sehingga dapat
dipergunakan dalam menentukan proyeksi pendapatan;
Melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk sosialisasi
langsung, penyebaran leflet, booklet, sosial media serta media
lainnya ke masyarakat untuk mematuhi ketentuan bayar pajak
sesuai dengan tepat waktu untuk menghindari denda
keterlambatan sehingga pembangunan Sumatera Selatan
terus berjalan;

Melaksanakan sinergi dan kolaborasi dengan 17 (tujuh belas)
Pemerintahan Kabupaten/Kota pada Opsen PKB dan Opsen
BBN-KB sehingga jangkauan layanan pembayaran pajak
sampai ke tingkat kelurahan atau pedesaan;

Mempercepat proses deregulasi beberapa peraturan yang
terkait dengan pajak daerah untuk memastikan kapasitas dan
supremasi hukum di bidang perpajakan;

Melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan Tim Pembina
Samsat di tingkat Provinsi untuk memastikan dukungan
kinerja dari pihak Kepolisian dan Jasa Raharija;

Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka
penambahan kuato akses datakependudukan;

Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajakmenuju
pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang
dilakukan masing-masing UPTB;

Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa

dan samsat drive thru.
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Tabel 3.7

Faktor Pendukung dan Keberhasilan Kinerja Indeks Kapasitas Fiskal

TUJUAN/SASARAN

NO. STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2026

KINERJA TRIWULAN I

DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2026

Target

Realisasi

Capaian

Anggaran

Realisasi

%

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA

Meningkatnya
1. Kapasitas Fiskal
Daerah

Indeks Kapasitas Fiskal
Daerah

0,505

2,493

496,61

1.422.980.200

0,00

0,00

Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%

1.

Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan
realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan
analisis efisiensi sumber daya (anggaran)
berbasis kinerja;

Upaya cross-cutting bersama  stakeholder
Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan
pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan
penggunaan anggaran yang efisien

Penyerapan anggaran berbasis accrual telah
memadai dalam rangka memonitoring
penyerapan anggaran berbasis kinerja

Faktor Pendukung:

1.

Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan
(OPAD) telah memberikan kontribusi nyata
dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan
PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP
memberikan kontribusi terhadap peningkatan
kinerja

Pelaksanaan door to door service cukup efektif
sebagai aktivitas nyata dalam rencana aksi AKIP
Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi
upaya peningkatan kinerja organisasi
Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah
transaksi pembayaran pajak daerah seperti,
pembayaran secara non tunai menggunakan
mesin  EDC, QRIS serta pengembangan
pembayaran pajak melalui modern kanal
Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi
upaya peningkatan kinerja organisasi

Sosialisasi secara massif terhadap pembayaran
pajak daerah cukup signifikan

Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
yang berlangsung pada tanggal 16 Agustus 2025
s.d 17 Desember 2025

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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3.1.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.1.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

INDIKATOR KINERJA TW I TAHUN 2026

0,
NO. TUJUAN/SASARAN STRATEGIS ANGGARAN [Rp.] REALISASI [Rp.] CAPZ{’I AN EFIINS?EQQI
TARGET REALISASI | % CAPAIAN
Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah
1. gratnya fap 0,505 2,493 496,61 1.422.980.200 0,00 | 0,00 ;

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator tujuan belum dihitung pada
Triwulan I tahun 2026.

% LKjIP BAPENDA Triwulan I 2026 Bab III- 16



3.1.1.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.9
Perbandingan Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
% TINGKAT
NO. PROGRAM/KEGIATAN ARGET | REALISAST % ANGGARAN [Rp.] REALISASI [Rp.] CAPAIAN EFISIENSI
CAPAIAN

I. Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah 94,15 0,00 0,00 1.422.980.200,00 0,00 0,00 -

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 94,15 0,00 0,00 1.422.980.200,00 0,00 0,00 -

1.10 [ Penagihan Pajak Daerah 1.422.980.200,00 0,00 0,00 -

JUMLAH 1.422,980.200,00 0,00 0,00 -

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah belum dihitung
pada Triwulan I tahun 2026.
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3.1.1.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

Tabel 3.10

Pendapatan Daerah

terselesaikan

TUJUAN / SASARAN % % MENUNJANG / TIDAK
NO. STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN MENUNJANG
@) &) 3 4) (5) (6) ) (8)
Program Penunjang Urusan | Persentase Pemenuhan
Pemerintahan Daerah | Layanan Kinerja Perangkat 10,61 Menunjang
Provinsi Daerah
Administrasi Keuangan | Persentase terselesainya .
Perangkat Daerah laporan keuangan 12,44 Menunjang
Administrasi Pendapatan Persentase terselesainya
Daerah Kewenangan lanoran pendapatan de)ilerah 2,88 Menunjang
Perangkat Daerah P P P
Administrasi Kepegawaian | Persentase terselesainya .
Perangkat Daerah laporan kepegawaian 0,00 Menunjang
1. IV!enlngkatnya Kapasitas Indeks Kapasitas Fiskal Daerah 496,61 .
Fiskal Daerah Program Pengelolaan | Persentase Penerimaan .
1,82 Menunjang
Keuangan Daerah Dana Transfer
. - | Jumlah Laporan Hasil
Eengelqlaan Dana Bagi Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil 1,82 Menunjang
rovinsi .
Provinsi
Program Pengelolaan Deviasi Realisasi PAD
Pen?:la atan Daerah 9 terhadap anggaran PAD 1,83 Menunjang
P dalam APBD
. Persentase pengelolaan
Kegiatan Pengelolaan pendapatan yang 1,83 Menunjang

% LKjIP BAPENDA Triwulan I 2026
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Perencanaan Pengelolaan

Jumlah Dokumen Rencana

Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah 4,87 Menunjang
Analisa dan Pengembangan | Jumlah Dokumen Hasil 0,00 Menunjang
Pajak Daerah, serta | Analis Pajak Daerah
Penyusunan Kebijakan Pajak
Daerah
Penyuluhan dan Jumlah Laporan
Penyebarluasan Kebijakan Pelaksanaan Penyuluhan 0,82 Menunjang
Paiak Daerah dan Penyebarluasan !
) Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan Pendaftaraan Pendataan dan Pendaftaran
Obiek Paiak Daerah Objek Pajak Daerah, Subyek 7,76 Menunjang
) ) Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Pengolahan,  Pemeliharaan, Jumlah Laporan Ha_siI
dan Pelaporan Basis Data Pengolahan, Pemeliharaan, 22,02 Menunjan
Paiak Daefah dan Pelaporan Basis Data ! Jang
) Pajak Daerah
Penetapan ~ Wajib ~ Pajak | Jumlah Dokumen Ketetapan )
Daerah Pajak Daerah >4 Menunjang
Jumlah Laporan
Pelayanan dan Konsultasi | Permasalahan yang Telah 0.00 Menunian
Pajak Daerah Ditindaklanjuti dan Belum ! Jang
Ditindaklanjuti
- . ) Jumlah Dokumen Penelitian
Peneltfan da." vertfikasl Data dan Verifikasi Data 0,00 Menunjang
Pelaporan Pajak Daerah .
Pelaporan Pajak Daerah
Jumlah Dokumen
Penagihan Pajak Daerah Tertagihnya WP yang 0,00 Menunjang
memiliki Piutang Pajak
Penyelesaian Keberatan Pajak | Jumlah Dokumen Keberatan 0,00 Menunjang

Daerah

yang telah ditindaklanjuti
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Pengendalian, Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Hasil

dan Pengawasan Pajak | Pemeriksaan 0,00 Menunjang
Daerah

Jumlah Laporan
Elektronifikasi Transaksi | Perkembangan Elektronik 0.00 Menunian
Pemerintah Daerah Transaksi Pemerintah ! Jang

Daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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3.1.1.8 Analisis Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Tabel 3.11
Analisis Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN [Rp.] REALISASI [Rp.] %
CAPAIAN
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 219.574.57.092,00 23.293.562.842,00 10,61
1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 218.600.000,00 0,00 0,00
1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 73.000.000,00 0,00 0,00
1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA — SKPD 73.000.000,00 0,00 0,00
1.3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.600.000,00 0,00 0,00
2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 165.329.148.028,00 20.565.828.524,00 12,44
2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 165.009.908.028,00 20.544.995.474,00 12,45
2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 199.240.000,00 0,00 0,00
2.3 | Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran 120.000.000,00 20.833.050,00 17,36
SKPD
3. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 25.200.000,00 0,00 0,00
3.1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 25.200.000,00 0,00 0,00
4. | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 288.400.000,00 224.233.306,00 2,88
4.1 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 102.000.000,00 0,00 0,00
4.2 | Pengolahan Data Retribusi Daerah 144.000.000,00 3.750.000,00 2,60
4.3 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 42.400.000,00 4.560.000,00 10,75
5. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 682.800.000,00 0,00 0,00
5.1 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 16.800.000,00 0,00 0,00
5.2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 372.800.000,00 0,00 0,00
5.3 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 293.200.000,00 0,00 0,00
6. | Administrasi Umum Perangkat Daerah 18.264.606.580,00 19.586.238.672,00 0,45
6.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 390.069.080,00 0,00 0,00
6.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 650.000.000,00 0,00 0,00
6.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 250.000.000,00 0,00 0,00
6.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.130.337.500,00 0,00 0,00
6.5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.300.000.000,00 0,00 0,00
6.6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 32.000.000,00 5.320.000,00 16,63
6.7 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 100.800.000,00 5.744.500,00 5,70
6.8 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 640.000.000,00 70.356.591,00 10,99
6.9 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7.771.400.000,00 0,00 0,00
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7. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.400.000.000,00 0,00 0,00
7.1 | Pengadaan Mebel 1.000.000.000,00 0,00 0,00
7.2 | Pengadaan Aset Tak Berwujud 400.000.000,00 0,00 0,00
8. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27.778.683.402,00 2.638.003.227,00 9,50
8.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36.800.000,00 150.000,00 0,41
8.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.659.234.198,00 585.282.277,00 22,01
8.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 198.800.000,00 0,00 0,00
8.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.883.849.204,00 2.052.570.950,00 8,25
9. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 5.587.134.082,00 0,00 0,00
Daerah
9.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 2.307.134.082,00 0,00 0,00
Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan
9.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 1.630.000.000,00 0,00 0,00
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
9.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 300.000.000,00 0,00 0,00
9.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau 1.350.000.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
II. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah 120.800.000,00 2.200.000,00 1,82
1. | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 120.800.000,00 2.200.000,00 1,82
1.1 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 120.800.000,00 2.200.000,00 1,82
III. | Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah 5.972.583.920,00 109.202.770,00 1,83
1. | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.972.583.920,00 109.202.770,00 1,83
1.1 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 548.800.000,00 26.718.300,00 4,87
1.2 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan 342.700.000,00 0,00 0,00
Pajak Daerah
1.3 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 2.106.800.000,00 17.359.600,00 0,82
1.4 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 510.000.000,00 39.555.280,00 7,76
1.5 | Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 98.500.000,00 21.691.590,00 22,02
1.6 | Penetapan Wajib Pajak Daerah 70.000.000,00 3.878.000,00 5,54
1.7 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 546.003.720,00 0,00 0,00
1.8 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 40.000.000,00 0,00 0,00
1.9 | Penagihan Pajak Daerah 1.422.980.200,00 0,00 0,00
1.10 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 20.000.000,00 0,00 0,00
1.11 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 186.600.000,00 0,00 0,00
1.12 | Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 20.000.000,00 0,00 0,00
1.13 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 60.200.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 225.667.956.012,00 23.404.965.612 10,37

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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3.1.2

Sasaran Strategis 1 (SS.1)

......... Revenue mobilization merupakan salah satu strategi yang
diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah
dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang
bersumber pendapatan asli daerah...... 7

Revenue mobilization merupakan salah satu strategi yang
diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah
dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang
bersumber pendapatan asli daerah. Hal ini untuk melihat tolok ukur kinerja

pendapatan asli daerah dalam belanja APBD.

Deviasi realisasi pendapatan asli daerah terhadap total anggaran
belanja APBD bersumber pada pendanaan PAD dalam batas toleransi yang
ditetapkan. Dalam hal ini berdasarkan capaian kinerja lima tahun terakhir

(yoy) batas toleransi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu
sendiri ditunjukan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap
total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah
(local tax ratio) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan
total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem
pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan
antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak daerah
dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan
mempengaruhi ekspansi atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran,

serta penghematan rumah tangga.
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Formula perhitungan IKSS.1:

Nilai Absolut dari Total PAD dalam Realisasi

y

Dimana:

Y
PAD

APBD

- (Total PAD dalam APBD (sebelum APBD Perubahan)

Nilai Deviasi

Realisasi PAD tahun ke n

—1x100%

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (sebelum perubahan)

3.1.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran realisasi data kinerja IKSS.1 Triwulan I tahun 2026:

Tabel 3.12
Perhitungan Realisasi Data Kinerja IKSS.1
Nilai Target
No. Bulan Realisasi PAD Total PAD o Tahunan
Deviasi
2026
1. | Januari 255.787.714.620,69 | 5.132.383.462.643,00 95,016
2. | Februari 615.693.471.321,08 | 5.132.383.462.643,00 88,004 6,00
3. | Maret 850.245.439.419,81 | 5.132.383.462.643,00 83,434

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Capaian kinerja tahun 2026 =

83,434
6,000

x100% = 1390,57 %

Capaian kinerja untuk IKSS.1 triwulan I tahun 2026 mencapai

1390,57%, menunjukan bahwa pendapatan termobilisasi dengan

baik, dengan nilai deviasi yang semakin menurun pada trend

bulanan.
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Gambar 3.3
Grafik Deviasi Realisasi PAD Terhadap PAD dalam APBD TW | 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Pendapatan termobilisasi (revenue mobilization) merupakan upaya
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menjaga
terus meningkatnya kredibilitas penerimaan pendapatan dari
perencanaan awal. Dengan indiaktornya untuk mendekatkan
pendapatan termobilisasi (revenue mobilization) pada garis normal
yang telah ditentukan sejak perencanaan awal. Efek deviasi yang
terjadi, ketika jarak deviasi yang semakin kecil dari kondisi
penerimaan pendapatan dari perencanaan awal, maka kondisi nya
semakin baik, hal ini mengindikasikan bahwa kredibilitas
penerimaan pendapatan dari perencanaan awal semakin baik.

Kinerja indikator revenue mobilization pada Triwulan I tahun 2026
dengan realisasi sebesar 83,434 menggambarkan kondisi bahwa
kondisi sementara kredibilitas atas kepercayaan pendapatan asli

daerah.

3.1.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan I tahun 2026 serta
Capaian Kinerja Dengan Triwulan I tahun 2025
Realisasi kinerja IKSS.1 Triwulan I tahun 2026 mencapai
83,434%, dimana
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Tabel 3.13
Perhitungan Realisasi Data Kinerja IKSS.1 TW I 2026 dengan TW I 20265

Nilai Deviasi
Periodesasi
Januari Februari Maret
Triwulan I 2025 94,614 88,879 82,048
Triwulan I 2026 95,016 88,004 83,434

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Perbandingan realisasi kinerja IKSS.1 Triwulan I tahun 2026
sebesar 83,434 % mengalami peningkatan apabila dibandingkan
pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 82,048 % atau turun
sebesar 1,386 %, hal ini menunjukan kinerja yang belum baik dari

Triwulan I tahun 2025 (makin menjauh dari garis normal).

100
95,016
o5 94,614
90 88,879 88,004
83,434
85 82,048
) i i
75
Januari Februari Maret
HTriwulan 1 2025 ®Triwulan 12026

Gambar 3.4
Grafik Perbandingan Deviasi Realisasi PAD TW | 2025 Dengan TW | Tahun 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Salah Satu penyebab mengapa pendapatan Triwulan I 2026
mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan Triwulan I
2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik AS — Iran
secara tidak langsung (/indirect consumption mempengaruhi harga
minyak mentah dipasar global dan mempengaruhi konsumsi BBM
nasional sehingga lahir kebijakan nasional terhadap penghematan

energi, yang berdampak ke daerah yaitu penerimaan PBB-KB
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3.1.2.3

mengalami  perlambatan  karena  beberapa  Perusahaan
nasional/daerah/swaata melakukan penghematan energi (BBKB).
Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinngi sehinngga
pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk
kebutuhan APBN.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2025 dengan
Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja IKSS.1 Triwulan I tahun 2026 sebesar 83,434 dan
terhadap target jangka menengah yang tertuang di dalam
dokumen RPIMD 2025 - 2029, dimana pada akhir tahun 2030
target kinerja IKSS.1 ini sebesar 8,51. Terhadap target jangka
menengah bahwa capaian kinerja tahun 2025 telah mencapai
13,146 %.

Tabel 3.14
Perhitungan Capaian Data Kinerja IKSS 1Terhadap Target Realisasi

Capaian

No. | Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja TWI Target Akhir | Tingkat Kemajuan

2026 2030 (%)
Meninakatnva Deviasi Realisasi
ngxatny PAD Terhadap
Kredibilitas Anggaran PAD
2. | Penerimaan 99 83,434 8,51 980,42

Dalam APBD
(Revenue
Mobilization)

Pendapatan  Dari
Perencanaan Awal

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Kinerja indikator revenue mobilization pada Triwulan I ini, apablia
dibandingkan dengan target yang tertuang di dalam Renstra tahun
2025 — 2029 mencapai tingkat kemajuan 980,42 %, kondisi ini
harus dikendalikan untuk tetap terjaga pada garis normal yang
diharapkan sehingga deviasi yang diharapkan semakin rendah
untuk meningkatkan kredibilitas pendapatan asli daerah pada

kondisi perencanaan awal
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PENGUKURAN KINERIA TAHUN 2026

Nilai Absolut dari Total PAD dalam Realisasi
v=( Total PAD dalam APBD (sebetum perubahan) ~ ** 100%)
551 Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal “ L
IS¢ Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (Revenue Mobilization ) Dimana: "
y = Nilai Deviasi
Realisasi Realiasi PAD tahun ke n
Belanja ~ Belanja yang bersumber dari PAD
| No. | Uraian | Nilai Absolut dari Total Realisasi PAD Total PAD dalam APBD | Nilai Deviasi (%) |
[w] il I B il [ 51 |
1 Triwulan | Rp 850,245,439,419.81 | Rp 5,132,383,462,643.00 83.4337
2 [Triwdlan i Rp B - #DIV/0!
3 |Triwulan il Rp | e - H#DIV/0!
4 |Triwdlan v Rp | re B HDIV/0!
Jumiah
No. Uraian Triwulan | Triwulan Il Triwulan IV
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
(1 2] (3] (41 (5] (61 7 (8 (9 [10] [11] (12] (13) [14]
1 Realisasi PAD Rp 255,787,714,620.69 | Rp 615,693,471,321.08 | Rp  850,245,439,419.81 | Rp - | Rp -|Rp - | Rp -|Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp -
2 Total PAD dalam APBD Rp 5,132,383,462,643.00 | Rp 5,132,383,462,643.00 | Rp 5,132,383,462,643.00 | Rp 5,132,383,462,643.00 | Rp 5,132,383,462,643.00 | Rp 5,132,383,462,643.00 | Rp 5,132,383,462,643.00 | Rp 5,132,383,462,643.00 | Rp 5,132,383,462,643.00 | Rp 5,132,383,462,643.00 | Rp 5,132,383,462,643.00 | Rp 5,132,383,462,643.00
Nilai Deviasi 95.0162 88.0038 83.4337 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000




PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

( Nilai Absolut dari Total PAD dalam Realisasi 1% 100 /n)
= x1009%
ss.1] p Dari Awal Total PAD dalam APBD (sebelum perubahan)
IKSS| Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (Revenue Mobilization ) Dimaga:
v = Nilai Deviasi
Realisasi = Realiasi PAD tahun ke n
Belanja ~ Belanja yang bersumber dari PAD
No. | Uraian | Nilai Absolut dari Total Realisasi PAD | Total PAD dalam APBD | Nilai Deviasi (%) ‘
w 2] [ B [ 1l [ 51 |
1 Triwulan | Rp 800,547,217,519.50 | Rp 4,459,311,556,974.00 82.0477
2 Triwulan 1l Rp 2,242,892,148,257.79 | Rp 4,459,311,556,974.00 49.7032
3 Triwulan 11l Rp 3,201,572,841,453.93 | Rp 4,459,311,556,974.00 28.2048
4 Triwulan IV Rp 4,509,197,075,145.67 | Rp 4,459,311,556,974.00 1.1187
Jumlah
No. Uraian Triwulan | Triwulan 11l Triwulan IV
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
1] 2] (3] [4] (5] (6] (7] (8] [91 [10] 11] [12] [13] [14]
1 Realisasi PAD Rp 240,196,687,137.67 | Rp 495,908,944,084.99 | Rp 800,547,217,519.50 | Rp 1,456,859,523,046.22 | Rp 1,740,160,942,225.74 | Rp 2,242,892,148,257.79 | Rp 2,616,648,796,709.94 | Rp 2,920,093,533,483.03 | Rp 3,201,572,841,453.93 | Rp 3,730,677,293,545.70 | Rp 4,011,191,364,200.25 | Rp 4,509,197,075,145.67
2 Total PAD dalam APBD Rp 4,459,311,556,974.00 | Rp 4,459,311,556,974.00 | Rp 4,459,311,556,974.00 | Rp 4,459,311,556,974.00 | Rp 4,459,311,556,974.00 | Rp 4,459,311,556,974.00 | Rp 4,459,311,556,974.00 | Rp 4,459,311,556,974.00 | Rp 4,459,311,556,974.00 | Rp 4,459,311,556,974.00 | Rp 4,459,311,556,974.00 | Rp 4,459,311,556,974.00
Nilai Deviasi 94.6136 88.8792 82.0477 67.3299 60.9769 49.7032 41.3217 34.5169 28.2048 16.3396 10.0491 1.1187




3.1.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)
Apabila dibandingkan dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau

Sumatera, maka Provinsi Sumatera Selatan berada pada posisi:
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Gambar 3.5

Grafik Perbandingan Deviasi Realisasi PAD 2025 dengan Standar Nasional
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD dan Kemenkeu

Nilai deviasi terendah pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar
83,43 dan nilai deviasi tertinggi pada Provinsi Lampung dengan
nilai deviasi sebesar 98,87. Kondisi kredibilitas revenue
mobilization pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera
mengalami kontraksi atau deviasi yang menjauh dari garis normal
karena perubahan regulasi kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBN-
KB dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ke Undang-undang
Nomor 1 tahun 2022.

Dimana pencatatan realisasi pendapatan bagi hasil pajak PKB dan
pajak BBN-KB ke Kabupaten/Kota tidak lagi dicatat pada akun
Pemerintah Provinsi dan langsung diterima oleh rekening RKUD
Kabupaten/Kota secara real time payment pada saat wajib pajak

membayar pajak.
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3.1.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.15
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 1 serta Solusi

NO.

TUJUAN / SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET
TWI
2026

REALISASI
TWT 2026

%
CAPAIAN

ANALISIS KEBERHASILAN

SOLUSI YANG DILAKUKAN

)

(2

(3

(4)

(5

(6)

)]

(8)

Meningkatnya Kredibilitas
Penerimaan Pendapatan
Dari Perencanaan Awal

Deviasi Realisasi PAD Terhadap
Anggaran PAD Dalam APBD
(Revenue Mobilization)

0,50

83,434

16.686

Sinergi dan kolaborasi bersama OPD
pemungut retribusi dalam menggali potensi
PAD dari sektor Retribusi

Perpanjangan kerjasama dengan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi
Sumatera Selatan dalam rangka
penambahan kuato akses data
kependudukan

Memperkuat sistem informasi teknologi
secara bertahap terus membenahi sistem
IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga

Pembentukan Satgas OPAD PBB-KB pada
perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan

Memperluas dan mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat melalui penambahan
titik pelayanan baru seperti samsat desa
dan samsat drive thru

Terus melakukan rapat koordinasi dengan
OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS
yang menerima penyertaan modal dari
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
secara rutin

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)
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Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kinerja indikator

revenue mobilization sebagai berikut:

1.

Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda,
perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait
pengolahan, pengamanan dan up grading data serta
peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern;
Pengembangan Aplikasi E-Samsat berupa Layanan Samsat
Online Nasional dan Layanan Samsat Online Sumsel;

Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina
Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala
dan permasalahan yang timbul di lapangan;

Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak
daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat
Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua
Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;

Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor
terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi
(Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan
melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan
instansi terkait;

Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
secara persuasive;

Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom
penjual kendaraan  bermotor bekas dalam upaya
meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);

Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan
pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan /
sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera

Selatan.
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Tabel 3.16

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 1 serta Faktor Pendukung

NO.

TUJUAN/SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KINERJA TW I TAHUN 2026

DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2026

Target

Realisasi

Capaian

Anggaran

Realisasi

%

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA

Meningkatnya
Kredibilitas
Penerimaan
Pendapatan Dari
Perencanaan Awal

Deviasi Realisasi PAD
Terhadap Anggaran PAD
Dalam APBD (Revenue
Mobilization)

0,50

83,434

16.686

546.003.720

0,00

0,00

Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%

1.

Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan
realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan
analisis efisiensi sumber daya (anggaran)
berbasis kinerja;

Upaya cross-cutting bersama  stakeholder
Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan
pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan
penggunaan anggaran yang efisien

Penyerapan anggaran berbasis accrual telah
memadai dalam rangka memonitoring
penyerapan anggaran berbasis kinerja

Faktor Pendukung:

1.

Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan
(OPAD) telah memberikan kontribusi nyata
dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan
PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP
memberikan kontribusi terhadap peningkatan
kinerja

Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD
pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang
menerima penyertaan modal dari Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan secara rutin
Pelaksanaan operasi gabungan dengan pihak
Kepolisian, Dishub dan Sat Pol PP berjalan cukup
efektif

Koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan
Kementerian ESDM terkait dengan dana bagi
hasil Migas

Memperkuat ~ Sistem  Pengendalian  Intern
Pemerintah dari sisi pengawasan pajak daerah
dan retribusi daerah

Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB
dan Opsen BBN-KB bersama dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)
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3.1.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.2.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.17
Perbandingan Pencapaian Kinerja IKSS 1 dan Angggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

INDIKATOR KINERJA TW I TAHUN 2026
NO. TUJUAN/SASARAN STRATEGIS ANGGARAN [Rp.] REALISASI [Rp.]
TARGET REALISASI % CAPAIAN

% TINGKAT
CAPAIAN EFISIENSI

Meningkatnya  Kredibilitas ~ Penerimaan

L. Pendapatan Dari Perencanaan Awal 0,50

83,434 16.686 546.003.720,00 0,00 0,00 -

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Deviasi Realisasi PAD Terhadap

Anggaran PAD Dalam APBD (Revenue Mobilization) pada Triwulan I tahun 2026 belum dapat dihitung.
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3.1.2.6.2

Tabel 3.18
Perbandingan Pencapaian Kinerja IKSS 1 dan Angggaran Terhadap Program Kegiatan

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

INDIKATOR KINERJA
% TINGKAT
NO. PROGRAM/KEGIATAN arcer | REALISASI % ANGGARAN [Rp.] REALISASI [Rp.] CAPAIAN EFISIENSI
CAPAIAN
I Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah 94,15 0,00 0,00 546.003.720,00 0,00 0,00 -
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 94,15 0,00 0,00 546.003.720,00 0,00 0,00 -
1.8 [ Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 546.003.720,00 0,00 0,00
JUMLAH 546.003.720,00 0,00 0,00 -

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah pada Triwulan I tahun 2026 belum dihitung.
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3.1.2.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.19

Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja IKSS 1

TUJUAN / SASARAN

%

%

MENUNJANG / TIDAK

Pajak Daerah, serta
Penyusunan Kebijakan Pajak

Analis Pajak Daerah

NO. STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN MENUNJANG
Q) () (3) 4) (5) (6) ) (8)
Program Penunjang Urusan | Persentase Pemenuhan
Pemerintahan Daerah | Layanan Kinerja Perangkat 10,61 Menunjang
Provinsi Daerah
Administrasi Pendapatan .
Daerah Kewenangan IF;erSSanrfas:nt(;e;szgs:Q;I:rah 2,88 Menunjang
Perangkat Daerah P P P
Administrasi Kepegawaian | Persentase tersele;alnya 0,00 Menunjang
Perangkat Daerah laporan kepegawaian
Program Pengelolaan | Persentase Penerimaan 182 Menunian
Keuangan Daerah Dana Transfer ! Jang
Meningkatnya Kredibilitas | Deviasi Realisasi PAD Terhadap Pengelolaan Dana Bagi Hasil | 2umiah Laporan Hasil .
2. | Penerimaan Pendapatan Anggaran PAD Dalam APBD 83,434 Proﬁnsi 9 Pengelolaan Dana Bagi Hasil 1,82 Menunjang
Dari Perencanaan Awal (Revenue Mobilization) Provinsi
Program Penaelolaan Deviasi Realisasi PAD
Pen?ja atan Daerah 9 terhadap anggaran PAD 1,83 Menunjang
P dalam APBD
. Persentase pengelolaan
Kegiatan Pengelolaan .
Pendapatan Daerah pendapat_an yang 1,83 Menunjang
terselesaikan
Perencanaan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Rencana 4.87 Menunian
Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah ! Jang
Analisa dan Pengembangan | Jumlah Dokumen Hasil 0,00 Menunjang
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Daerah

Jumlah Laporan

Penyuluhan dan Pelaksanaan Penyuluhan
Penyebarluasan Kebijakan dan P barl 0,82 Menunjang
Pajak Daerah an renyebariuasan
Kebijakan Pajak Daerah
Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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3.1.3

Sasaran Strategis 2 (SS.2)

......... Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam
mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri
kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar,
termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat
diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah
terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam
mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri
kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar,
termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat
diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah
terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total
pendapatan. Oleh karena itu, reviu atas kemandirian fiskal daerah
dipandang perlu untuk dilakukan agar kemandirian fiskal daerah bisa
dipetakan dan diketahui kondisi kemandirian fiskal tiap-tiap daerah.

Seiring dengan mandatory Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah
Daerah agar mempunyai desentralisasi fiskal yang semakin kuat,
Pemerintah Pusat melalui perimbangan keuangan mulai mengurangi
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), untuk menilai kemampuan
kinerja pembiayaan daerah dalam membiayai pembangunan di tingkat
daerah. Peran pemerintah daerah yang diserahkan dalam mengelola dan
mengatur keuangan dengan reformasi di bidang keuangan adalah
diharapkan membuat pemerintah lebih independen melalui kebijakan
desentralisasi fiskal.

Dari 4 (empat) komponen PAD, yang mempunyai kontribusi
terbesar yaitu penerimaan pajak daerah, dimana pilar penguatan /oca/
taxing power, diharapkan peningkatan desentralisasi fiskal melalui pajak
daerah menjadi instrumen kunci dalam peningkatan kemandirian fiskal
daerah, performance layanan publik dan kesejahteraan masyarakat

menjadi lebih baik. Perpajakan menghasilkan negara yang lebih
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representatif dan akuntabel, karena ekstraksi pendapatan menciptakan
kontrak sosial fiskal antara negara dan warga negara, dimana pemerintah
cenderung melakukan tawar-menawar dengan pembayar pajak, bertukar
perwakilan dan layanan untuk meningkatkan perpajakan.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang mandiri menegaskan bahwa
Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dan dalam
melaksanakan pembangunan dan pembiayaan di daerah. Oleh karena itu,
otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan
desentralisasi fiskal daerah. Salah satu faktor pendukung yang dapat
meningkatkan kemampuan fiskal daerah adalah perluasan desentralisasi
fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam melakukan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kekuatan sumber pembiayaan

pembangunan daerah.
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Formula Perhitungan IKSS.2:

IKF:1—(

Dimana:

IKF

Trep

Trsp

REVSH

REVor

[Trgp + Trsp + B + REVSH] )
REVog + Trgp + Trsp + B + REVSH

Indeks Kemandirian Fiskal

General Purpose Transfer (DAU), Dana Otonomi Khusus,
Dana Keistimewaan, Dana Desa dan Pendapatan Transfer
antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan
Keuangan)

Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)
Subnational Borrowing (Penerimaan Pinjaman Daerah)
Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
Kehutanan

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Nilai Invers

3.1.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026

Pengukuran data kinerja:

Tabel 3.20
Pengukuran Realisasi Data Kinerja Indeks Kemandirian Fiskal Triwulan I Tahun 2026
No. Uraian Realisasi [Rp.]
[1] [2] [3]
I Pembilang:
1 | Tree 348.778.014.000,00
2 | Trsp 373.689.009.216,00
3 |B 0,00
4 | REVSH 69.256.889.900,00
Sub Total I 791.723.913.116,00
II | Penyebut:
1 | REVor 850.245.439.419,81
2 | Trep 348.778.014.000,00
3 | Trsp 373.689.009.216,00
4 | B 0,00
5 | REVSH 69.256.889.900,00
Sub Total II 1.641.969.352.535,81

Q LKjIP BAPENDA Triwulan I 2026

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026
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791.723.913.116,00
1.641.969.352.535,81

Capaian 2025: IKF =1 — )=0518

Capaian indeks kemandirian fiskal daerah Provinsi Sumatera
Selatan tahun 2026 sebesar 113,10 % yang mengindikasikan
bahwa pada Triwulan I ini Provinsi Sumatera Selatan sebagai
daerah otonom dengan kategori mandiri karena diatas 50% .
Dalam membiayai pembangunan untuk Triwulan I di Sumatera
Selatan tidak mempunyai ketergantungan dengan Transfer ke
Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

Terhadap target tahun 2026, nilai IKF = % x 100 % = 113,10%

3.1.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2026 serta
Capaian Kinerja Dengan Triwulan I tahun 2025
Nilai realisasi capaian kinerja IKSS.2 apabila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya selama kurun waktu 16 (enam belas)
tahun, posisi indeks kemandirian fiskal Sumatera Selatan
mengalami fluktuatif antara mandiri dan menuju mandiri.

Tabel 3.21
Pengukuran Realisasi IKSS 2 TW I Tahun 2026 serta Capaian Kinerja TW I Tahun 2026

Indeks Kemandirian Fiskal
Periodesasi
Januari Februari Maret
Triwulan I 2025 0,39 0,37 0,47
Triwulan I 2026 0,60 0,49 0,52

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

0,7 0,6

0,6 ng 0,52
0,5
0'4 /

0,47
0,3 0,39 0,37
0,2
0,1
0
Januari Februari Maret

s Triwvulan | 2025 — ess=Triwulan | 2026

Gambar 3.6
Grafik Perbandingan Indeks Kemandirian Fiskal TW | 2026 dengan TW | 2025
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD
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] PENGUKURAN KINERIA TAHUN 2026

[T7gp +Trsp +B+ REVSH |

E Meninghatnya Kemandira Fskal Oaerah
EVoR +TrGp + Trsp + B+ REVS
i Indeks KemandirianFiskalDacrah REVoR +Trop + Trsp + B+ REVSH.
[ e ———
Transer (DAY Khusus,Dana
S | et DDt Pt Tttt Do b s S
No. Uraian
Tt Tl 1 Tt 1 TV | TSP D Aok i (OAK stk DX Now Pty
i & Bl @ ) ) | AR
T [ T 3487780140000 | fp T T 5 Daerah, Havl Pengwlobnan Kekiyasn Dt yang Dipissblkan dan Lain it
2 [ R 3736890092160 | fp B Iw
3 [e " B B B -
s Rp 6925688990000 | R B [ -
Total Ro 7917239131600 | fp e [ -
T |
No. Ursan
Trwtant Towton oot Ty
0] 2] 2] @ 2] [C] ]
T [rever o ss02is,39, 0 T Iw -
5 e R 348,778014,00000 | fo B Iw -
3 | R 3736890092160 | fp B Iw -
A e " B B B -
EE Rp 692568990000 | R B B -
Total Rp  1641,969,35253581 | Rp e e -
Tt Trwlan Trbwalan 1 Trwalan v
Indeks Kemandirian Fiskal 04822 ojor o101 o101
KE vers 05178, /ol /ol ool
T o
o Ursian [ Trwint ol
[ e Februan are hort e o m.‘ T N T Onober Novarier Desember
[l @ [B] 2] 2] 2] 1] [ 2] [ 2] [ 0] [ 1) 2] 3] [Ie)
1 [ o 1162593380000 | Ro 2325186760000 | R 548,178014,00000 | o e e Tw e e e e e -
2|t Ro 112852151 [ "o 1600 | R e e e e e N e e -
D [ B B B e e e e e e e e -
4 [Revsn [ R "o "o e e e e e s e e -
Total Rp 1662416710000 | Rp _ 643,072013,00000 | Ao 791,723,913116.00 | Rp Tw Tre e e e e e e -
o
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PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

s5.2] Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah ( [Trgp +Trsp +B+ REVSH | )
IKss| Indeks Kemandirian Fiskal Daerah REVoRA+TrgptTrsp+ B+ REVSH
IKF adalah Indeks Kemandirian Fiskal
TrGP adalah General Purpose Transfer (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana
Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi
Jumlah |
No. Uraian Hasil dan Bantuan Keuangan)
Triwulan | Triwulan Il | Triwulan Il ‘ Triwulan IV | TeSP adalah Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)
Badalah Subnational Borrowing (Penerimaan Pinjaman Daerah)
o] | 2] 3] 4] | 5] ‘ 16] | REVSH adalah Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA Kehutanan
REVOR adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi
1 [Trep Rp 486,492,112,670.00 | Rp 788,221,228,670.00 | Rp  1,262,251,710,974.00 | Rp  1,707,438,208,818.00 Daerah, “*"LPF'E’!"°")’4‘" K"k{‘)i-““ Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2 Trse Rp 7,055,512,461.00 | Rp 362,230,490,246.00 | Rp 547,785,603,568.00 | Rp 1,130,609,940,339.00
3 |8 Rp - | Re - | Rp - | rp R
4 REVSH Rp 405,228,980,350.00 | Rp 945,516,417,900.00 | Rp 1,522,729,990,900.00 | Rp 2,080,184,935,400.00
Total Rp 898,776,605,481.00 | Rp 2,095,968,136,816.00 | Rp 3,332,767,305,442.00 | Rp 4,918,233,084,557.00
Jumlah
No. Uraian
Triwulan | Triwulan 11 | Triwulan Il l Triwulan IV |
W] 2l Bl 2] | 5] [ i6) |
1 REVoR Rp 800,547,217,519.50 | Rp 2,242,892,148,257.79 | Rp 3,201,572,841,453.93 | Rp 4,509,197,075,145.67
S Trep Rp 486,492,112,670.00 | Rp 788,221,228,670.00 | Rp 1,262,251,710,974.00 | Rp 1,707,438,208,818.00
3 Trse. Rp 7,055,512,461.00 | Rp 362,230,490,246.00 | Rp 547,785,603,568.00 | Rp 1,130,609,940,339.00
4 |8 Rp -| Rrp - | Rp -| re N
5 REVSH Rp 405,228,980,350.00 | Rp 945,516,417,900.00 | Rp 1,522,729,990,900.00 | Rp 2,080,184,935,400.00
Total Rp 1,699,323,823,000.50 | Rp 4,338,860,285,073.79 | Rp 6,534,340,146,895.93 | Rp 9,427,430,159,702.67
Triwulan | Triwulan 11 Triwulan Il Triwulan IV
Indeks Kemandirian Fiskal 0.5289 0.4831 0.5100 0.5217
IKF Invers 0.4711 0.5169 0.4900 0.4783
Jumlah
No. Uraian Triwulan | Triwulan Il [ Triwulan IV
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus [ September | Oktober [ November Desember
[ 2l B3) 4] B 6] ) [ i8] [ Bl 10 [ [ [ 112] | 13 114)
1 TGP Rp 243,345,202,000.00 | Rp 365,017,803,300.00 | Rp 486,492,112,670.00 | Rp 666,548,627.00 | gy 788,221,228,670.00 | Rp 788,221,228,670.00 | R 1,031,586,430670.00 | gy 1,62,251,710,974.00 | Ro __1,262,251,710,974.00 | Ro___1,515,673,613,354.00 | Rp __ 1,515,673,613,354.00 | Rp___1,707,438,208,818.00
2 [T Rp - | Re 275,132,837,961.00 | Rp 7,055,512,461.00 | Rp 344,913,670,956.00 | gp 394,532,065,681.00 | Rp 362,230,490,246.00 | Rp 532,677,888,716.00 | Rp 786,810,709,818.00 | Rp 547,785,603,568.00 | Rp 861,068,863,569.00 | Rp __1,079,980,757,438.00 | Rp __1,130,609,940,339.00
3 |[B Rp - | Rp -| Re - | Re - | R -|Ro -|Re -|Ro -|Re Rp -|Rp Rp -
4 |RevsH Rp 126,821,779,500.00 | Rp 214,996,311,100.00 | Rp 405,228,980,350.00 | Rp 613,868,338,750.00 | pp 813,254,620,500.00 | Rp 945,516,417,900.00 | Rp _ 1,199,349,976,900.00 | Rp  1,522,729,990,900.00 | Rp  1,522,729,990,900.00 | Rp  1,738,277,713,800.00 | Rp  2,390,546,392,000.00 | Rp _2,080,184,935,400.00
Total Rp 370,166,981,500.00 | Rp 855,146,952,361.00 | Rp 898,776,605,481.00 | Rp 959,448,558,333.00 | Rp 1,996,007,914,851.00 | Rp 2,095,968,136,816.00 | Rp. 2,763,614,296,286.00 | Rp 3,571,792,411,692.00 | Rp. 3,332,767,305,442.00 | Rp 4,115,020,190,723.00 | Rp. 4,986,200,762,792.00 | Rp 4,918,233,084,557.00
Jumlah
No. Uraian Triwulan | Triwulan Il [ Triwulan IV
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus [ September | Oktober [ November Desember
) 2 ) [z B 6] ) [ i8] [ B 10 [ [ [ 112) [ 13 114)
1 [Revor Rp 240,196,687,137.67 | Rp 495,908,944,084.99 | Rp 800,547,217,519.50 | Rp  1456859,523,046.22 [ Rp  1,740,160,942,225.74 | Rp  2,242,892,148,257.79 | Ro  2,616,648,706,709.94 | Rp  2,920,093533,483.03 | Rp  3,201,572,841,453.93 | Rp  3,730,677,293,545.70 | Rp 4,011,191,364,200 | Rp 4,509,197,075,146
2 |Tree Rp 243,345,202,000.00 | Rp 365,017,803,300.00 | Rp 486,492,112,670.00 | Rp 666,548,627.00 | Rp 788,221,228,670.00 | Rp 788,221,228,670.00 | Rp  1,031,586,430,670.00 [ Rp  1,262,251,710,974.00 | Rp  1,262,251,710,974.00 | Rp  1515,673,613,354.00 | Rp 1,515,673,613,354 | Rp 1,707,438,208,818
3 [ Rp B 275,132,837,961.00 | Rp 7,055,512,461.00 | Rp 344,913,670,956.00 | Rp 394,532,065,681.00 | Rp 362,230,490,246.00 | Rp 532,677,888,716.00 | Rp 786,810,709,818.00 | Rp 547,785,603,568.00 | Rp 861,068,863,569.00 | Rp 1,079,980,757,438 | Rp 1,130,609,940,339
4 |B Rp -1 Rp -| Rp -| Rp -|Rp -| Rp - | Rp - | Rp -| Rp - | Re - | Rp - | Re -
s |RevsH Rp 126,821,779,500.00 | Rp 214,996,311,100.00 | Rp 405,228,980,350.00 | Rp 613,868,338,750.00 | Rp 813,254,620,500.00 | Rp 945,516,417,900.00 | Rp  1,199,349,976,900.00 | Rp  1,522,729,990,900.00 [ Rp  1,522,729,990,900.00 [ Rp  1,738,277,713,800.00 [ Rp  2,390,546,392,000.00 | Rp 2,080,184,935,400
Total Rp 610,363,668,637.67 | Rp  1,351,055896,445.99 [ Rp  1,699,323,823,00050 | Rp  2,416,308,081,379.22 | Rp  3,736,168,857,076.74 | Rp  4,338,860,285,073.79 | Rp  5380,263,002,995.94 | Rp  6,491,885945175.03 [ Rp  6,534,340,146,895.93 | Rp  7,845,697,484,268.70 | Rp  8,997,392,126,992.25 | Rp  9,427,430,159,702.67
Jumlah
No. Uraian Triwulan | Triwulan Il [ Triwulan IV
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus [ September | Oktober [ November Desember
) 2) 3 4] B 6] ) [ i8] [ Bl 10 [ ny [ 12) [ 13 114)
Indeks Kemandirian Fiskal Daerah 0.606 0.633 0.529 0.397 Rp 0.534 0.483 0.514 0.550 0.510 0.524 0.554 0.522
IKF Invers 0394 0367 0471 0.603 0.466 0517 0.486 0450 0.490 0476 0.446 0478




Trend tertinggi kemandirian fiskal Sumatera Selatan terjadi pada
Bulan Januari tahun 2026 dengan nilai IKF sebesar 0,6 dan
terendah terjadi pada Bulan Februari tahun 2026 dengan nilai
IKF sebesar 0,49.

Salah Satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan
pada TW I 2026 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik
AS - Iran secara tidak langsung (/ndirect consumption
mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan
mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan
nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke
daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena
beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan
penghematan energi (BBKB).

Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinngi sehinngga
pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk
kebutuhan APBN.

3.1.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Jangka
Menengah
Realisasi kinerja kemandirian fiskal Sumatera Selatan triwulan I
tahun 2026 apabila dibandingkan dengan rencana target yang
tertuang di dalam RPIJMD tahun 2025-2029 dimana pada tahun

2030:
Tabel 3.22
Realisasi Kinerja Kemandirian Fiskal Sumsel Triwulan I Tahun 2026 dan Target RPJMD
Kemandirian Fiskal i
No. Uraian Ca'lpalgn
Realisasi TW 12026 | Target RPIMD 2030 Kinerja
1. | IKF 0,518 0,520 99,62 %
2. | Pendapatan | 1.641.969.352.535,81 | 13.549.281.593.204,80 0520
3. | TKD 791.723.913.116,00 | 6.468.639.847.802,56 '

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Capaian realisasi kinerja kemandirian fiskal Sumatera Selatan

tahun 2025 apabila dibandingkan dengan rencana target dalam
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RPJMD tahun 2025-2029, dimana pada tahun 2030 telah
mencapai 99,62 %.

Capaian kinerja realisasi indeks kemandirian fiskal daerah tahun
2026 sudah sesuai (on the track) untuk mencapai target optimis
akhir periode RPIJMD tahun 2025 - 2029 serta akhir periode
Renstra tahun 2025 — 2029 dimana Triwulan I tahun 2026 ini

sudah mencapai sebesar 99,62 %

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Realisasi Indeks Kemandirian Fiskal Sumsel Triwulan I Tahun 2026
Capaian . ] .
No. | Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja TWI Target Akhir | Tingkat Kemajuan
2030 (%)
2026
Meningkatnya Indeks
3. | Kemandirian Fiskal | Kemandirian 0,518 0,520 99,62
Daerah Fiskal Daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Tingkat kemajuan indeks kemandirian fiskal daerah pada
Triwulan I tahun 2026 telah mencapai 99,62 % hal ini
mengindikasikan bahwa strategi yang telah dilakukan untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan program

dan kebijakan yang ada.

3.1.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika
ada)
Kemandirian fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan apabila
dibandingkan dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera,

maka akan memberikan gambaran sebagai berikut:
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Gambar 3.7

Grafik Perbandingan Indeks Kemandirian Fiskal dengan Standar Nasional
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD dan Kemenkeu

Provinsi dengan nilai IKF tertinggi pada Provinsi Sumatera

Selatan sebesar 0,52 dengan kategori mandiri sementara nilai

IKF terendah pada Provinsi Lampung dengan nilai IKF 0,05

dengan kategori belum mandiri. Posisi Provinsi Sumatera Selatan

pada urutan pertama dengan nilai IKF 0,52 dengan kategori

daerah sudah mandiri kemandirian fiskal.
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3.1.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.24

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 2 serta Alternatif Solusi

NO.

TUJUAN / SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET
TWI
2026

REALISASI
TW I 2026

%
CAPAIAN

ANALISIS KEBERHASILAN

SOLUSI YANG DILAKUKAN

1)

(2)

(3)

(4)

©)

(6)

)

(8)

Meningkatnya Kemandirian
Fiskal Daerah

Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

0,11

0,518

470,91

Memperkuat basis data pajak daerah
dengan potensi kemampuan daerah

Meningkatkan intensifikasi pajak daerah
dengan program peningkatan kepatuhan
wajib pajak daerah

Memperluas ekstensifikasi pajak daerah
dengan peningkatan pendaftaran wajib
pajak baru untuk memberikan stimulus
peningkatan investasi daerah

Integrasi data wajib pajak pusat dengan
data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak
Kementerian Keuangan

Kerjasama dengan Dirlantas  melalui
kegiatan razia kendaraan bermotor

Konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat
secara berkala waktu

Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota
untuk berkontribusi dalam Optimalisasi
Pajak Daerah

Pembangunan dan pengembangan aplikasi
samsat bapenda, perbaikan  Sistem
Informasi  Manajemen  (SIM) terkait
pengolahan, pengamanan dan up grading
data serta peralatan pengolahan data yang
lebih canggih dan modern

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks

kemandirian fiskal daerah, antara lain:

1.

10.

Melaksanakan operasi kepatuhan wajib pajak daerah,
bersama dengan pihak Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas
Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dengan razia;
Memberikan program penghapusan sanksi administrasi
berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui
pendidikan formal dan informal secara bertahap;
Pendampingan tim korsupgah KPK dalam optimalisasi
pendapatan daerah;

Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka
back up database server utama yang ada main/recovery
data;

Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak
daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan;

Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut
retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaanmodal
dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin;
Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak
menuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan
yang dilakukan masing-masing UPTB;

Mengintensifkan pendataan objek Pajak KendaraanBermotor
terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi
(Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera
Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama
dengan instansi terkait;

Terus melaksanakan program ekstensifikasi pajak daerah
atau memperluas pendaftaran objek pajak daerah melalui
peran investasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal

Terpadu Satu Pintu.
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Tabel 3.25

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 2 serta Faktor Pendukung

NO.

TUJUAN /
SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KINERJA TAHUN TW I 2026

DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025

Target

Realisasi

Capaian

Anggaran

Realisasi

%

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA

Meningkatnya
Kemandirian
Fiskal Daerah

Indeks Kemandirian Fiskal
Daerah

0,11

0,518

470,91

98.500.000

21.691.590,00

22,02

Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%

1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan
realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan
analisis efisiensi sumber daya (anggaran)
berbasis kinerja;

2. Tagging pendanaan pembangunan melalui PAD
pada APBD telah tepat sasaran

Faktor Pendukung:
1. Memberikan program penghapusan sanksi

administrasi berupa denda dan bunga Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor

2. Pembentukan Satgas PBB-KB pada perairan/laut
di Provinsi Sumatera Selatan

3. Integrasi data wajib pajak pusat dengan data
wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak
Kementerian Keuangan

4. Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam
dalam rangka back up database server utama
yang ada main/recovery data

5. Pembangunan dan pengembangan aplikasi
samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi
Manajemen (SIM) terkait pengolahan,
pengamanan dan up grading data serta
peralatan pengolahan data yang lebih canggih
dan modern

6. Pengawasan pajak daerah secara intensif
berbasis risiko untuk kendali kecurangan
terhadap kebocoran penerimaan pajak daerah

7. Meningkatkan intensifikasi, memperluas
ekstensifikasi serta diversifikasi pajak daerah

8. Memperluas akses keuangan pembayaran pajak
daerah melalui plaform digitalisasi untuk inklusi
keuangan yang lebih baik

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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3.1.3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.3.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.26
Perbandingan Pencapaian IKSS 2 dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran
INDIKATOR KINERJA TW I TAHUN 2026 o TINGKAT
(s]
NO. TUJUAN/SASARAN STRATEGIS ANGGARAN [Rp.] REALISASI [Rp.] CAPAIAN EFISIENSI
TARGET REALISASI % CAPAIAN
1. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah 0,11 0,518 470,91 98.500.000 21.691.590,00 22,02 -

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Indeks Kemandirian Fiskal

Daerah pada Triwulan I tahun 2026 belum dihitung.
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3.1.3.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.27
Perbandingan Pencapaian IKSS 2 dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
% TINGKAT
NO. PROGRAM/KEGIATAN arcer | REALISASI % ANGGARAN [Rp.] REALISASI [Rp.] CAPAIAN EFISIENSI
CAPAIAN
I Program Pengelolaan Keuangan Daerah 94,46 86,71 91,79 120.800.000,00 2.200.000,00 1,82 -
1. Ee“““’ang Urusan Kewenangan Pengelolaan 94,46 86,71 91,79 120.800.000,00 2.200.000,00 1,82 -
euangan Daerah
1.1 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 120.800.000,00 2.200.000,00 1,82
II. Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah 94,15 0,00 0,00 98.500.000,00 21.691.590,00 22,02 -
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 94,15 0,00 0,00 98.500.000,00 21.691.590,00 22,02 -
1.6 | Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan
Basis Data Pajak Daerah 98.500.000,00 21.691.590,00 22,02
JUMLAH 219.300.000,00 23.891.590,00 10,89 -

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar dan Program Pengelolaaan Pendapatan

Daerah pada Triwulan I tahun 2026 belum dihitung.
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3.1.3.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.28

Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan IKSS 2

% LKjIP BAPENDA Triwulan I 2026

TUJUAN / SASARAN % % MENUNJANG / TIDAK
NO. STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN MENUNJANG
Q) ) 3) (4) (5) (6) ) (8)
Program Penunjang Urusan | Persentase Pemenuhan
Pemerintahan Daerah | Layanan Kinerja Perangkat 10,61 Menunjang
Provinsi Daerah
Administrasi Pendapatan Persentase terselesainya
Daerah Kewenangan laoran pendapatan d;/erah 2,88 Menunjang
Perangkat Daerah P P p
Program Pengelolaan | Persentase Penerimaan 182 Menunian
Keuangan Daerah Dana Transfer ! Jang
. .| Jumlah Laporan Hasil
Pengelqlaan Dana Bagl Hasll Pengelolaan Dana Bagi Hasil 1,82 Menunjang
Provinsi -
Provinsi
3 Meningkatnya Indeks Kemandirian Fiskal 113.10 L. L
’ Kemandirian Fiskal Daerah | Daerah ! Program Pengelolaan Deviasi Realisasi PAD .
Pendapatan Daerah terhadap anggaran PAD 1,83 Menunjang
dalam APBD
Perencanaan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Rencana 4.87 Menunian
Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah ! Jang
Analisa dan Pengembangan | Jumlah Dokumen Hasil 0,00 Menunjang
Pajak Daerah, serta | Analis Pajak Daerah
Penyusunan Kebijakan Pajak
Daerah
Penyuluhan dan Jumlah Laporan
" Pelaksanaan Penyuluhan .
Penyebarluasan Kebijakan dan P barl 0,82 Menunjang
Pajak Daerah an renyepariuasan
Kebijakan Pajak Daerah
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Pendataan dan Pendaftaraan

Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan Pendaftaran
Objek Pajak Daerah, Subyek

7,76

Menunjang

Objek Pajak Daerah Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Pengolahan,  Pemeliharaan, Jumlah Laporan Ha.s"
; Pengolahan, Pemeliharaan, .
dan Pelaporan Basis Data - 22,02 Menunjang
- dan Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah .
Pajak Daerah
Penetapan  Wajib Pajak | Jumlah Dokumen Ketetapan .
Daerah Pajak Daerah 3,54 Menunjang
Jumlah Laporan
Pelayanan dan Konsultasi | Permasalahan yang Telah 0.00 Menunian
Pajak Daerah Ditindaklanjuti dan Belum ! Jang
Ditindaklanjuti
. I Jumlah Dokumen Penelitian
Penelitian da_n Verifikasi Data dan Verifikasi Data 0,00 Menunjang
Pelaporan Pajak Daerah .
Pelaporan Pajak Daerah
Jumlah Dokumen
Penagihan Pajak Daerah Tertagihnya WP yang 0,00 Menunjang
memiliki Piutang Pajak
Pengendalian, Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Hasil
dan Pengawasan  Pajak | Pemeriksaan 0,00 Menunjang
Daerah
Jumlah Laporan
Elektronifikasi Transaksi | Perkembangan Elektronik .
0,00 Menunjang

Pemerintah Daerah

Transaksi Pemerintah
Daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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3.1.4

Sasaran Strategis 3 (SS.3)

......... Pendapatan ini merupakan realisasi pendapatan daerah provinsi
sesuai penyelenggaraan kewenangan menurut Undang-undang Nomor 1
tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintahan Daerah ...... 7

Mencermati perkembangan dinamika yang ada saat ini, maka
perencanaan pembangunan daerah memerlukan pendanaan dan
pembiayaan yang bersumber pada kemampuan fiskal daerah melalui
sumber — sumber pendapatan daerah. Kemandirian otonomi daerah dalam
hal mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah
yang tercermin pada pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana
amanat Undang — undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah (government expenditure) dalam bentuk belanja
program, kegiatan serta sub kegiatan merupakan semua kewajiban entitas
Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Belanja program, kegiatan
serta sub kegiatan tersebut disusun berdasarkan skala prioritas daerah
dikarenakan adanya keterbatasan anggaran (budget constraint), misalnya
belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan makroekonomi merupakan cara vyang dilakukan
pemerintah untuk memberikan stimulus terhadap permintaan agregat
dengan mengendalikan penerimaan pajak daerah dan intervensi belanja
daerah (government expenditure). Ketika konsumsi belanja daerah
dinaikan dan/atau tarif pajak daerah diturunkan, maka akan terjadi
multiplier effect dari pemerintah ke sektor swasta dalam bentuk investasi
yang berdampak pada permintaan akan barang dan jasa serta modal akan
mengalami kenaikan, jika hal ini tidak diikuti dengan keseimbangan

penawaran akan menyebabkan terjadinya inflasi
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Formula Perhitungan IKSS.3

[Pendapatan tahun n — Pendapatan tahun (n — 1)

Dimana:

Y

Pendapatan n

Pendapatan (n-1)

Pendapatan tahun (n — 1)

)x 100 %

Pertumbuhan Pendapatan dalam APBD
Realisasi Pendapatan tahun berjalan

Realisasi Pendapatan tahun sebelumnya

3.1.4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun

2026. Pengukuran data kinerja Triwulan I tahun 2026 :

Tabel 3.29
Pengukuran Data Kinerja IKSS 3 TW I Tahun 2026
o Sulan Realisasi Pendapatan [Rp.] Pertumbuhan TZ?]Lgr?atn
1. | Januari 610.363.668.637,67 424.031.881.720,69 (30,528)
2. | Februari 1.351.055.896.145,99 | 1.258.765.484.321,08 (6,831) 1,28
3. | Maret 1.699.323.823.000,50 | 1.641.969.352.535,81 (3,375)

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel(2026)

Capaian kinerja IKSS.3 Triwulan I tahun 2026 secara quartely-

on-quartely mengalami pertumbuhan negatif sebesar (3,375%),

maupun secara month-to-month.

Terhadap target tahun 2026 sebagaimana yang tertuang di

dalam RPIMD tahun 2025-2029, capaian sebagai berikut:

Capaian

_(3,375)

1,28

x 100% = (2,64%)
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Gambar 3.8
Grafik Pertumbuhan Pendapatan daerah Terhadap PAD dalam APBD TW | 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Pertumbuhan pendapatan Triwulan I tahun 2026 mengalami
pertumbuhan atau kontraksi negatif sebesar (3,375 %), hal ini
dipengaruhi oleh adanya kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBN-
KB yang mulai diberlakukan sejak tanggal 05 Januari 2025.
Namun melihat kondisi daya beli masyarakat yang masih rendah
karena perlambatan struktur ekonomi daerah, kebijakan ini di
samakan dengan equivalen yang berarti tidak ada pembebanan

masyarakat dalam membayar kewajiban pajak daerah.

3.1.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan I
Tahun 2026 Dengan Triwulan I 2025
Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan dalam APBD (IKSS.3)
Triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan pada tahun Triwulan
I tahun 2025 tergambar pada kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 3 TW I 2026 dengan TW I Tahun 2025
Pertumbuhan Pendapatan dalam APBD
Periodesasi
Januari Februari Maret
Triwulan I 2025 (34,869) (14,350) (24,673)
Triwulan I 2026 (30,528) (6,831) (3,375)

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel (2026)
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Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan Provinsi Sumatera
Selatan Triwulan I tahun 2026 mengalami kontraksi
pertumbuhan negatif sebesar (3,375 %) dibandingkan dengan

Triwulan I tahun 2025 meningkat sebesar 21,3 %.

Januari Februari Vigret

210 +
215 +
20 +
25 4

-30,528
30 +

35 4+
-34,869

40 L

s Triwvulan | 2025 e Triwulan |1 2026

Gambar 3.9
Grafik Perbandingan Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Sumsel TW | 2026 dengan TW | 2025
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Salah Satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan
pada TW I 2026 adalah dampak kondisi geopolitik pasca konflik
AS - Iran secara tidak langsung (/ndirect consumption
mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan
mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan
nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke
daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena
beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan
penghematan energi (BBKB).

Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinngi sehinngga
pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk
kebutuhan APBN.
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PENGUKURAN KINERIA TAHUN 2025

Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Dacrah dalam APED.

Pertumbuhan Pendapatan Dacrah dalam APSD

[Pendapatan n — Pendapatan (n — 1)]
Pendapatan (n — 1)

Dimana :
Pendapatan n

Pendapatan -1 = Pendapatan tahun ke (n-1)

= Pendapatan tahun ke n

) x100%

Tahun T

No. Uraian

2025 05 | 68D ()
o] e 2] 0] 51
T [Pendapatan Dacrah Prov. Sumsel TW1 o Lensesasnal | fe 1 3375
2| Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW 11 0 [ we - ool
5[ Pendapatan Daerah prov. sumsel TW I W e - oo
4 [Pendapatan Dasrah Prov. Sumse TW IV 0 [ re - ool

PENDAPATAN.

N, TAHUN Triwaan ! Trwaian i1

Januart Februart Maret aprl e Juni Jai Agustus September Oktober November Desember
[t 2l 2] 2] 5] 6] [l 8] 5] 0] 1) 2] 3] [
1 s o GI033sEEEIET | Mo 1351053896159 | Rp 1699323523000 | R B | | "o "o 3 % [
e Rp 4037069 | Rp  125876548432108 | Rp 1641969325358 | Rp B | | 3 3 3 | |

% Pertumbuhan Pendapatan Daerah 0528 e 275 oo oo oo oo oo oo ool ool ool




PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

[Pendapatan n — Pendapatan (n — 1)]
x 100 %
5.3 Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD Pendapatan (n — 1)
IKSS| : | Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD Ditana :
Pendapatann = Pendapatan tahun ke n
Pendapatan n-1 = Pendapatan tahun ke (n-1)
- T Tahan [ persenase
No. Uraian patan Daerah dalam
[ 2025 [ 2024 | APBD (%)

[w ] £l [ 3] [ 1] [ 151 |

1 [Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW Rp  1,699,323,823,00050 | Rp  2,255925,057,076.74 -24.673

2 |Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW I Rp  4338,860,285,073.79 | Rp  4,687,788,699,397.97 -7.443

3 |Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW Il Rp  6,543,538,055,895.93 [ Rp  7,510,343,386,396.40 -12.873

4 |Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW IV Rp  9,837,929,951,702.67 | Rp  10,962,497,244,934.50 -10.258

PENDAPATAN
No. TAHUN Triwulan | Triwulan Il Triwulan IV
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

[1] (2] 3] (4] (51 (6] 71 (8] (91 [10] [11] (12] [13] (14]

1 |2024 Rp  937,131,162,833.45 | Rp  1577,409,132,494.04 | Rp  2,255,925057,076.74 | Rp  3,291,450,189,50031 | Rp  3,955,287,842,849.47 | Rp  4,687,788,699,397.97 | Rp  5651,408,054,185.98 | Rp  7,058,362,580,031.98 [ Rp  7,510,343,386,396.40 | Rp  9,034,450,070,78123 | Rp  10,962,497,244,934.50 | Rp  10,962,497,244,934.50

2 |2025 Rp 610,363,668,637.67 | Rp  1,351,055,896,145.99 | Rp  1,699,323,823,000.50 | Rp  3,082,180,160,422.22 | Rp  3,736,168,857,076.74 | Rp  4,338,860,285073.79 | Rp  5,383,297,239,495.94 | Rp  6,498,375,238,175.03 | Rp  6,543,538,055,895.93 [ Rp  8,252,134,352,268.70 | Rp  9,007,267,789,992.25 [ Rp  9,837,929,951,702.67

% Pertumbuhan Pendapatan Daerah -34.869 14350 24673 -6.3582 -5.540 -7.443 -4.744 7934 12873 -8.659 -17.836 -10258




3.1.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan (IKSS.3) tahun 2025
terhadap rencana target RPJMD tahun 2025-2029 dimana pada
tahun 2030 sebagai berikut:

Tabel 3.31
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 3 Triwulan I Tahun 2026 Terhadap Target RPIMD
Pendapatan Daerah Pertumbuhan
No. | Tahun o
Realisasi Target RPIMD 2030 (%)
1. | 2025 1.699.323.823.000,50
(3,375)
2. | 2026 1.641.969.352.535,81
dst
3. | 2029 12.731.101.473.657,10
6,43
4. | 2030 13.549.281.593.204,80 !

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel (2026)

Capaian realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan daerah
Triwulan I tahun 2026, apabila dibandingkan dengan rencana
target RPJMD tahun 2025-2029 dimana pada tahun 2030:

Pertumbuhan = %mm% = (52,49%)

Tabel 3.32
Capaian Realisasi Kinerja IKSS 3 Triwulan I Tahun 2026 Terhadap Target RPJMD
Capaian . ) .
No. | Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja TWI TargZ%t?)gkhlr ngkat(tl)je)majuan
2026 °
Meningkatnya Pertumbuhan
pertumbuhan pendapatan
4. pendapatan daerah | daerah dalam (3,35) 1,48 (2.28)
dalam APBD APBD

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Kondisi realisasi pertumbuhan pendapatan daerah mengalami
kontraksi negatif, sehingga tingkat kemajuan dari periode akhir
RPIMD tahun 2025 — 2029 dan periode akhir Renstra tahun 2025
— 2029 masih mengalami tingkat kemajuan yang negatif sebesar
(2,28 %), hal ini disebakan karena adanya perubahan regulasi
dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ke Undang-undang
Nomor 1 tahun 2022 dengan pemberlakuan Opsen PKB dan
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3.1.44

Opsen BBN-KB yang menyebabkan penurunan pendapatan

daerah.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika
ada)

Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan daerah pada 10
(sepuluh) daerah provinsi di Pulau Sumatera Selatan
memberikan gambaran bahwa perbandingan pertumbuhan

sebagai berikut:

Tabel 3.33

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 3 Triwulan I Tahun 2026 Terhadap Standar Nasional

o Pendapatan Daerah Pertumbuhan
No- Provins Triwulan I 2025 Triwulan I 2026 (%)
1. | Aceh 2.032.493.212.048,20 0,00 (0,00)
2. | Sumatera Utara 4.022.870.503.106,30 |  2.915.102.272.375,00 (27,537)
3. | Sumatera Barat 2.003.329.883.523,70 |  1.487.323.169.015,80 (25,757)
4. | Riau 2.403.321.520.347,20 870.017.014.172,11 (63,799)
5. | Jambi 1.240.926.262.935,30 491.467.392.412,47 (60,395)
6. | Sumatera Selatan 1.641.969.352.535,81 |  1.699.323.823.000,50 (3,375)
7. | Bengkulu 800.019.986.876,45 112.625.049.497,00 (85,922)
8. | Lampung 1.950.479.753.400,80 45.452.964.118,98 (97,570)
9. | Kepulauan Riau 1.234.502.850.880,40 490.924.699.514,00 (60,233)
10. ge:aulauan Bangka 667.955.346.403,24 367.844.906.782,53 (44,930)

elitung

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data Kemenkeu (2025)

Q LKjIP BAPENDA Triwulan I 2026

Melihat trend pertumbuhan pendapatan daerah secara guartely-
on-quartely wilayah provinsi di Pulau Sumatera mengalami
kontraksi pertumbuhan pendapatan negatif, dimana deviasi
pertumbuhan negatif terendah berada pada Provinsi Sumatera
Selatan sebesar (3,375 %) sementara pertumbuhan negatif

tertinggi berada pada Provinsi Lampung (97,570 %).
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3.1.4.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.34

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 3 Triwulan I Tahun 2026

TARGET
TUJUAN / SASARAN REALISASI %
NO. STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ;’(\;\éé TW 12026 CAPAIAN ANALISIS KEGAGALAN SOLUSI YANG DILAKUKAN
@) @) (3) (4) (5) (6) ) (8)
Perubahan paradigma kebijakan UU | Penyesuaian dan harmonisasi
28/2009 ke UU 1/2022, dimana pada | kebijakan UU 1/2022 kedalam
tahun 2025, awal pelaksanaan Opsen | Peraturan Daerah Nomor 03
PKB dan Opsen BBN-KB tahun 2023
Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen | Sinergi dan kolaborasi
BBN-KB mulai berlaku pada tanggal 05 | pendanaan dan kegiatan
Januari 2025 mengamatkan bahwa | Opsen PKB dan Opsen BBN-
Opsen PKB dan Opsen BBN-KB split | KB dengan Pemerintah
payment secara real time ke RKUD | Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Secara pencatatan akuntansi realisasi | Menyesuaikan dengan
Opsen PKB dan Opsen BBN-KB langsung | pencatatan akuntansi di SIPD
; dicatat ke RKUD Kabupaten/Kota
4 Merrtungll;ailnya dapat Pertumbuhan Pendapatan Daerah 0.32 3375 1.054.69
- | perumbuhan pendapatan | - AbRD : (3,375) (1.054,69) | Belum optimalnya upaya meningkatkan | Terus berupaya melakukan
daerah dalam APBD tingkat kepatuhan waijib pajak di | sosialisasi kebijakan pajak
Sumatera Selatan daerah secara massif
Kondisi perekonomian di Sumatera Memberikan _insentif ﬂska}I
) L berupa pengurangan tarif
Selatan dan di seluruh provinsi di Pulau .
Sumatera  mengalami  perlambatan untuk menstimulus
) pertumbuhan investasi di
pertumbuhan ekonomi
Sumatera Selatan
Meningkatkan kinerja
Konsolidasi fiskal antara Pemerintah | makroekonomi  mendukung
Pusat dengan Pemerintahan Daerah | PSN untuk mendapatkan
mengalami  penyesuaian  sehingga | umpan balik berupa
mempengaruhi nilai transfer ke daerah pemberian Dana  Insentif
Daerah
Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan

pendapatan daerah, antara lain:

1.

Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom
penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya
meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);

Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan
pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan /
sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-
Sumatera Selatan;

Kegiatan sosialisasi baik media sosial dan terjun langsung
kelapangan serta pemberian reward kepada wajib pajak;
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan
sarana prasarana, peningkatan kualitas layanan sumber daya
manusia, mempercepat proses layanan;

Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan OPD
pemungut retribusi;

Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-
masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam
bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-
masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
guna mencari upaya untukmeningkatkan penerimaan daerah
dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan;

Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat
dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD,
salah satunya dengan membuat rencana bisnis

perusahaan.
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Tabel 3.35
Faktor Penghambat dan Pendorong IKSS 3 Triwulan I Tahun 2026

NO.

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KINERJA TW I TAHUN 2026 DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2026 FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA

Target Realisasi Capaian Anggaran Realisasi %

Meningkatnya
pertumbuhan
pendapatan
daerah dalam
APBD

Pertumbuhan Pendapatan
Daerah dalam APBD

Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%

1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan
realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan
analisis efisiensi sumber daya (anggaran)
berbasis kinerja;

2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah
memadai dalam rangka memonitoring
penyerapan anggaran berbasis kinerja

3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran)
dimulai sejak penyusunan rancangan awal
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

4.  Perubahan rencana kerja memastikan
ketercapaian kinerja dengan dukungan anggaran

Faktor Penghambat:
1. Perubahan paradigma kebijakan UU 28/2009 ke

UU 1/2022, dimana pada tahun 2025, awal
pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB

2. Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB
mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2025
mengamatkan bahwa Opsen PKB dan Opsen
BBN-KB split payment secara real time ke RKUD
Kabupaten/Kota

3. Secara pencatatan akuntansi realisasi Opsen PKB
dan Opsen BBN-KB langsung dicatat ke RKUD
Kabupaten/Kota

4. Belum optimalnya upaya meningkatkan tingkat
kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan

5. Kondisi perekonomian di Sumatera Selatan dan
di seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami
perlambatan pertumbuhan ekonomi

6. Konsolidasi fiskal antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintahan Daerah  mengalami
penyesuaian sehingga mempengaruhi nilai
transfer ke daerah

0,32 (3,375) | (1.054,69) 120.800.000 2.200.000,00 1,82

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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3.1.4.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.4.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.36
Perbandingan Pencapaian kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran
INDIKATOR KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026 o TINGKAT
(s]
NO. TUJUAN/SASARAN STRATEGIS ANGGARAN [Rp.] REALISASI [Rp.] CAPAIAN EFISIENSI
TARGET REALISASI % CAPAIAN
Meningkatnya pertumbuhan pendapatan
1. | daerah dalam APBD 0,32 (3,375) (1.054,69) 120.800.000,00 2.200.000,00 1,82 -

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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3.1.4.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan
Tabel 3.37
Perbandingan Pencapaian kinerja dan Anggaran IKSS 3 Terhadap Program kegiatan
INDIKATOR KINERJA
% TINGKAT
NO. PROGRAM/KEGIATAN arcer | REALISASI % ANGGARAN [Rp.] REALISASI [Rp.] CAPAIAN EFISIENSI
CAPAIAN
I Program Pengelolaan Keuangan Daerah 94,46 0,00 0,00 120.800.000,00 2.200.000,00 1,82 -
1. | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan 94,46 0,00 0,00 120.800.000,00 2.200.000,00 1,82 -
Keuangan Daerah
1.1 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 120.800.000,00 2.200.000,00 1,82
JUMLAH 120.800.000,00 2.200.000,00 1,82 -
Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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3.1.4.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.38

Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 3 Triwulan I Tahun 2026

Objek Pajak Daerah

Objek Pajak Daerah, Subyek
Pajak dan Waijib Pajak

TUJUAN / SASARAN % % MENUNJANG / TIDAK
NO. STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN MENUNJANG
Q) 2 3) (4) (5) (6) ) (8)
Program Penunjang Urusan | Persentase Pemenuhan
Pemerintahan Daerah | Layanan Kinerja Perangkat 10,61 Menunjang
Provinsi Daerah
Administrasi Keuangan | Persentase terselesainya .
Perangkat Daerah laporan keuangan 12,44 Menunjang
Administrasi Pendapatan Persentase terselesainya
Daerah Kewenangan lanoran pendapatan d;lerah 2,88 Menunjang
Perangkat Daerah P P P
. . | Jumlah Laporan Hasil
Pengelglaan Dana Bagl Hasl Pengelolaan Dana Bagi Hasil 1,82 Menunjang
Provinsi L
Provinsi
Meningkatnya
4. | pertumbuhan pendapatan gz:?amhb duahlglr’]n F’Ae;éigpatan (2,64) Perencanaan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Rencana 457 Menunian
daerah dalam APBD Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah ! Jang
Analisa dan Pengembangan | Jumlah Dokumen Hasil 0,00 Menunjang
Pajak Daerah, serta | Analis Pajak Daerah
Penyusunan Kebijakan Pajak
Daerah
Penyuluhan dan Jumlah Laporan
" Pelaksanaan Penyuluhan .
Penyebarluasan Kebijakan dan P barl 0,82 Menunjang
Pajak Daerah an renyebariuasan
Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan Pendaftaraan | pendataan dan Pendaftaran 7,76 Menunjang
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Daerah

Pengolahan,  Pemeliharaan,

Jumlah Laporan Hasil
Pengolahan, Pemeliharaan,

da|_1 Pelaporan Basis Data dan Pelaporan Basis Data 22,02 Menunjang
Pajak Daerah .
Pajak Daerah
Penetapan  Wajib  Pajak | Jumlah Dokumen Ketetapan .
Daerah Pajak Daerah 3,24 Menunjang
Jumlah Laporan
Pelayanan dan Konsultasi | Permasalahan yang Telah 0.00 Menunian
Pajak Daerah Ditindaklanjuti dan Belum ! Jang
Ditindaklanjuti
- I Jumlah Dokumen Penelitian
Penelitian daf‘ Verifikasi Data dan Verifikasi Data 0,00 Menunjang
Pelaporan Pajak Daerah -
Pelaporan Pajak Daerah
Jumlah Dokumen
Penagihan Pajak Daerah Tertagihnya WP yang 0,00 Menunjang
memiliki Piutang Pajak
Penyelesaian Keberatan Pajak | Jumlah Dokumen Keberatan 0.00 Menunian
Daerah yang telah ditindaklanjuti ! Jang
Pengendalian, Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Hasil
dan Pengawasan Pajak | Pemeriksaan 0,00 Menunjang
Daerah
Jumlah Laporan
Elektronifikasi Transaksi | Perkembangan Elektronik .
0,00 Menunjang

Pemerintah Daerah

Transaksi Pemerintah
Daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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3.1.5

Sasaran Strategis 4 (SS.4)

......... Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu
sendiri  ditunjukan dengan membandingkan realisasi pajak daerah
terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak
daerah (local tax ratio) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah

H 144

dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi......

Indikator ini merupakan indikator imperatif bersama dengan
Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan total realisasi pajak daerah
provinsi dan pajak daerah kabupaten dan kota. PDRB merupakan PDRB
yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi dengan pendekatan pengeluaran
menurut lapangan usaha (rupiah).

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu
sendiri ditunjukan dengan membandingkan realisasi pajak daerah
terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak
daerah (/ocal tax ratio) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah
dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem
pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan
perbandingan antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan
kewenangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka
rasio pajak daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari
pendapatan pajak akan mempengaruhi ekspansi atau relaksasi kegiatan
produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga.

Dimana Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda
pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang
nyata, luas, dan akuntable. PAD memegang peranan yang sangat penting
dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam
pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah

memperoleh dan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula
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tersedia jumlah keuangan daerah yangdapat digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, semakin besar penerimaan
PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan

pemerintahdaerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Formula Perhitungan IKSS.4:

Y=t o(Pajak Daerah Provinsi + Pajak Daerah Kabupaten/Kota

IKSS.4 = Total PDRE x 100 %

Dimana:

Pajak Daerah = Total Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Non
Migas

3.1.5.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun
2026. Pengukuran data kinerja dengan perbandingan antara

target dan realisasi kinerja IKSS.4 Triwulan I tahun 2025 sebagai

berikut:
Tabel 3.39
Pengukuran Data Kinerja dengan Perbandingan Antara target dan Realisasi IKSS.4 Triwulan I Tahun 2025
Uraian Tahun 2025
N Bul Persentase TTargnetn
0. ulan Pajak Daerah Gabungan PDRB (%) ahuna
Pemerintah Daerah 2026
1. Januari 434.647.394.819,74 | 240.068.406.666.667,00 0,181
2. Februari 832.738.532.093,38 | 360.102.610.000.000,00 0,231 1,25
3. Maret 1.328.994.487.798,91 | 170.808.447.800.000,00 0,159

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2026)

Realisasi capaian kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB
Triwulan I tahun 2026 sebesar 0,159 %

Capaian terhadap target tahun 2026 = 01’1—2559x 100 % = 12,72 %.
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Gambar 3.10

Grafik Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PDRB Triwulan | 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Capaian kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB tahun
2026, sebesar 0,159 atau mencapai 12,72 %. Secara total pajak
daerah provinsi mengalami penurunan sementara pajak daerah
kabupaten/kota mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan
bahwa ada porsi yang lebih besar bagi hasil ke kabupaten/kota
melalui Opsen PKB dan Opsen BBN-KB sebesar 66 % dari pokok
pajak PKB dan BBN-KB.

3.1.5.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 serta
Capaian Kinerja Dengan Triwulan I tahun 2025
Perbandingan realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap

PDRB selama sebagai berikut:

Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 4 Triwulan I Tahun 2026 Dengan Triwulan I Tahun 2025
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Periodesasi
Januari Februari Maret
Triwulan I 2025 0,729 1,032 0,778
Triwulan I 2026 0,181 0,231 0,159

Realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB tertinggi
terjadi pada Bulan Februari tahun 2026 sebesar Rasio 0,231 dan
terendah terjadi pada Bulan Maret tahun 2026 Rasio 0,159.
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Gambar 3.11
Grafik Perbandingan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB TW | Tahun 2026 dengan TW | Tahun 2025
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu
sendiri ditunjukan dengan membandingkan realisasi pajak
daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah
provinsi, rasio pajak daerah (/ocal tax ratio) yaitu perbandingan
antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari
aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan keuangan
daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara
pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak
daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari
pendapatan pajak akan mempengaruhi ekspansi atau relaksasi
kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah
tangga.

Salah Satu penyebab mengapa pertumbuhan pendapatan Sumsel
Triwulan I 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan
dengan Triwulan I 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca
konflik AS — Iran secara tidak langsung (/ndirect consumption
mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan

mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan
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nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke
daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena
beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan
penghematan energi (BBKB), dan hal ini pun berpengaruh ke
penerimaan PDRB.

Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinngi sehinngga
pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk
kebutuhan APBN.

3.1.5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Perbandingan realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap
PDRB apabila dibandingkan dengan rencana target jangka
menengah yang tertuang di dalam RPIJMD tahun 2025-2029

digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.41
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 4 TW I Tahun 2026 Terhadap Target RPJMD

Capaian . . .
No. | Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja | Triwulan Target Akhir | Tingkat Kemajuan
2030 (%)
12026
Kontribus Rasio | Ras0 _Pajak
1. Daerah terhadap 0,159 1,27 12,52

Pajak Daerah

terhadap PDRB PDRB

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2026)

Capaian kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB apabila
dibandingkan dengan rencana target jangka menengah yang
tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 telah mengalami
tingkat kemajuan sebesar 12,52 %.

Perkembangan penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh
kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun total
penerimaan pajak daerah oleh 17 (tujuh belas) Pemerintahan
Kabupaten/Kota pada periode tahun 2010 — 2025 menunjukan
perkembangan peningkatan yang signifikan. Upaya yang telah
dilakukan oleh Pemerintahan Daerah mengindikasikan bahwa

basis data pajak yang semakin kuat, sinergi dan kolaborasi antar
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3.1.5.4

pemerintahan untuk menggali potensi pajak daerah yang
semakin baik serta pola pengembangan ekstensifikasi pajak
daerah yang semakin baik untuk meningkatkan ruang kebijakan

investasi yang semakin baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika
ada)

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap
PDRB pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai
berikut:

Tabel 3.42

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 4 Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional

Uraian Realisasi Triwulan I Tahun 2026
No. Provinsi Pajak Daerah Gabungan PDRE Peris/z;ase
Pemerintah Daerah
1. | Aceh 0,00 0,00 0,00
2. | Sumatera Utara 1.839.265.625.935,00 | 1.236.193.570.000.000,00 0,149
3. | Sumatera Barat 656.622.129.882,00 352.189.400.000.000,00 0,186
4, Riau 1.002.354.861.796,30 | 1.201.383.760.000.000,00 0,083
5. Jambi 736.257.671.976,18 349.662.600.000.000,00 0,221
6. | Sumatera Selatan 1.146.918.259.448,28 720.205.220.000.000,00 0,159
7. Bengkulu 102.173.832.501,19 111.829.420.000.000,00 0,091
8. Lampung 358.966.158.572,73 523.846.540.000.000,00 0,069
9. | Kepulauan Riau 725.859.899.465,28 381.729.880.000.000,00 0,190
10. geﬁtulauan Bangka 245.468.536.713,45 116.811.750.000.000,00 0,210
elitung

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2026)

% LKjIP BAPENDA Triwulan I 2026

Kontribusi pajak daerah terhadap PDRB pada Triwulan I tahun
2026 tertinggi pada Provinsi Jambi sebesar 0,221 % dan
terendah pada Provinsi Lampung sebesar 0,069 %. Provinsi
Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 0,159 %.

Struktur dan pola konsumsi masyarakat akan barang dan jasa di
pasar produk untuk Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau
sangat tinggi sehingga kontribusi pajak daerah menjadi kecil,

apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan.
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PENGUKURAN KINERIA TAHUN 2025

554 Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB.
1Ks¢ Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
| No. | periode Pajak Daerah Total PDRB. Rasio Pa":;;;’;" terhadap) it (Pajak Daerah
0 IKSS.4 = e 100%
(IO 2] [ [B)] [} 151
1 [Trwlan Rp 1,328,994,487,798.91 | Rp 170,808,447,800,000.00 0778
2 [Triwdlan il Rp 3,626,094,936,395.24 | Rp 351,258,295,820,000.00 1.032 Dimana:
3 |Triwdlan it Rp 45980,079,723,928.71 | Rp 536,561,950,000,000.00 0528 Pajak Daerah +Total Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
4 |Tiwulan v Rp 6,559,367,964,577.74 | Rp 536,561,950,000,000.00 0.909 PORE  Produk Domestik Regional Bruto
Triwn! — frhwtentl fwden ¥
Pemerintahan Daerah
Realisasi Bulan Januari Realisasi s.d Februari Realisasi s.d Maret Realisasi s.d April Realisasi 5.d Mei Realisasi 5.d Juni Realisasi s.d Juli Realisasi s.d Agustus Realisasi s.d September Realisasi s.d Oktober Realisasi s.d November Realisasi s.d Desember
(1] (2] B3] 4] (5] (6] Ul (8] It} (10) (11) (12) (13)
Provinsi Sumatera Selatan Rp 221,932930205.38 | Rp  457,750,920553.67 | Rp  708,527,218847.12 | Rp  1215326736529.10 | Rp  1,794,405164,629.50 | Rp  1751,922,085177.00 | Rp  2,178,314944,748.80 | Rp  2,445,014,404,738.70 | Rp  2,727,105,112,589.80 | Rp  3,172,365255,262.40 | Rp  3,294,568,134,076.40 | Rp  3,927,846,336,223.83
Kab. Lahat Rp 611251881000 | Rp  13,170,142,736.00 | Rp 20,208,116,795.00 | Rp 34,995,321,163.00 | Rp 26,147,242,031.00 | Rp 53,082,422,940.00 | Rp 62,639,868,228.00 | Rp 69,964,578,754.00 | Rp 79,246,832,251.00 | Rp 84,010,609,665.00 | Rp 89,964,878,355.00 | Rp 89,964,878,355.00
Kab. Musi Banyuasin Rp 10,312,666991.00 | Rp  33,094,748,950.00 | Rp 47,174,419,409.00 | Rp 58,478,728,005.35 | Rp 30,645,522,723.00 | Rp 90,661,650,331.35 | Rp 107,794,686,913.35 | Rp 124,357,203,334.35 | Rp 152,158,419,663.35 | Rp 152,158,419,663.35 | Rp 167,199,758,635.35 | Rp 167,199,758,635.35
Kab. Musi Rawas Rp 4,003,994,925.00 | Rp 7,286,554,906.00 | Rp 10,569,440,324.00 | Rp 14,395,846,059.00 | Rp 12,278,732,135.00 | Rp 37,673,366,355.00 | Rp 41,617,029,877.00 | Rp 45,477,972,336.00 | Rp 51,210,630,012.00 | Rp 56,125,308,569.00 | Rp 62,554,387,131.00 | Rp 68,680,809,526.00
Kab. Muara Enim Rp 23,385515,723.00 [ Rp  57,279,078,011.00 | Rp 71,187,149,635.00 | Rp 82,941,125,824.00 | Rp 38,551,902,721.00 | Rp 77,428,404,525.54 | Rp 127,011,502,539.08 | Rp 142,221,512,738.58 | Rp 161,145,999,093.08 | Rp 177,116,698,295.08 | Rp 182,695,813,682.08 | Rp 182,695,813,682.08
Kab. Ogan Komering llir Rp 6627,794,081.00 | Rp  13,315,914,259.00 | Rp 20,401,564,709.00 | Rp 26,746,027,519.00 | Rp 26,028,235,209.00 | Rp 42,753,276,477.00 | Rp 51,777,944,745.00 | Rp 75,690,052,360.00 | Rp 108,989,368,211.00 | Rp 118,666,429,972.00 | Rp 118,666,429,972.00 | Rp 118,666,429,972.00
Kab. Ogan Komering Ulu Rp 6,406,632,639.00 | Rp  13,266,925,930.00 | Rp 20,259,704,214.00 | Rp 26,070,197,583.00 | Rp 23,580,107,340.00 | Rp 0,326,023,010.60 | Rp 45,948,322,188.00 | Rp 46,834,252,600.00 | Rp 46,834,252,600.00 | Rp 46,834,252,600.00 | Rp 46,834,252,600.00 | Rp 46,834,252,600.00
Kota Palembang Rp 92,726,032,033.00 | Rp  191,145,895,531.00 | Rp 288,159,270,193.00 | Rp 373,903,700,731.00 | Rp  385550,200015.00 [ Rp 634,818,682,034.00 | Rp  780,080,571592.00 [ Rp 931109,823392.00 | Rp  1,131,509162,722.00 | Rp  1247,713,120947.00 [ Rp  1,344,165,663,919.00 | Rp  1344,165,663,919.00
Kota Prabumulih Rp 4,897,600,371.00 | Rp  11,022,324,412.00 | Rp 15,609,620,103.00 | Rp 20,133,709,149.00 | Rp 15,602,091,487.00 | Rp 31,504,217,611.00 | Rp 39,439,213,548.00 | Rp 45,879,176,754.00 | Rp 52,718,413,490.00 | Rp 58,463,386,407.00 | Rp 64,411,983,071.00 | Rp 64,411,983,071.00
Kota Pagar Alam Rp 1,381,543,514.00 | Rp 2,560,309,686.00 | Rp 3,825,571,517.00 | Rp 5,029,241,369.00 | Rp 350426047000 | Rp  634,818,682,034.00 | Rp 7,810,634,476.00 | Rp 9,643,767,518.00 | Rp 11,891,819,497.00 | Rp 13,975,870,036.00 | Rp 15,838,553,506.00 | Rp 15,838,553,506.00
Kota Lubuk Linggau Rp 5170599,627.00 | Rp  11,114,115096.00 | Rp 16,354,987,414.00 | Rp 20,975,131,731.00 | Rp 19,750,762,340.00 | Rp 33,794,909,659.00 | Rp 41,912,201,967.00 | Rp 49,641,870,489.00 | Rp 57,497,608,350.00 | Rp 64,563,287,087.00 | Rp 71,518,101,656.00 | Rp 71,653,657,067.00
Kab. Banyuasin Rp 14,500,685,260.00 [ Rp  31,672,570,187.00 | Rp 51,347,356,274.00 | Rp 66,362,403,259.00 | Rp 72,795,539,981.00 | Rp 113,582,079,036.00 | Rp 169,971,911,083.00 | Rp  204,742,861,267.00 [Rp  225725027,516.00 | Rp  244,684,569,773.00 | Rp  258,642,227,752.00 [Rp 258,642,227,752.00
Kab. Ogan Ilir Rp 5694,862,408.80 | Rp  10,888,601814.90 | Rp 16,094,729,739.84 | Rp 20,086,756,350.84 | Rp 19,084,688,054.00 | Rp 30,760,096,484.80 | Rp 37,143,758,801.53 | Rp 42,763,731,216.53 | Rp 49,635,902,520.53 | Rp 62,067,072,415.53 | Rp 62,067,072,415.53 | Rp 62,067,072,415.53
Kab. OKU Timur Rp 5479,906,054.00 [ Rp  11,417,959,274.95 | Rp 16,959,092,202.95 | Rp 21,702,417,411.95 | Rp 15,595,161,350.00 | Rp 33,159,180,149.95 | Rp 46,592,231,539.95 | Rp 53,950,100,796.95 | Rp 63,029,502,480.95 | Rp 63,660,144,761.95 | Rp 66,387,158,589.95 | Rp 66,387,158,589.9:
Kab. OKU Selatan Rp 1,929,150,093.00 | Rp 3,883,182,467.00 | Rp 4,714,196,594.00 | Rp 4,882,012,288.00 | Rp 5,524,141,728.00 | Rp 8,790,074,536.00 | Rp 9,881,547,113.00 | Rp 10,959,536,203.00 | Rp 12,176,421,568.00 | Rp 13,415,451,323.00 | Rp 14,855,029,704.00 | Rp 14,855,029,704.00
Kab. Rp 971,076121.00 | Rp 1,971,294,770.00 | Rp 2,890,969,387.00 | Rp 3,672,827,922.00 | Rp 3,424,904,662.00 | Rp 6,196,966,930.00 | Rp 7,849,959,396.00 | Rp 9,661,764,058.00 | Rp 11,087,165,394.00 | Rp 13,404,592,466.00 | Rp 13,404,592,466.00 | Rp 13,404,592,466.00
Kab. Penukal Abab Lematang llir Rp 1,937,133,251.00 | Rp 4,420246,152.00 | Rp 6,931,024,611.00 | Rp 8,660,043,903.00 | Rp 5,065,949,770.00 | Rp 10,938,752,930.00 | Rp 11,095,214,907.00 | Rp 11,095,214,907.00 | Rp 11,095,214,907.00 | Rp 11,095,214,907.00 | Rp 12,912,915,464.00 | Rp 12,912,915,464.00
Kab. Musi Rawas Utara Rp 1,806,738,465.00 | Rp 5,719,996,783.00 | Rp 80,055,830.00 | Rp 9,535,885,111.00 | Rp 5,025,719,437.00 | Rp 13,080,066,174.00 | Rp 16,774,932,658.00 | Rp 19,190,910,024.00 | Rp 26,622,871,063.00 | Rp 29,203,765,516.00 | Rp 32,240,831,629.00 | Rp 32,240,831,629.00
TOTAL PAJAK DAERAH Rp 415317,380,972.18 [ Rp  880,980,781,519.52 | Rp  1,328,994,487,798.91 [ Rp  2,013,898,111,908.24 | Rp  2,502,560,326,082.50 | Rp  3,626,094,936,395.24 | Rp  3,783,656,476,320.71 | Rp  4,338,198,733,887.11 [ Rp  4,980,079,723,928.71 | Rp  5,630,383,449,666.31 | Rp  5919,827,784,624.31 [ Rp  6,559,367,964,577.74
PDRB Bruto Rp 56,936,149,266,666.70 | Rp 85,404,223,900,000.00 | Rp 170,808,447,800,000.00  Rp 230,958,397,140,000.00 | Rp 261,033,371,810,000.00 | Rp 351,258,295,820,000.00 | Rp 413,023,695,820,000.00 | Rp 443,906,395,820,000.00 | Rp 536,554,495,820,000.00 | Rp 598,319,895,820,000.00 | Rp 629,202,595,820,000.00 | Rp 721,850,695,820,000.00
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3.1.5.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.43
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi IKSS 4
TUJUAN / SASARAN TARGET REALISASI %
NO. STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ;’(\;\;é TW I 2026 CAPAIAN ANALISIS KEGAGALAN SOLUSI YANG DILAKUKAN
1) (2) (3) (4) (5) (6) ) (8)
. Penguatan sinergi dan
Belum optimalnya pelaksanaan Opsen kolaborasi pelaksanaan Opsen
PKB dan Opsen BBN-KB Bersama d d
Pemerintahan Kabupaten/Kota PKB dan Opsen BBN-KB dengan
Pemerintahan Kabupaten/Kota
Kebijakan equivalen pembayaran pajak | Konsolidasi Bersama
daerah PKB dan BBN-KB berdampak | Kementerian Dalam  Negeri
pada penurunan penerimaan | terkait kebijakan  equivalen
pendapatan di sektor pajak daerah pembayaran pajak daerah
Perlambatan  struktur perekonomian | Memberikan insentif fiskal
daerah yang mengakibatkan daya beli | daerah  untuk  memberikan
masyarakat menjadi rendah stimulus bagi investasi daerah
Meningkatnya Kontribusi | Rasio Pajak Daerah terhadap Memberikan  sosialisasi ~dan
5. Rasio Pajak Daerah PDRB 0,31 0,159 51,29 ) -
terhadap PDRB Tingkat kepatuhan masyarakat dalam | edukasi kepada masyarakat
membayar pajak daerah masih rendah | agar patuh dalam membayar
terutama pajak PKB pajak daerah untuk
pembangunan daerah
Kendaraan yang beroperasional dalam | Kerjasama dengan
menjalankan usahanya di Sumatera | Pemerintahan Kabupaten/Kota
Selatan banyak yang berasal dari luar | dan Pemerintah Provinsi lainnya
Provinsi Sumatera Selatan
Melakukan pengawasan pajak
Belum optimalnya sistem pengendalian | daerah secara intensif berbasis
intern pemerintah dalam pengawasan | risiko untuk mengendalikan
pajak daerah kebocoran penerimaan pajak
daerah
Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
Bab 1II-71
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Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pajak

daerah terhadap PDRB, antara lain:

1.

10.

Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pemungutan
pendapatan daerah secara bertahap terutama untuk UPTB
baru;

Melaksanakan door to door service, penagihan pajak daerah
dari satuan rumah tangga yang berkerjasama dengan 17
(tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera
Selatan;

Melaksanakan operasi kepatuhan waijib pajak bersama
dengan Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Satuan
Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kepatuhan
masyarakat dalam membayar pajak daerah;

Melaksanakan pengawasan pajak daerah secara intensif
berbasis risiko;

Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
lingkungan internal sektor pajak daerah;

Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Laut, TNI AL,
Pol Airud terkait pengawasan peredaran penjualan bahan
bakar kendaraan bermotor di perairan;

Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka
penambahan kuato akses data kependudukan;

Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak
menuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan
yang dilakukan masing-masing UPTB;

Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap
terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak
ketiga;

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya

pembayaran pajak dan retribusi daerah.
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Tabel 3.44
Faktor Penghambat Kinerja IKSS 4

TUJUAN / KINERJA TRIWULAN I TAHUN
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA 2026 DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025 FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA
STRATEGIS Target | Realisasi | Capaian Anggaran Realisasi %

Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%

1.  Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan
realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan
analisis efisiensi sumber daya (anggaran)
berbasis kinerja;

2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah
memadai dalam rangka memonitoring
penyerapan anggaran berbasis kinerja

3. Perhitungan nilai efisien sumber daya
(anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan
awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Faktor Penghambat:
1. Belum optimalnya pelaksanaan Opsen PKB dan

Opsen BBN-KB Bersama Pemerintahan

. Kabupaten/Kota
rc?:tl:;gllj:itr}?;asio Rasio Pajak Daerah terhadap 2. Kebljakan equivalen pembayaran pajak daerah
5. 0,31 0,159 51,29 2.106.800.000 17.359.600 0,82 PKB dan BBN-KB berdampak pada penurunan

Pajak Daerah PDRB

terhadap PDRB penerimaan pendapatan di sektor pajak daerah

3. Perlambatan struktur perekonomian daerah yang
mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi
rendah

4. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar
pajak daerah masih rendah terutama pajak PKB

5. Kendaraan yang beroperasional dalam
menjalankan usahanya di Sumatera Selatan
banyak yang berasal dari luar Provinsi Sumatera
Selatan

6. Belum optimalnya sistem pengendalian intern
pemerintah dalam pengawasan pajak daerah

7. Belum optimalnya update data kendaraan
bermotor

8. Layanan pembayaran pajak daerah belum
seluruhnya menyentuh titik layanan sampai ke
tingkat pedesaan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)
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3.1.5.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.5.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.45
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 4 Terhadap Tujuan dan Sasaran

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026

%
NO. TUJUAN/SASARAN STRATEGIS ANGGARAN [Rp. REALISASI [Rp.
/ TARGET TW REALISASI [Rp.] [Rp.] CAPAIAN
I TWI % CAPAIAN

TINGKAT
EFISIENSI

Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak
1. Daerah terhadap PDRB 0,31 0,159 51,29 2.106.800.000,00 17.359.600,00 0,82

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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3.1.5.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.46
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 4 Terhadap Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
% TINGKAT
NO. PROGRAM/KEGIATAN arcer | REALISASI % ANGGARAN [Rp.] REALISASI [Rp.] CAPAIAN EFISIENSI
CAPAIAN
I Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah 94,15 0,00 0,00 2.106.800.000,00 17.359.600,00 0,82 -
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 94,15 0,00 0,00 2.106.800.000,00 17.359.600,00 0,82 -
1.3 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan
Pajak Daerah 2.106.800.000,00 17.359.600,00 0,82
JUMLAH 2.106.800.000,00 17.359.600,00 0,82 -

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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3.1.5.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.45
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 4 Tahun 2025
TUJUAN / SASARAN % % MENUNJANG / TIDAK
NO. STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN MENUNJANG

Q) 2 3) (4) (5) (6) ) (8)
Program Penunjang Urusan | Persentase Pemenuhan
Pemerintahan Daerah | Layanan Kinerja Perangkat 10,61 Menunjang
Provinsi Daerah
Administrasi Keuangan | Persentase terselesainya .
Perangkat Daerah laporan keuangan 12,44 Menunjang
Administrasi Pendapatan Persentase terselesainya
Daerah Kewenangan lanoran pendapatan dglerah 2,88 Menunjang
Perangkat Daerah P P P
Administrasi Kepegawaian | Persentase terselesainya .
Perangkat Daerah laporan kepegawaian 0,00 Menunjang

Meningkatnya Kontribusi i0 Pai Pengelolaan Dana Bagi Hasil | Jumiah Laporan Hasil -~ .
5. | Rasio Pajak Daerah ﬁgﬂg Pajak Daerah terhadap 51,29 Pr 0\3 nsi 9 Pengelolaan Dana Bagi Hasil 1,82 Menunjang
terhadap PDRB Provinsi
Deviasi Realisasi PAD
Program Pengelolaan terhadap anggaran PAD 1,83 Menunjang
Pendapatan Daerah
dalam APBD

Persentase pengelolaan
pendapatan yang 1,83 Menunjang
terselesaikan

Kegiatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah

Perencanaan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Rencana 4,87 Menunjang

Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah
Analisa dan Pengembangan | Jumlah Dokumen Hasil 0,00 Menunjang
Pajak Daerah, serta | Analis Pajak Daerah

Penyusunan Kebijakan Pajak
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Daerah

Jumlah Laporan

Penyuluhan dan Pelaksanaan Penyuluhan
Penyebarluasan Kebijakan dan P barl Y 0,82 Menunjang
Pajak Daerah an renyebariuasan
Kebijakan Pajak Daerah
Pengolahan,  Pemeliharaan, Jumlah Laporan Ha.S'I
] Pengolahan, Pemeliharaan, .
dan Pelaporan Basis Data - 22,02 Menunjang
- dan Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah .
Pajak Daerah
Penetapan  Wajib  Pajak | Jumlah Dokumen Ketetapan .
Daerah Pajak Daerah 3,54 Menunjang
Jumlah Laporan
Pelayanan dan Konsultasi | Permasalahan yang Telah 0.00 Menunian
Pajak Daerah Ditindaklanjuti dan Belum ! Jang
Ditindaklanjuti
. . . Jumlah Dokumen Penelitian
Penelitian dap Verifikasi Data dan Verifikasi Data 0,00 Menunjang
Pelaporan Pajak Daerah .
Pelaporan Pajak Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Hasil
dan Pengawasan Pajak | Pemeriksaan 0,00 Menunjang
Daerah
Jumlah Laporan
Elektronifikasi Transaksi | Perkembangan Elektronik .
0,00 Menunjang

Pemerintah Daerah

Transaksi Pemerintah
Daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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3.1.6

Sasaran Strategis 5 (SS.5)

......... Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah......”

Dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, memberikan
keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk
memperkuat desentralisasi fiskal daerah dari sisi penerimaan pendapatan
daerah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat di
wilayahnya. Kualitas pemerintahan daerah dengan kondisi perekonomian
kembali ke azas desentralisasi, yang berarti bahwa desentralisasi
merupakan reformasi dari sisi kebijakan yang harus mempertimbangkan
kualitas pemerintahan daerah menyerahkan wewenang. Dengan
pemberian pengaturan desentralisasi fiskal pendapatan daerah melahirkan
berbagai strategi dan kebijakan pemerintahan daerah untuk menggali
potensi penerimaan daerah yang dikelompokan pada Pendapatan Asli
Daerah.

Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi pendapatan asli
daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Total Pendapatan Daerah
dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD
tahun pelaporan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan
Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Walaupun otonomi dalam penggalian sumber-sumber yang menjadi
potensi penerimaan PAD telah diberikan pada tingkatan pemerintahan
daerah, pemerintah pusat juga mengatur dan memberikan mandatori
dana transfer ke daerah. Mandatori dana transfer ke daerah bertujuan
untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah sehingga tercapai tujuan
bernegara untuk mensejahterakan masyarakat dengan indikator PDRB riil

per kapita juga meningkat. Bentuk dana transfer ke daerah antara lain
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dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana

insentif daerah. Transfer dana pemerintah dalam bentuk program tepat

sasaran untuk masyarakat miskin dan melakukan pemantauan yang tepat

untuk menangkap permasalahan di daerah dengan target pemerintah

untuk mengurangi ketimpangan secara maksimal.

Formula Perhitungan IKSS.5:

(

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah

x 100 %)

Dimana:

PAD

Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah

3.1.6.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran data kinerja IKSS.5 tahun 2025:

Tabel 3.48
Pengukuran Data Kinerja IKSS 5 Triwulan I Tahun 2026
Realisas TW I 2026 Persentase Target
No. Bulan ) o Tahunan
Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah (%) 2026
1. Januari 424.031.881.720,69 255.787.714.620,69 60,323
2. Februari 1.258.765.484.321,08 615.693.471.321,08 48,912 49,89
3. Maret 1.641.969.352.535,81 850.245.439.419,81 51,782

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
selama Triwulan I tahun 2026 secara month-to-month sudah
cukup baik, hal ini dibuktikan nilai realisasi kontribusi PAD
mencapai 50 %, kinerja tertinggi terjadi pada bulan Januari 2026,
dimana kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah mencapai
60,323 %.
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I Pendaptan Daerah = Total PAD Persentase
Gambar 3.12

Grafik Persentase PAD Pendaptan Daerah dalam APBD 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Capaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPIMD
tahun 2025-2029 untuk tahun 2026 = 2722y 100 % = 103,79 %

49,89

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan
Daerah sebesar Rp. 850.245.439.419,81 atau memberikan
kontribusi sebesar 103,79 % dari total Pendapatan Daerah
sebesar Rp. 1.641.352.535,81 atau sebesar 51,782 %, hal ini
mengindikasi bahwa Sumatera Selatan sangat membutuhkan
alternatif pembiayaan lainnya (creative financing) antara lain
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, dana transfer ke

daerah dari Pemerintah Pusat, investasi langsung, CSR.

3.1.6.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 serta
Capaian Kinerja Dengan Triwulan I Tahun 2025
Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap
Pendapatan Daerah Triwulan I tahun 2026 ke Triwulan I
rtergambar pada tabel berikut:
Tabel 3.49
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Periodesasi
Januari Februari Maret
Triwulan I 2025 60,817 47,897 50,217
Triwulan I 2026 60,323 48,912 51,782
Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025
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Kontribusi PAD terbesar terhadap Pendapatan Daerah terjadi pada
Bulan Januari tahun 2026 dengan memberikan kontribusi sebesar
60,323 %, namun kondisi ini mengalami penurunan pada Bulan
Maret tahun 2025 dengan kontribusi sebesar 51,782 %,
mengindikasikan bahwa dalam pembiayaan pembangunan dengan
menggunakan dana APBD, Provinsi Sumatera Selatan masih
mengharapkan sumber pembiayaan lainnya non APBD antara lain

transfer ke daerah, investasi, CSR, KPBU dan creative financing

lainnya.
70
60,817 60,323
60
51,782
47 897 48,912 50,217

50 ’
40
30
20
10

0

Januari Februari Maret
M Triwulan 12025 H®Triwulan | 2026

Gambar 3.13
Grafik Perbandingan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah TW |1 2025 dengan TW | 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Salah Satu penyebab mengapa pertumbuhan pendapatan Sumsel
Triwulan I 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan
dengan Triwulan I 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca
konflik AS — Iran secara tidak langsung (/ndirect consumption
mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan
mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan
nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke
daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena
beberapa  Perusahaan nasional/daerah/swaata  melakukan

penghematan energi (BBKB).
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Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinngi sehinngga
pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk
kebutuhan APBN

3.1.6.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

pada tahun 2026, apabila dibandingkan dengan rencana target

yang tertuang di dalam RPIMD tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.50
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 TW I Tahun 2026 dengan Target RPJMD
Uraian
No. Tahun Perss/ntase
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah (%)

1. | 2026 850.245.439.419,81 | 1.641.969.352.535,81 51,782
dst

2. | 2030 7.075.931.702.943,23 | 13.549.281.593.204,80 55,64

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Capaian realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan

Daerah pada tahun 2025 =

51,782
55,64

x 100 % = 93,067 %

Tabel 3.51
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 5 TW I dengan Target RPJMD
Capaian . ) .
No. | Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja TWI Target Akhir | Tingkat Kemajuan
2030 (%)
2026
Meningkatnya Persentase PAD
kontribusi PAD terhadap
6. | terhadap Pendapatan 51,782 55,64 93,066
Pendapatan Daerah
Daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Capaian kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah apabila
dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2025 —
2029 dan Renstra tahun 2025 — 2029 telah mencapai tingkat
kemajuan sebesar 93,066 %, hal ini mengindikasikan bahwa
pencapaian tahun 2026 sesuai dengan on the track dari dokumen

perencanaan strategis yang telah ditetapkan.
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3.1.6.4

Hal ini menggambarkan kondisi bahwa kontribusi Pendapatan Asli
Daerah sebesar 51,782 %, masih harus ditopang oleh sumber

pembiayaan lainnya untuk pembangunan Sumatera Selatan

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)
PAD

Pendapatan Daerah pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera

Perbandingan realisasi kinerja  kontribusi terhadap

sebagai berikut:

Tabel 3.52
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

o Realisasi Triwulan I 2026 Persentase

No. Provinsi
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah (%)

1. | Aceh 0,00 0,00 0,00
2. Sumatera Utara 947.561.154.280,96 2.915.102.272.375,00 32,505
3. Sumatera Barat 573.784.489.974,76 1.487.323.169.015,80 38,578
4, Riau 594.262.451.998,11 870.017.014.172,11 68,305
5. Jambi 294.590.977.412,47 491.467.392.412,47 59,941
6. Sumatera Selatan 850.245.439.419,81 1.641.969.352.535,81 51,782
7. Bengkulu 28.627.960.497,00 112.625.049.497,00 25,419
8. Lampung 45.357.874.118,98 45.452.964.118,98 99,791
9. Kepulauan Riau 313.218.238.514,00 490.924.699.514,00 63,802
10. | Kepulauan Bangka Belitung 151150598682.53 367.844.906.782,53 41,091

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data Kemenkeu 2025

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah terbesar pada

Provinsi Lampung sebesar 99,791 % sementara kontribusi
terendah pada Provinsi Bengkulu sebesar 25,419 %. Provinsi
Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 51,782 %.
Namun kondisi kontribusi PAD Sumatera Selatan diatas 50 % yang
mengindikasikan bahwa masih mempunyai ketergantungan pada

transfer ke daerah.
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PENGUKURAN KINERIA TAHUN 2025
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PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

([l’endupamn Asli Daerah]

x100 %)

ss5 Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
ghatny: P Pendap: Pendapatan Daerah

IKss Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Dima
No. Uraian Pendapatan Asli Dacrah Pendapatan Daerah Persentase PAD terhadap PAD : Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah (%) i

Pend Daerah  : Realisasi pendapatan daerah
[§1] 2 3] (4] (5]
3 [Triwulani Rp 800,547,217,519.50 | Rp _ 1,699,323,823,000.00 47.110
2 |Triwulan il Rp  2,242,892,148,257.79 | Rp _ 4,338,860,285,073.79 51.603
3 |Triwulan il Rp  3,201,572,841,453.93 | Rp _ 6,543,538,055,895.93 48.927
4 |Triwulan v Rp _ 4,509,197,075,145.67 | Rp _ 9,837,929,951,702.67 45.835

TAHUN 2025
No. URAIAN Triwulan | Triwlan 1 Triwulan IV
Januari Februari Maret Apri Mei Juli Agustus September Oktober November Desember
(1 2 3] (4] (51 (6] 71 (8] (9 (10] (11) (12 (13) (14)
1 |paD Rp 240,196,687,137.67 | Rp 496,908,944,084.99 | Rp 800,547,217,519.50 | Rp  1,456,859,523,046.22 | Rp  1,740,160,942,225.74 | Rp  2,242,892,148,257.79 | Rp 2,616,648,796,709.94 | Rp  2,920,093,633,483.03 | Rp  3,201,572,841,453.93 | Rp  3,730,677,293,545.70 | Rp  4,011,191,364,200.25 | Rp  4,509,197,075,145.67
2 |PENDAPATAN DAERAH Rp  610,363,668,637.67 | Rp  1351,055896,14599 | Rp  1,699,323,823,000.00 | Rp  3,082,180,160,422.22 | Rp  3,736,168857,076.74 | Rp  4,338,860,285073.79 | Rp 5383297,239,49594 | Rp  6,498375238,175.03 | Rp  6,543,538,055895.93 [ Rp  8,252,134,352,268.70 [ Rp  9,007,267,189,992.25 | Rp  9,837,929,951,702.67
% PAD terhadap Pendapatan Daerah 39353 36.779 47.110 47.267 46.576 51.693 48.607 44.936 48.927 45.209 44.533 45.835




3.1.6.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.53
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 5

TUJUAN / SASARAN

NO. STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET
TWI
2026

REALISASI
TWT 2026

%
CAPAIAN

ANALISIS KEBERHASILAN

SOLUSI YANG DILAKUKAN

) (2

(3

(4)

(5

(6)

)

(8)

Meningkatnya  kontribusi
6. PAD terhadap Pendapatan
Daerah

Persentase PAD
Pendapatan Daerah

terhadap

12,51

51,782

415,25

Sinergi dan kolaborasi antar stakeholder
dalam menggali potensi Retribusi Daerah

Memperkuat sistem informasi teknologi
secara bertahap terus membenahi sistem IT
melalui kerjasama dengan pihak ketiga

Memperluas dan mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat melalui penambahan titik
pelayanan baru seperti samsat desa dan
samsat drive thru

Melakukan penagihan langsung kepada
objek-objek pajak daerah di lapangan,
seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air
Permukaan (PAP) yang berada di semua
Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan

Kerjasama dengan Kementerian
Perhubungan Laut, TNI AL, Pol Airud terkait
pengawasan peredaran penjualan bahan
bakar kendaraan bermotor di perairan

Melakukan penagihan tunggakan
Kendaraan Bermotor secara persuasive

Pajak

% LKjIP BAPENDA Triwulan I 2026
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Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi PAD

terhadap Pendapatan Daerah, antara lain:

1.

Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan
pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan /
sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera
Selatan;

Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan untuk meningkatkan
kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar
retrubusi daerah;

Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk
peningkatan penyertaan modal kepada masing- masing BUMD
di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;

Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan
mengintensifkan  jenis-jenis pendapatan dari komponen
penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan
jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan
lainnya;

Meningkatkan kinerja Badan Layanan Unit Daerah (BLUD)
dalam menggali pendapatan asli daerah;

Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting
Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana
Bagi Hasil Bidang Kehutanan;

Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan padaKementerian
Keuangan RI di Jakarta dalam rangka membahas
pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam,
Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana

Bagi Hasil Bidang Kehutanan.
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Tabel 3.54

Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja IKSS 5

NO.

TUJUAN /
SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KINERJA TRIWULAN I TAHUN

2026

DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2026

Target

Realisasi
TWI

Capaian

Anggaran

Realisasi

%

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA

Meningkatnya
kontribusi PAD
terhadap
Pendapatan
Daerah

Persentase PAD terhadap
Pendapatan Daerah

12,51

51,782

415,25

144.000.000

3.750.000

2,60

Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%

1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan
realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan
analisis efisiensi sumber daya (anggaran)
berbasis kinerja;

2. Program keringan pajak daerah dan insentif
pajak daerah menstimulus PAD

3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah
memadai dalam rangka memonitoring
penyerapan anggaran berbasis kinerja

Faktor Pendukung:
1. Sinergi dan kolaborasi antar stakeholder dalam

menggali potensi Retribusi Daerah

2. Kerjasama kolaboratif bersama Agen Pemegang
Merk Tunggal (ATPM) kendaraan bermotor

3. Kerjasama dengan Camat, Lurah dan Ketua RT
setempat dalam rangka penagihan pajak daerah

4. Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan
razia kendaraan bermotor

5. Program kredit murah bagi masyarakat ekonomi
menengah ke bawah dalam keringanan berusaha

6. Memperluas dan mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat melalui penambahan titik
pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat
drive thru

7. Mengendalikan tindak pengendalian atas
perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan
bunga pajak

8. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah
di update dalam system informasi pembayaran
pajak daerah

9. Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi
Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan
untuk membahas kendala dan permasalahan
yang timbul di lapangan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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3.1.6.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.6.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.55
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 5 Terhadap Tujuan dan Sasaran
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026
NO TUJUAN/SASARAN STRATEGIS ANGGARAN [Rp.] REALISASI [Rp.] % TINGKAT
' TARGET TW | REALISASI ' : CAPAIAN EFISIENSI
% CAPAIAN
I TWI
Meningkatnya kontribusi PAD terhadap
1. | pendapatan Daerah 12,51 51,782 415,25 144.000.000,00 3.750.000,00 2,60 -

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Persentase PAD terhadap

Pendapatan Daerah pada Triwulan I tahun 2026 belum dihitung.
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3.1.6.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.56
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 5 Terhadap Program Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
% TINGKAT
NO. PROGRAM/KEGIATAN areer | reaLrsast % ANGGARAN [Rp.] REALISASI [RP.] | capaIaN EFISIENSI
CAPAIAN
L. :zelr:;‘ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94,15 86,71 91,79 144.000.000,00 3.750.000,00 2,60 -
1. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan -
Perangkat Daerah 94,15 86,71 91,79 144.000.000,00 3.750.000,00 2,60
1.1 | Pengolahan Data Retribusi Daerah 144.000.000,00 3.750.000,00 2,60
JUMLAH 144.000.000,00 3.750.000,00 2,60 -

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah pada Triwulan I
tahun 2026 belum dihitung.
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3.1.6.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.57
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 5

% LKjIP BAPENDA Triwulan I 2026

TUJUAN / SASARAN % % MENUNJANG / TIDAK
NO. STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN MENUNJANG
6} @ @) ) (5) (6) @) ®)

Program Penunjang Urusan | Persentase Pemenuhan
Pemerintahan Daerah | Layanan Kinerja Perangkat 10,61 Menunjang
Provinsi Daerah
Administrasi Pendapatan Persentase terselesainya
Daerah Kewenangan laoran pendapatan d;/erah 2,88 Menunjang
Perangkat Daerah P P p
Program Pengelolaan | Persentase Penerimaan .
Keuangan Daerah Dana Transfer 1,82 Menunjang
Program Pengelolaan Deviasi Realisasi PAD
Pen?ja atan Daerah 9 terhadap anggaran PAD 1,82 Menunjang
P dalam APBD
Meningkatnya Pendapatan | Persentase Realisasi Pencapaian
6. 415,25 Perencanaan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Rencana .
Daerah Pendapatan Daerah Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah 4,87 Menunjang
Menunjan
Analisa dan Pengembangan | Jumlah Dokumen Hasil 0,00 jang
Pajak Daerah, serta | Analis Pajak Daerah
Penyusunan Kebijakan Pajak
Daerah
Penyuluhan dan Jumlah Laporan
" Pelaksanaan Penyuluhan .
Penyebarluasan Kebijakan dan P barl 0,82 Menunjang
Pajak Daerah an renyebariuasan
Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pet:)r.]dlftaa.n kdan Pehndaftaraan Pendataan dan Pendaftaran 7,76 Menunjang
Objek Pajak Daera Objek Pajak Daerah, Subyek
Pajak dan Wajib Pajak
Bab III - 90




Daerah

Pengolahan,  Pemeliharaan,

Jumlah Laporan Hasil
Pengolahan, Pemeliharaan,

dap Pelaporan Basis Data dan Pelaporan Basis Data 22,02 Menunjang
Pajak Daerah .
Pajak Daerah
Penetapan  Wajib  Pajak | Jumlah Dokumen Ketetapan .
Daerah Pajak Daerah 3,24 Menunjang
Jumlah Laporan
Pelayanan dan Konsultasi | Permasalahan yang Telah .
Pajak Daerah Ditindaklanjuti dan Belum 0,00 Menunjang
Ditindaklanjuti
" . . Jumlah Dokumen Penelitian
Penelitian dan Verifikasi Data | ., erifikasi Data 0,00 | Menunjang
Pelaporan Pajak Daerah .
Pelaporan Pajak Daerah
Jumlah Dokumen
Penagihan Pajak Daerah Tertagihnya WP yang 0,00 Menunjang
memiliki Piutang Pajak
Penyelesaian Keberatan Pajak | Jumlah Dokumen Keberatan 0.00 Menunian
Daerah yang telah ditindaklanjuti ! Jang
Pengendalian, Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Hasil
dan Pengawasan  Pajak | Pemeriksaan 0,00 Menunjang

Daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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3.1.7

Sasaran Strategis 6 (SS.6)

......... Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sangat djpengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat inflasi
daerah serta daya beli masyarakat ...... ”

Pendekatan desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan pendapatan
daerah pertama kali diterapkan di Indonesia dengan terbitnya Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disertai
dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.
Landasan kebijakan penerapan desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan
pendapatan daerah seiring dengan kebijakan otonomi daerah, yang
memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi pemerintahan daerah untuk
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan publik,
peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat
di daerah menuju kemandirian fiskal daerah.

Dua dekade pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mulai
tahun 2001-2020 telah memberikan gambaran perekonomian daerah serta
memberikan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ke depannya.
Keleluasaan dalam kewenangan pemerintahan daerah untuk menggali
sumber yang menjadi potensi pendapatan asli daerah terutama yang
bersumber pada pendapatan pajak daerah, penerimaan melalui retribusi
daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber pendapatan pajak daerah merupakan penerimaan
terbesar dari penerimaan pendapatan asli daerah, dimana dalam
perekonomian pajak memiliki peranan sebagai sumber penerimaan daerah
dan juga sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi dengan insentif fiskal
daerah melalui pengurangan tarif pajak sehingga merangsang

pertumbuhan investasi daerah.

Q LKjIP BAPENDA Triwulan I 2026 Bab IIT - 92



Formula Perhitungan IKSS.6:

_ Realisasi PAD Tahunn

y= Target PAD Tahunn x 100%

Dimana:

y = Persentase Realisasi Pencapaian PAD

Realisasi PAD = Realisasi PAD Tahun ke n

Target PAD = Target PAD Tahun ke n yang ditetapkan dalam APBD

3.1.7.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun

2026. Pengukuran data kinerja IKSS.6 Triwulan I tahun 2026:

Tabel 3.58
Pengukuran Data Kinerja IKSS 6 Triwulan I Tahun 2026
Pendapatan Asli Daerah Persentase Target
No. Bulan . o Tahunan
Realisasi Target (%) 2026
1. Januari 255.787.714.620,69 5.132.383.464.643,00 4,984
2. Februari 615.693.471.321,08 | 5.132.383.464.643,00 11,996 92,21
3. Maret 850.245.439.419,81 5.132.383.464.643,00 16,566

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Realisasi pengukuran data kinerja pencapaian PAD terhadap
target yang telah ditetapkan dalam RPIJMD tahun 2025-2029
secara month-to-month mengalami kenaikan.

16,566

Capaian kinerja = == x 100 % = 17,965 %

Realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah Triwulan I tahun
2026 mencapai nilai Rp. 850.245.439.419,81 atau terealisasi
sebesar 16,566 % dari rencana target sebesar Rp.
5.132.383.464.643,00 hal ini mengindikasikan bahwa kinerja
masih harus ditingkatkan lagi dengan realisasi uang masih
dibawah 20 persen dengan menggali sumber potensi yang
menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan

karakteristik daerah.
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Gambar 3.14

Grafik Realisasi Pencapaian PAD Terhadap target APBD TW | 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

3.1.7.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 serta
Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2025
Realisasi kinerja pencapaian PAD terhadap target Triwulan I
tahun 2026 ke Triwulan I tahun 2025

Tabel 3.59
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 6 TW I Tahun 2026 dengan TW I Tahun 2025

Persentase Pencapaian Pendapatan Asli Daerah terhadap Target
Periodesasi
Januari Februari Maret
Triwulan I 2025 5,386 11,143 17,952
Triwulan I 2026 4,984 11,996 16,566

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Realisasi capaian kinerja pencapaian PAD terhadap target Bulan
Maret tahun 2026 mencapai 16,566 %. Capaian kinerja tertinggi
terjadi pada Bulan Maret tahun 2026 sebesar 16,566 %, namun
kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan
Bulan Maret 2025 mencapai 17,952 %.
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PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

i PAD Tahun n

y - - fearsan LAD TAMI T 100%

ss. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Target PAD Tahun n

IKss| Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dimana :
y = Persentase Realisasi Pencapaian PAD
Persentase Realisasi
No. Uraian Realisasi PAD Target PAD Pencapaian Pendapatan Asli RP Tahun n = Realisasi PAD Tahun ke n
Daerah (%) TargetTahun = Target Pendapatan Tahun ke n

(1 2 3] (4 (51

1 [Triwdlani Rp _ 800547,17,519.50 | Rp _ 4,459,311,556,974.00 17852

2 |Triwulanil Rp  2,242,892,148,257.79 | Rp _ 4,642,152,890,474.00 48316

3 [Triwulanil Rp _ 3,201,572,841,453.93 | Rp _4,838,287,154,591.00 §6.172

4 [Triwulan v Rp _ 4,509,197,075,14567 | Rp _4,838,287,154,591.00 93.198

TAHUN 2025
No. URAIAN Triwulan | Triwulan 1 Triwulan IV
Januari Februari Maret Apri Mei Juli Agustus September Oktober November Desember

(1 2 3] (4] (51 (6] 71 | (8] ‘ (9] (10) (11 (12 (13 (14)

1 Realisasi PAD Rp 240,196,687,137.67 | Rp 496,908,944,084.99 | Rp 800,547,217,519.50 | Rp 1,456,859,523,046.22 | Rp 1,740,160,942,225.74 | Rp 2,242,892,148,257.79 | Rp 2,616,648,796,709.94 | Rp 2,920,093,633,483.03 | Rp 3,201,572,841,453.93 | Rp 3,730,677,293,545.70 | Rp 4,011,191,364,200.25 | Rp 4,509,197,075,145.67
2 |TargetPAD Rp  4,459,311556974.42 | Rp  4,459,311,556974.42 | Rp  4,459,311,556974.00 | Rp  4,459,311,556974.42 | Rp  4,642,152,890,474.00 | Rp  4,642,152,890,474.00 | Rp  4,642,152,890,474.00 | Rp  4,642,152,890,474.00 [ Rp  4,838,287,154,591.00 | Rp  4,838,287,154,591.00 | Rp  4,838,287,154,591.00 | Rp  4,838,287,154,591.00

% Realisasi PAD terhadap Target PAD 5.386 11.143 17.952 32670 37.486 48316 56.367 62.904 66.172 77.107 82.905 93.198
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Gambar 3.15
Grafik Perbandingan Kinerja Pencapaian PAD TW | Tahun 2026 Terhadap dengan TW | Tahun 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Salah Satu penyebab mengapa pertumbuhan pendapatan Sumsel
Triwulan I 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan
dengan Triwulan I 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca
konflik AS — Iran secara tidak langsung (/ndirect consumption
mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan
mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan
nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke
daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena
beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan

penghematan energi (BBKB).

3.1.7.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I tahun 2026 dengan
Target Jangka Menengah
Realisasi kinerja pencapaian PAD Triwulan I tahun 2026 dengan
rencana target di dalam RPJMD tahun 2025-2029 sebagai
berikut:
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Tabel 3.60
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 6 Triwulan I Tahun 2026 dengan Target RPJMD

Pendapatan Asli Daerah Persentase
No. Tahun o
Realisasi Target (%)
1. | 2026 850.245.439.419,81 5.132.383.464.643,00 16,566
dst
2. | 2030 N/A

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

Capaian realisasi kinerja pencapaian PAD terhadap target PAD
dalam RPIMD tahun 2025-2029 tidak dapat dihitung, hal ini
dikarenakan indikator ini tidak dilanjutkan pada akhir periode
RPIMD tahun 2025-2029.

Tabel 3.61
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 6 TW I Tahun 2026 dengan Target RPJMD

Capaian . ) .
No. | Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja TWI Target Akhir | Tingkat Kemajuan
2030 (%)
2026
Persentase
Meningkatnya Realisasi
7. | Pendapatan Pencapaian 16,566 N/A N/A
Daerah Pendapatan  Asli

Daerah (PAD)

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2026

3.1.7.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika
ada)
Realisasi kinerja pencapaian PAD terhadap target tahun 2025
apabila dibandingkan dengan pencapaian 10 (sepuluh) provinsi

di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.62
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 6 TW I Tahun 2026 dengan Standar Nasional
Pendapatan Asli Daerah Triwulan I 2026 Persentase
No. Provinsi by
Realisasi Target (%)
1. | Aceh 0,00 0,00 0,00
2. Sumatera Utara 947.561.154.280,96 6.967.065.771.493,00 13,601
3. Sumatera Barat 573.784.489.974,76 3.512.798.562.828,00 16,334
4. Riau 594.262.451.998,11 5.240.334.064.481,00 11,340
5. Jambi 294.590.977.412,47 1.945.387.781.796,00 15,143
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6 Sumatera Selatan 850.245.439.419,81 5.132.383.464.643,00 16,566
7 Bengkulu 28.627.960.497,00 1.254.994.442.537,00 2,281
8. Lampung 45.357.874.118,98 4.025.032.820.130,00 1,127
9 Kepulauan Riau 313.218.238.514,00 1.844.251.902.410,00 16,983
10. | Kepulauan Bangka Belitung 151.150.598.682,53 833.309.933.245,62 18,139

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data Kemenkeu Sumsel 2025

Realisasi capaian kinerja PAD terhadap target pada Triwulan I

tahun 2026 tertinggi berada pada Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung sebesar 18,139 % dan terendah pada Provinsi Lampung

sebesar 1,127 %. Posisi Provinsi Sumatera Selatan berada pada

urutan ke tiga sebesar 16,566 % setelah Provinsi Kepulauan

Riau.
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3.1.7.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi
Tabel 3.63
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 6

TUJUAN / SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET
TWI
2026

REALISASI
TW I 2026

%
CAPAIAN

ANALISIS KEBERHASILAN

SOLUST YANG DILAKUKAN

1) (2)

(3)

(4)

©)

(6)

()

(8)

Meningkatnya Pendapatan
Asli Daerah

Persentase Realisasi Pencapaian
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

10,00

16,566

165,66

Melakukan update pendataan wajib pajak
untuk memperkuat pajak daerah dengan
Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Perluasan ekstensifikasi melalui pendaftaran
objek wajib pajak baru dengan mengadakan
kerjasama dengan perizinan setempat

Melakukan  konsolidasi  fiskal  dengan
Pemerintah  Pusat untuk  memberikan
stimulus bagi perpajakan daerah

Melakukan  percepatan  dalam  untuk
mengejar target kinerja yang memiliki
realisasi kinerja terendah antara lain melalui
sinergi dan kolaborasi dengan pihak
pemangku kepentingan lainnya

Pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli
Daerah (OPAD) secara gabungan dengan
stakeholder terkait dan secara berkala waktu

Cascading pohon kinerja dengan indikator
mulai dari sasaran strategis, sasaran
intermediate outcomes level ke n sampai
dengan indikator input, indikator proses,
indikator output, indikator outcomes dan
indikator impact harus dijadikan tolok ukur
kinerja Perangkat Daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi PAD,

antara lain:

1. Melaksanakan program intensifikasi pajak daerah, dengan
meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar
pajak daerah;

2. Memperluas ekstensifikasi pajak daerah dengan penambahan
objek pajak baru melalui kerjasama investasi daerah dengan
Perangkat Daerah DMPTSP;

3. Meningkatkan deversifikasi pajak daerah dengan konsolidasi
fiskal Pemerintah Pusat;

4. Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar
berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program
pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan
dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-
masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan
kepada masing-masing BUMN dan BUMS  dapat
meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan;

5. Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN
maupun BUMS yang belum memberikan kontribusi pada
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk
selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya
terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

6. Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom
penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya
meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);

7. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan
pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan /
sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-

Sumatera Selatan.
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Tabel 3.64
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja IKSS 6

SASARAN KINERJA TAHUN 2026 DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2026
NO. STRATEGIS INDIKATOR KINERJA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA

Target | Realisasi | Capaian Anggaran Realisasi TW I %
TWI TWI TWI

Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%

1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan
realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis
efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis
kinerja;

2. Upaya cross-cutting  bersama  stakeholder
Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan
pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan
penggunaan anggaran yang efisien

3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah
memadai dalam rangka memonitoring penyerapan
anggaran berbasis kinerja

Faktor Pendukung:
1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan

(OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam
mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD
diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP
memberikan kontribusi terhadap peningkatan
kinerja

2. Pelaksanaan door to door service cukup efektif
sebagai aktivitas nyata dalam rencana aksi AKIP

3. Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya
peningkatan kinerja organisasi

4. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah
transaksi pembayaran pajak daerah seperti,
pembayaran secara non tunai menggunakan
mesin EDC, QRIS serta pengembangan
pembayaran pajak melalui modern kanal

5. Pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
(OPAD) secara gabungan dengan stakeholder
terkait dan secara berkala waktu

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi
tentang pentingnya pembayaran pajak dan
retribusi daerah

Meningkatnya Persentase Realisasi
7. Pendapatan Asli Pencapaian Pendapatan Asli 10,00 16,566 165,66 102.000.000 0,00 0,00
Daerah Daerah (PAD)

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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3.1.7.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.7.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.65
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 6 TW I Tahun 2026 Terhadap Tujuan dan Sasaran
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026
NO TUJUAN/SASARAN STRATEGIS ANGGARAN [Rp.] REALISASI [Rp.] % TINGKAT
' TARGET TW | REALISASI ' ' CAPAIAN EFISIENSI
% CAPAIAN
I TWI
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
1. 10,00 16,566 165,66 102.000.000,00 0,00 0,00 -

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Persentase Realisasi Pencapaian
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan I tahun 2026 belum dihitung.
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3.1.7.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.66
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 6 TW I Tahun 2026 Terhadap Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
)
NO. PROGRAM/KEGIATAN o ANGGARAN [Rp.] | REALISASI[Rp.] | APTAN Eg';f:ﬁgl
0
TARGET REALISASI CAPAIAN
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9415 0.00 0.00 102.000.000,00 0,00 0,00 -
Provinsi ! ! ! ' T ! !
1. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan -
Perangkat Daerah 94,15 0,00 0,00 102.000.000,00 0,00 0,00
1.1 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi 102.000.000.00 0.00 0.00
Daerah R ! !
JUMLAH 102.000.000,00 0,00 0,00 -

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah pada Triwulan I
tahun 2026 belum dihitung.
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3.1.7.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.67
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 6

Pajak Daerah, serta
Penyusunan Kebijakan Pajak

Analis Pajak Daerah

TUJUAN / SASARAN % % MENUNJANG / TIDAK

NO. STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN MENUNJANG

Q) 2 3) (4) (5) (6) ) (8)
Program Penunjang Urusan | Persentase Pemenuhan
Pemerintahan Daerah | Layanan Kinerja Perangkat 10,61 Menunjang
Provinsi Daerah
Administrasi Keuangan | Persentase terselesainya .
Perangkat Daerah laporan keuangan 12,44 Menunjang
Administrasi Pendapatan Persentase terselesainya
Daerah Kewenangan lanoran pendapatan dglerah 2,88 Menunjang
Perangkat Daerah P P P
Administrasi Kepegawaian | Persentase terselesainya .
Perangkat Daerah laporan kepegawaian 0,00 Menunjang

. o . . -+ | Jumlah Laporan Hasil
2| Meningkatnya Pendapatan | Persentase Realisasi Pencapaian 165.66 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil 1,82 Menunjang
Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) ! Provinsi Provinsi
Deviasi Realisasi PAD
E;?l%?n;tan Daeral;engelolaan terhadap anggaran PAD 1,83 Menunjang
P dalam APBD
. Persentase pengelolaan
Kegiatan Pengelolaan .
Pendapatan Daerah pendapat.an yang 1,83 Menunjang
terselesaikan

Perencanaan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Rencana 487 Menunian
Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah ! Jang
Analisa dan Pengembangan | Jumlah Dokumen Hasil 0,00 Menunjang
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Daerah

Jumlah Laporan

Penyuluhan dan Pelaksanaan Penyuluhan
Penyebarluasan Kebijakan dan P barl Y 0,82 Menunjang
Pajak Daerah an renyebariuasan
Kebijakan Pajak Daerah
Pengolahan,  Pemeliharaan, Jumlah Laporan Ha.S'I
] Pengolahan, Pemeliharaan, .
dan Pelaporan Basis Data - 22,02 Menunjang
- dan Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah .
Pajak Daerah
Penetapan  Wajib  Pajak | Jumlah Dokumen Ketetapan .
Daerah Pajak Daerah 3,54 Menunjang
Jumlah Laporan
Pelayanan dan Konsultasi | Permasalahan yang Telah 0.00 Menunian
Pajak Daerah Ditindaklanjuti dan Belum ! Jang
Ditindaklanjuti
. . . Jumlah Dokumen Penelitian
Penelitian dap Verifikasi Data dan Verifikasi Data 0,00 Menunjang
Pelaporan Pajak Daerah .
Pelaporan Pajak Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Hasil
dan Pengawasan Pajak | Pemeriksaan 0,00 Menunjang
Daerah
Jumlah Laporan
Elektronifikasi Transaksi | Perkembangan Elektronik .
0,00 Menunjang

Pemerintah Daerah

Transaksi Pemerintah
Daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2026)
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3.1.8 Sasaran Strategis 7 (SS.7)

......... Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu
perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah ...... ”

Pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) di tingkat daerah menunjukan bahwa kemampuan daerah
untuk menciptakan nilai tambah suatu produk pada suatu waktu tertentu.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto
seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik daerah
timbul sebagai akibat adanya berbagai aktivitas perekonomian periode
tertentu tanpa mempertimbangkan faktor produksi yang dimiliki residen
atau non-residen (BPS Indonesia;2024). Dari sisi lapangan usaha, PDRB
merupakan akumulasi dari seluruh komponen pembentuk nilai tambah
bruto yang mampu dihasilkan oleh setiap lapangan usaha atas berbagai
aktivitas produksinya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu
perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut teori ekonomi
makro, perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan
yaitu pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan
usaha/industri), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB
menurut pengeluaran/expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDRB

menurut pendapatan/income).

Adapun indikator rasio pendapatan asli daerah terhadap Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Non
Migas merupakan salah satu tools yang digunakan untuk mengukur

kinerja kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.
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Formula Perhitungan IKSS.7:

Rasio — Realisasi PAD 2100 %
Realisasi PDRB Non Migas
Dimana:
PAD = Realisasi PAD Tahun ke n
PDRB = Realisasi PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas

3.1.8.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Pengukuran data kinerja IKSS.7 tahun 2025:

Tabel 3.67
Pengukuran Data Kinerja IKSS 7 TW I Tahun 2026
Uraian . Target
ersentase | Tahunan
No. Bulan Realisasi PAD Realisasi PDRB Non (%) 2026
Migas
1. Januari 255.787.714.620,69 | 219.617.553.333.333,00 0,116
2. Februari 615.693.471.321,08 | 329.426.330.000.000,00 0,187 0,98
3. Maret 850.245.439.419,81 | 658.852.660.000.000,00 0,129

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

Realisasi kinerja IKSS.7 Trwiwulan I tahun 2026 secara month-to-
month  menunjukan  kenaikan yang masih  bertahap
mengindikasikan kinerja positif kontribusi PAD terhadap PDRB
ADHB Lapangan Usaha Non Migas dengan realisasi sebesar
0,129%.

Capaian kinerja = 2 x 100 % = 13,163 %.
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Gambar 3.16

Grafik Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas Terhadap PAD TW | 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Capaian kontribusi PAD terhadap PDRB sektor riil mencapai
0,129%, hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap
PDRB lapangan usaha Triwulan I masih relatif kecil. Sektor riil
yang perlu dilakukan stimulus dari insentif pajak daerah yaitu
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sektor Aome

inaustry

3.1.8.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 serta
Capaian Kinerja Dengan Triwulan I tahun 2025
Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan
Usaha Non Migas Triwulan I tahun 2026 apabila dibandingkan

dengan capaian kinerja tahun Triwulan I tahun 2025:

Tabel 3.69
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 7 TW I Tahun 2026 dengan TW I Tahun 2025
Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas
Periodesasi
Januari Februari Maret
Triwulan I 2025 0,464 0,641 0,516
Triwulan I 2026 0,116 0,187 0,129

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)
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Kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas
secara month-to-month terbesar terjadi pada Bulan Maret tahun
2026 sebesar 0,129 % dan kontribusi terendah pada Bulan Januari
tahun 2026 sebesar 0,116 %.

0,700 0,641
0,600

0,500 0,464 0,516
0,400

0,300
0,187

0,200
0,116
0,129

0,100

Januari Februari Maret

=@=Triwulan | 2025 ==@=Triwulan | 2026

Gambar 3.17
Grafik Perbandingan Kontribusi PAD Terhadap PDRB Non Migas TW | 2026 dengan TW | 2025
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel dan BPS Sumsel

Salah Satu penyebab mengapa pertumbuhan pendapatan Sumsel
Triwulan I 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan
dengan Triwulan I 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca
konflik AS — Iran secara tidak langsung (indirect consumption
mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan
mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan
nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke
daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena
beberapa  Perusahaan  nasional/daerah/swaata  melakukan
penghematan energi (BBKB), hal ini juga mempengaruhi
penerimaan PDRB Sumsel.

Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinngi sehinngga
pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk
kebutuhan APBN
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3.1.8.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan
Usaha Non Migas apabila dibandingkan dengan rencana target
jangka menengah yang dituangkan dalam RPIJMD tahun 2025-
2030 sebagai berikut:

Tabel 3.70
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 7 dengan Target RPJIMD
Uraian
No. Tahun Persie/ntase
Pendapatan Asli Daerah PDRB ADHB Non Migas (%)

1. | 2026 850.245.439.419,81 658.852.660.000.000,00 0,129
dst

2. | 2030 N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

Capaian kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan
Usaha Non Migas terhadap rencana jangka menengah RPIMD
tahun 2025-2029 tidak dapat dihitung, hal
indikator ini tidak dilanjutkan sampai akhir periode RPJMD tahun

ini dikarenakan

2025-2029.
Tabel 3.71
Capaian Data Kinerja IKSS 7 Tahun 2025 dengan Target RPJMD
Capaian . ) :
No. | Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja TWI Targzzt?)gkhlr T|ngkat((|;e)majuan
2026 °
Meningkatnya Persentase Rasio
8. | Kontribusi PAD PAD Terhadap 0,129 N/A N/A
Terhadap PDRB PDRB Non Migas

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2025)
3.1.8.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)
Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB
ADHB Lapangan Usaha Non Migas dengan 10 (sepuluh) provinsi di

Pulau Sumatera sebegai berikut:
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Tabel 3.72

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 7 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

o Realisasi Triwulan I Tahun 2026 Persentase

No. Provinsi o
Pendapatan Asli Daerah PDRB ADHB Non Migas (%)
1. | Aceh 0,00 0,00 0,00
2. | Sumatera Utara 947.561.154.280,96 1.236.193.570.000.000,00 0,077
3. | Sumatera Barat 573.784.489.974,76 352.189.400.000.000,00 0,163
4, Riau 594.262.451.998,11 1.201.383.760.000.000,00 0,049
5. | Jambi 294.590.977.412,47 349.662.600.000.000,00 0,084
6. | Sumatera Selatan 850.245.439.419,81 658.852.660.000.000,00 0,129
7. Bengkulu 28.627.960.497,00 111.829.420.000.000,00 0,026
8. | Lampung 45.357.874.118,98 523.846.540.000.000,00 0,009
9. | Kepulauan Riau 313.218.238.514,00 381.729.880.000.000,00 0,082
10. gelpulauan Bangka 151.150.598.682,53 116.811.750.000.000,00 0,129
elitung

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2025)

Kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas

terbesar pada Provinsi Sumatera Barat dengan nilai sebesar 0,163

%, sementara kontribusi terkecil pada Provinsi Lampung dengan

nilai sebesar 0,009 %, sementara Provinsi Sumatera Selatan

memberikan kontribusi sebesar 0,129 %.
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o Meningkatnya Konribusi PAD Terhadap PORB

W Persentase Rasio PAD Terhadap PDRS Non Migas

Persentase Rasio PAD. Jumiah PAD
o Uraian Jumiah pD. Jumiah PORS Non Migas | Terhadap PDR Non Migas. Rasto = G PDRE Non Migas  100%
)
1] 21 [E] 14] 151
Dimana:
Trvwatan | o1
L = 22 Jumlah PAD = Realisasi PAD Tahun ke n
L [T owjor
M T ool o = P0ii Noa Mig
o [T wojor
T TAHUN 2026
No. RN [ TrwanT Trwaen i
[ oo Febraat e aort e i o Aausus Seprember Ocater Noverber Desember
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PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

5.7 Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
IKSS| Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas
Jumlah PAD
N Persentase Rasio PAD Rasio = ———————— % 100%

No. Uraian Jumlah PAD Jumiah PORB Non Migas | TS0 B0 o i %) Jumlah PDRB Non Migas

[ 2] B3] 4] 151 ] ’

Dimana :
Triwulan | 0.516
1 R 800,547,217,519.50 | Rp __155,153,400,000,000 preiy i
: L B Jumlah PAD = Realisasi PAD Tahun ke n
2 |Triwulan il Rp _ 2,242,892,148,257.79 | Rp___ 320,428,680,000,000 0.700 FORE -
" = on Migas
3 [Triwulanil Rp _ 3,201,572,841,453.93 | Rp __490,751,650,000,000 0.652 #
4 |Triwulaniv Rp  4509,197,075,145.67 | Rp __ 490,751,650,000,000 0919
TAHUN 2025
No. URAIAN Triwulan | Triwulan Il [ Triwulan IV
Januari Februari Maret Apri Mei Juni Juli Agustus September | Oktober | November | Desember

1) 2] 3] 4] 5] 6] 171 i8] 101 10] 111 [ 12) [ 113 [ 114]

1 Realisasi PAD Rp 240,196,687,137.67 | Rp 496,908,944,084.99 | Rp 800,547,217,519.50 | Rp 1,456,859,523,046.22 | Rp 1,740,160,942,225.74 | Rp 2,242,892,148,257.79 | Rp 2,616,648,796,709.94 | Rp 2,920,093,533,483.03 | Rp 3,201,572,841,453.93 | Rp 3,730,677,293,545.70 | Rp 4,011,191,364,200.25 | Rp 4,509,197,075,145.67
2 |Realisasi PDRB Non Migas Rp  51,717,800,000,000.00 | Rp  77,576,700,000,000.00 | Rp 155,153,400,000,000.00 | Rp 210,245,160,000,000.00 | Rp 237,791,040,000,000.00 | Rp 320,428,680,000,000.00 | Rp 377,203,003,333,333.00 | Rp 405,590,165,000,000.00 | Rp 490,751,650,000,000.00 | Rp 547,525,973,333,333.00 | Rp 575,913,135,000,000.00 | Rp ~661,074,620,000,000.00

% Rasio PAD terhadap PDRB Non Migas 0.464 0.641 0516 0.693 0.732 0.700 0.694 0.720 0.652 0.681 0.696 0.682




3.1.8.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.73
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 7
TUJUAN / SASARAN TARGET REALISASI %
NO. STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TW12026 | TWI2026 | CAPAIAN ANALISIS KEGAGALAN SOLUSI YANG DILAKUKAN
Q) ) 3) 4) (5) (6) () (8)
Perlambatan  perekonomian  Sumatera | Diperlukan menciptakan peluang
Selatan yang menyebabkan PDRB riil per | investasi daerah  mendorong
kapita ~mengalami perlambatan yang | investor dengan memberikan
mempengaruhi  daya beli masyarakat | insentif fiskal daerah
terhadap kendaraan baru
Diperlukan Kerjasama dengan
BUMDes atau Koperasi Merah
Belum optimalnya penagihan pajak daerah | Putih atau Posko Bantuan Hukum
sampai ke titik pelayanan wilayah pedesaan | yang tersebar di  wilayah
Sumatera Selatan sampai ke
wilayah pedesaan
. L ) Perlambatan daya serap anggaran sinergi y::f;daigin g:gf;h chc;rig’u:g
8. Meningkatnya  Kontribusi | Persentase Rasio _ PAD 02 0129 6450 Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan p ¢
PAD Terhadap PDRB Terhadap PDRB Non Migas ! ! ' Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan
Kabupaten/Kota
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di | Melaksanakan Rencana Tindak
sektor pengawasan pajak daerah dan | Pengendalian atas kecurangan
retribusi daerah belum berjalan secara | terhadap kebocoran penerimaan
optimal pajak daerah dan retribusi daerah
Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam | Meningkatkan sosialisasi dan
membayar kewajiban pajak daerah belum | edukasi ke masyarakat secara
optimal massif dan berkala waktu
. Pendampingan tim korsupgah
Belum op_tlmal_nya pelaksanaan  atas KPK dalam optimalisasi
rekomendasi dari KPK
pendapatan daerah
Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026
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Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi PAD

terhadap PDRB Lapangan Usaha Non Migas, antara lain:

1. Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak
daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat
Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua
Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;

2. Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor
terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi
(Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan
melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan
instansi terkait;

3. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan
pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan /
sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera
Selatan;

4. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan, antara Ilain dalam bentuk
peningkatan penyertaan modal kepada masing- masing BUMD
di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;

5. Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan
mengintensifkan  jenis-jenis pendapatan dari komponen
penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan
jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan
lainnya;

6. Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting
Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana

Bagi Hasil Bidang Kehutanan.
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Tabel 3.74
Faktor Penghambat Kinerja IKSS 7

NO.

TUJUAN /
SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KINERJA TRIWULAN I TAHUN

2026 DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025

Target | Realisasi | Capaian Anggaran Realisasi %
TWI TWI

FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA

Meningkatnya
Kontribusi PAD
Terhadap PDRB

Persentase Rasio PAD
Terhadap PDRB Non Migas

0,2 0,129 64,50 548.800.000 26.718.300 | 4,87

Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%

1.

Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan
realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan
analisis efisiensi sumber daya (anggaran)
berbasis kinerja;

Koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat
secara intensif  (kolaboratif) = memberikan
pengaruh terhadap penyaluran dana transfer
pusat bisa terealisasi

Penyaluran dana bagi hasil pemerintah pusat
dengan system (freasury deposit facility cukup
efisien

Faktor Penghambat:

1.

Perlambatan perekonomian Sumatera Selatan
yang menyebabkan PDRB riil per kapita
mengalami perlambatan yang mempengaruhi
daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru
Belum optimalnya penagihan pajak daerah
sampai ke titik pelayanan wilayah pedesaan
Perlambatan daya serap anggaran sinergi Opsen
PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan
Kabupaten/Kota

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di sektor
pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah
belum berjalan secara optimal

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar
kewajiban pajak daerah belum optimal

Belum optimalnya penggalian sumber potensi
yang menjadi penerimaan Retribusi Daerah
Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB
memerlukan  kebijakan  equivalen  dengan
pembayaran pajak sesuai UU 28/2009

Belum optimalnya sinergi Tim Optimalisasi
Pendapatan Daerah (OPAD) perairan dan
daratan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

% LKjIP BAPENDA Triwulan I 2026

Bab1l-113




3.1.8.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.8.1.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran
Tabel 3.75
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 7 Tahun 2025 Terhadap Tujuan dan Sasaran
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026
NO TUJUAN/SASARAN STRATEGIS ANGGARAN [Rp.] REALISASI [Rp.] % TINGKAT
' TARGET TW | REALISASI o ' ' CAPAIAN EFISIENSI
% CAPAIAN
I TWI
1. ';"Sgg‘gkat"ya Kontribusi PAD Terhadap 0,2 0,129 64,50 548.800.000,00 26.718.300,00 | 4,87 ;

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Persentase Rasio PAD Terhadap
PDRB Non Migas pada Triwulan I tahun 2026 belum dapat dihitung.
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3.1.8.1.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.76
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 7 TW I Tahun 2026 Terhadap Program Kegiatan
INDIKATOR KINERJA
% TINGKAT
NO. PROGRAM/KEGIATAN areer | reaLrsast % ANGGARAN [Rp.] REALISASI [Rp.] CAPAIAN EFISIENSI
CAPAIAN
II. Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah 94,15 1,83 1,94 548.800.000,00 26.718.300,00 4,87 -
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 94,15 1,83 1,94 548.800.000,00 26.718.300,00 4,87 -
1.1 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 548.800.000,00 26.718.300,00 4,87
JUMLAH 548.800.000,00 26.718.300,00 4,87 -

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah pada Triwulan
I tahun 2026 belum dapat dihitung.
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3.1.8.1.8 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan IKSS 7 TW I Tahun 2026

Tabel 3.77

TUJUAN / SASARAN

%

%

MENUNJANG / TIDAK

NO. STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN MENUNJANG
Q) &) 3 (4) (5) (6) ) (8)
Program Penunjang Urusan | Persentase Pemenuhan
Pemerintahan Daerah | Layanan Kinerja Perangkat 10,61 Menunjang
Provinsi Daerah
Administrasi Pendapatan .
Daerah Kewenangan IF;ers::an:as:n da i;eldeaszgf 2,88 Menunjang
Perangkat Daerah P P P
Program Pengelolaan | Persentase Penerimaan 182 Menunian
Keuangan Daerah Dana Transfer ! Jang
Perencanaan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Rencana 487 Menunian
Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah ! Jang
Meningkatnya Kontribusi | Persentase Rasio PAD Terhadap An_allsa dan Pengembangan Jum[ah : Dokumen  Hasll 0,00 Menunjang
8. PAD Terhadap PDRB PDRB Non Migas 64,50 Pajak Daerah, serta | Analis Pajak Daerah
Penyusunan Kebijakan Pajak
Daerah
Jumlah Laporan
Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan (Fj’elaksanaanp Pel:ylljluhan 0,82 Menunjang
Pajak Daerah an Penyebarluasan
Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan Pendaftaraan Pendataan dan Pendaftaran
Obiek Paiak Daerah Objek Pajak Daerah, Subyek 7,76 Menunjang
) ) Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Pengolahan,  Pemeliharaan, | Jumlah Laporan Hasil 22,02 Menunjang
dan Pelaporan Basis Data | Pengolahan, Pemeliharaan,
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Pajak Daerah

dan Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah

Penetapan  Wajib  Pajak

Jumlah Dokumen Ketetapan

Daerah Pajak Daerah 3,24 Menunjang
Jumlah Laporan

Pelayanan dan Konsultasi | Permasalahan yang Telah 0.00 Menunian

Pajak Daerah Ditindaklanjuti dan Belum ! Jang
Ditindaklanjuti

. . . Jumlah Dokumen Penelitian
E:Ir;elglre;r:] ggg: eDra'zl::ﬁ' Data dan Verifikasi Data 0,00 Menunjang
P ) Pelaporan Pajak Daerah

Jumlah Dokumen

Penagihan Pajak Daerah Tertagihnya WP  yang 0,00 Menunjang
memiliki Piutang Pajak

Penyelesaian Keberatan Pajak | Jumlah Dokumen Keberatan 0.00 Menunian

Daerah yang telah ditindaklanjuti ! Jang

Pengendalian, Pemeriksaan | Jumlah  Dokumen  Hasil

dan Pengawasan  Pajak | Pemeriksaan 0,00 Menunjang

Daerah
Jumlah Laporan

Elektronifikasi Transaksi | Perkembangan  Elektronik 0.00 Menunian

Pemerintah Daerah Transaksi Pemerintah ! unjang
Daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026
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Formula Perhitungan IKSS.8:

Realisasi PAD
Realisasi PDRB PKPD

Rasio =

Dimana:

PAD Realisasi PAD Tahun ke n

PDRB PKPD

PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

Salah satu data yang menjadi dasar dalam menentukan strategi
kebijakan dan sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan di suatu
wilayah adalah dengan melakukan pendekatan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan salah satunya
berdasarkan pengeluaran/expenditure konsumsi akhir pemerintah daerah
provinsi. Hal ini untuk menunjukan kinerja pendapatan asli daerah untuk
digunakan dalam belanja yang bersifat konstruktif mendukung

pertumbuhan ekonomi.

Ketepatan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam
belanja APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menghasilkan
konsumsi pengeluaran pemerintah yang semakin berkualitas dan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya pola opsen PKB dan opsen BBNKB diharapkan
menjadi sumber kekuatan pajak daerah yang berdasarkan basis data pajak
daerah berdasarkan domisili penduduk. Penguatan basis data pajak daerah
ini diharapkan mampu mendorong kemandirian daerah dalam menggali

potensi pajak daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah.
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3.1.8.2.1

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun
2026. Pengukuran data kinerja IKSS.8 Triwulan I tahun 2026:

Tabel 3.78
Pengkuran Data Kinerja IKSS 8 TW I Tahun 2026
Uraian Target
No. Bulan . . Rasio Tahunan
Realisasi PAD Realisasi PDRB PKPD
2026
1. Januari 255.787.714.620,69 797.887.592.592,59 0,321
2. Februari 615.693.471.321,08 1.196.831.388.888,89 0,514 1,18
3. Maret 850.245.439.419,81 2.393.662.777.777,78 0,355

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

Capaian realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah secara month-to-
month tahun 2026 tertinggi terjadi pada Bulan Februari 2026
sebesar 0,514 % dan terendah terjadi pada Bulan Januari 2026
sebesar 0,321 %.

Capaian kinerja = 22> x 100 % = 30,085 %.

3.000.000.000.000,00 0,6
2.500.000.000.000,00 0,5
2.000.000.000.000,00

1.500.000.000.000,00

1.000.000.000.000,00 0,2
500.000.000.000,00 I l I 0,1
0,00 L 0

Januari Februari Maret
I Realisasi PAD  mmmmm Realisasi PKP Persentase
Gambar 3.18

Grafik Deviasi Realisasi PAD Terhadap PAD dalam APBD 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Capaian kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah Daerah pada Triwulan I tahun 2026 mencapai 0,355
%, hal ini mengindikasikan bahwa tagging pendapatan yang
menjadi proxy belanja pengeluaran pemerintah daerah yang
selanjutnya dikonsumsi masyarakat dengan membeli produk

barang dan jasa masih sangat kecil dengan nilai 0,355 %.
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Peran dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap
pembentuk perekonomian daerah dengan Produk Domestik
Regional Bruto yang menjadi proxy pengeluaran belanja
pemerintah daerah yang menghasilkan produk barang dan jasa
di masyarakat. Selama periode tahun 2010 - 2025,
perkembangan kontribusi PAD terhadap PDRB pengeluaran
konsumsi pemerintah daerah mengalami perkembangan yang

sangat fluktuatif.

3.1.8.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 serta

Capaian Kinerja Dengan Triwulan I Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB
ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah dengan capaian
kinerja Triwulan I tahun 2025 :

Tabel 3.79
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 8 TW I Tahun 2026 dengan TW I Tahun 2026

Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi

Periodesasi Pemerintah Daerah

Januari Februari Maret
Triwulan I 2025 1,556 2,146 1,728
Triwulan I 2026 0,321 0,514 0,355

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

Kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah Daerah tertinggi terjadi pada Bulan Maret 2026
sebesar 0,355 dan terendah terjadi pada Bulan Januari 2026
sebesar 0,321.

Belanja daerah (government expenditure) dalam bentuk belanja
program, Kkegiatan serta sub kegiatan merupakan semua
kewajiban entitas Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berjalan. Belanja program, kegiatan serta sub kegiatan
tersebut disusun berdasarkan skala prioritas daerah dikarenakan
adanya keterbatasan anggaran (budget constraint), misalnya

belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
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PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2026

5.7 Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
IKSS| Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah
Rasio PAD Terhadap PDRB lah PAD
No. Uraian Jumlah PAD Jumlah PDRB PKPD K Py {f ) e
u u onsumsi Pengeluaran Rasto = S D RB PXFD
Pemerintah Daerah
[w ] 2 6] 4] 5] Dlecsriats
L [Triwulan1 "o 850,245,439,419.81 | Rp 2,393,662,777,778 0355 Jumlah PAD = Realisasi PAD Tahun ke n
2 Triwulan Il #DIV/0! PDRB PKPD PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah
3 Triwulan 11l #DIV/0!
4 Triwulan IV #DIV/0!
TAHUN 2026
No. URAIAN Triwulan | Triwulan Il Triwulan IV
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli | Agustus September Oktober November Desember
[T 2] 5] 4] Is 6] 7] [ i8] [ 9] [ 10 11y 112) 13) 114)
1 Realisasi PAD Rp 255,787,714,620.69 | Rp 615,693,471,321.08 | Rp 850,245,439,419.81 P - | Rp. -|Rp - | Rp - |Rp - | Rp -|Rp Rp - | Rp -
Realisasi PDRB Pengeluaran
2 [(onsumsi Pemerintah Daerah Rp 797,887,592,592.59 | Rp  1,196,831,388,888.89 | Rp  2,393,662,777,777.78 2,578,891,666,666.67 | Rp 2,671,506,111,111.11 | Rp. 2,949,349,444,444.44 | Rp 3,137,922,962,962.96 | Rp 3,232,209,722,222.22 | Rp. 3,515,070,000,000.00 | Rp 3,703,643,518,518.52 | Rp. 3,797,930,277,777.78 | Rp 4,080,790,555,555.56
Rasio PAD terhadap PDRB Pengeluaran
0.321 0.514 0.355 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Konsumsi Pemerintah Daerah




[

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

557, Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
IKss| Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah
Rasio PAD Terhadap PDRB
lah PAD
No. Uraian Jumlah PAD Jumlah PDRB PKPD Konsumsi Pengeluaran o ..
Jumlah PDRE PKPD
Pemerintah Daerah
[w ] 2] B 14) 5] Dimana :
1 |Triwulani Rp 800,547,217,519.50 | Rp 463,177,777,778 1728 Jjumlah PAD = Realisasi PAD Tahun ke n
5, |Triwulan it Ro  2,042,892,148257.79 | Ro  1,018,864,444,444 2.201 PDRB PKPD = PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Dacrah
3 |Triwulanlil Rp 3,201,572,841,453.93 | Rp 1,584,585,000,000 2.020
4 |Triwdlan v Rp  4,509,197,075,145.67 | Rp 1,584,585,000,000 2.846
TAHUN 2025
No. URAIAN Triwulan | Triwulan il Triwulan IV
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
(1] 121 (3] (4] (5] (6] 71 (8] (9] (10 (11] [12] (13] [14]
1 |Realisasi PAD Rp 240,196,687,137.67 | Rp  496,908,944,084.99 | Rp 800,547,217,519.50 | Rp  1,456,859,523,046.22 | Rp  1,740,160,942,225.74 | Rp  2,242,892,148,257.79 | Rp  2,616,648,796,709.94 | Rp  2,920,093,633,483.03 | Rp  3,201,572,841,453.93 | Rp  3,245209,347,130.10 | Rp  4,011,191,364,200.25 | Rp  4,509,197,075,145.67
Realisasi PDRB Pengeluaran
[ pemerinn Dol Rp 154,392,592,592.59 | Rp 2315 9 | Rp 463,177,777,777.78 | Rp 648,406,666,666.67 | Rp 741,021,111,111.11 | Rp  1,018,864,444,444.44 | Rp  1,207,437,962,962.96 | Rp  1,301,724,722,222.22 | Rp  1,584,585,000,000.00 | Rp  1,773,158,518,518.52 | Rp  1,867,445,277,777.78 | Rp  2,150,305,555,555.56
Rasio PAD terhadap PDRB Pengeluaran
1.556 2.146 1.728 2.247 2.348 2.201 2.167 2.243 2.020 1.830 2.148 2.097
Konsumsi Pemerintah Daerah




3.000.000.000.000,00 0,6
2.500.000.000.000,00 0,5
2.000.000.000.000,00 0,4
1.500.000.000.000,00 0,3
1.000.000.000.000,00 0,2
500.000.000.000,00 I . I 0,1
0,00 - 0
Januari Februari Maret
I Realisasi PAD  mEEE Realisasi PKP Persentase
Gambar 3.19

Grafik Perbandingan Kontribusi PAD Terhadap PDRB PKP TW |1 2026 dengan TW | Tahun 2026
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu

Salah Satu penyebab mengapa pertumbuhan pendapatan Sumsel
Triwulan I 2026 mengalami perlambatan apabila dibandingkan
dengan Triwulan I 2025 adalah dampak kondisi geopolitik pasca
konflik AS — Iran secara tidak langsung (/indirect consumption
mempengaruhi harga minyak mentah dipasar global dan
mempengaruhi konsumsi BBM nasional sehingga lahir kebijakan
nasional terhadap penghematan energi, yang berdampak ke
daerah yaitu penerimaan PBB-KB mengalami perlambatan karena
beberapa Perusahaan nasional/daerah/swaata melakukan
penghematan energi (BBKB), hal ini juga berpengaruh terhadap
penerimaan PDRB Sumsel.

Selain itu karena kebutuhan yang sangat tinngi sehinngga
pemerintah pusat merelokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk
kebutuhan APBN

3.1.8.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Jangka

Menengah

Perbandingan realisasi kinerja dengan rencana target jangka
menengah yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029
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Tabel 3.80
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 8 Tahun TW I 2026 dengan Target RPJMD

Capaian . ] .
No. Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja TWI Tar%%t3,3kh|r Tlngkat(cl;e)majuan
2026 °
Meningkatnya Persentase Rasio N/A
8. | Kontribusi PAD PAD Terhadap 0,355 N/A
Terhadap PDRB PDRB Non Migas

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)

Capaian kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah terhadap rencana
jangka menengah RPIJMD tahun 2025-2029 tidak dapat dihitung,
hal ini dikarenakan indikator ini tidak dilanjutkan sampai akhir

periode RPIMD tahun 2025-2029.

Tabel 3.81
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 8 TW I Tahun 2026 dengan Target RPJMD
Uraian
No. Tahun Rasio
Pendapatan Asli Daerah PDRB ADHB PKPD
1. | 2026 850.245.439.419,81 2.393.662.777.777,78 0,355
dst
2. | 2030 N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2026)
3.1.8.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika
ada)

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB
ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah dengan 10

(sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.82
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 8 Tahun 2025 dengan Standar Nasional
Realisasi Triwulan I Tahun 2026
No. Provinsi Rasio
Pendapatan Asli Daerah PDRB ADHB PKPD
1. | Aceh 0,00 0,00 0,00
2. | Sumatera Utara 947.561.154.280,96 451.501.212.121,00 2,099
3. | Sumatera Barat 573.784.489.974,76 331.568.947.368,00 1,731
4. | Riau 594.262.451.998,11 683.320.833.333,00 0,870
5. Jambi 294.590.977.412,47 325.716.363.636,00 0,904
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6. Sumatera Selatan 850.245.439.419,81 2.393.662.777.778,00 0,355

7. Bengkulu 28.627.960.497,00 416.595.000.000,00 0,069

8. Lampung 45.357.874.118,98 426.817.333.333,00 0,106

9. Kepulauan Riau 313.218.238.514,00 452.318.571.429,00 0,692

10. | Kepulauan Bangka 151.150.598.682,53 273.081.428.571,00 0,554
Belitung

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2026)

Capaian realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah tertinggi pada
Provinsi Sumatera Utara sebesar 2,099, terendah pada Provinsi
Bengkulu sebesar 0,069, sementara Provinsi Sumatera Selatan

memberikan kontribusi sebesar 0,355.
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3.1.8.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.83

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi IKSS 8

TUJUAN / SASARAN

NO. STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET
TWI
2025

REALISASI
TW I 2026

%
CAPAIAN

ANALISIS KEBERHASILAN

SOLUST YANG DILAKUKAN

1) (2)

(3)

(4)

©)

(6)

)

(8)

Meningkatnya  Kontribusi
PAD Terhadap PDRB

Rasio PAD Terhadap PDRB
Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah Daerah

0,12

0,355

295,83

Memberikan program keringanan tarif Pajak
Kendaraan Bermotor Progresif berupa tarif
Rp. 0

Memanfaatkan teknologi untuk
mempermudah transaksi pembayaran pajak
daerah seperti, pembayaran secara non
tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta
pengembangan pembayaran pajak melalui
modern kanal

Penempelan stiker tanda lunas di kendaran
bermotor sebagai inovasi pengawasan
terhadap kendaraan bermotor yang belum
melakukan pembayaran pajak

Pembentukan  Satgas  PBB-KB  pada
perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan

Kerjasama dengan Dirlantas  melalui

kegiatan razia kendaraan bermotor

Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen
PKB, Opsen BBN-KB serta Opsen MBLB
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan door to door service

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026
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Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi PAD

terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah,

antara lain:

1.

Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak
daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB), Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBN-
KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada
di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan
Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari
luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi
Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor
bersama-sama dengan instansi terkait;

Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan
pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan
/ sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-
Sumatera Selatan;

Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-
masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam
bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-
masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
Mengupayakan peningkatan pendapatan di  sektor
Penerimaan  Lain-lain PAD yang Sah  dengan
mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis
pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang
Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel
Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya;

Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas
Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta

Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan.
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Tabel 3.84
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja IKSS 8

TUJUAN / KINERJA TAHUN 2026 DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2026
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
STRATEGIS Target | Realisasi | Capaian Anggaran Realisasi %
TWI TWI

Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%

1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan
realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan
analisis efisiensi sumber daya (anggaran)
berbasis kinerja;

2. Program keringan pajak daerah dan insentif
pajak daerah menstimulus PAD

3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah
memadai dalam rangka memonitoring
penyerapan anggaran berbasis kinerja

4. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran)
dimulai sejak penyusunan rancangan awal
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Faktor Pendukung:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di

Meningkatnya Rasio PAD Terhadap PDRB lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi

9. Kontribusi PAD Pengeluaran Konsumsi 0,12 0,355 295,83 342.700.000 0,00 0,00 Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan

Terhadap PDRB Pemerintah Daerah informal secara bertahap

2. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah
di update dalam system informasi pembayaran
pajak daerah

3. Mengendalikan tindak pengendalian atas
perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan
bunga pajak

4. Kolaboratif bersama dengan pihak Kepolisian
dalam penertiban kendaraan bermotor

5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah

6. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari
masing- masing Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk
peningkatan penyertaan modal kepada masing-
masing BUMD di lingkungan Pemerintah
Sumatera Selatan

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

% LKjIP BAPENDA Triwulan I 2026 Bab Il - 126




3.1.8.2.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.8.2.5.1  Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.85
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 8 TW I Tahun 20256Terhadap Tujuan dan Sasaran
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025
NO TUJUAN/SASARAN STRATEGIS ANGGARAN [Rp.] REALISASI [Rp.] % TINGKAT
' TARGET TW | REALISASI : ' CAPAIAN |  EFISIENSI
% CAPAIAN
I TWI
1. | peningkatnya Kontribusi PAD Terhadap | g,15 0,355 205,83 342.700.000,00 0,00 | 0,00 -

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja indikator Rasio PAD Terhadap PDRB

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah pada Triwulan I tahun 2026 belum dapat dihitung.
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3.1.1.1.1 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.86
Pencapaian Kinerja dan Anggaran IKSS 8 TW I Tahun 2026 Terhadap Program dan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA
% TINGKAT
NO. PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI % ANGGARAN [Rp.] REALISASI [Rp.] CAPAIAN EFISIENSI
CAPAIAN
II. Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah 94,15 1,83 1,94 342.700.000,00 0,00 0,00 -
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 94,15 1,83 1,94 342.700.000,00 0,00 0,00 -
1.2 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,
serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 342.700.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 342.700.000,00 0,00 0,00 -

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026

Tingkat efisiensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah pada

Triwulan I tahun 2026 belum dapat dihitung.

% LKjIP BAPENDA Triwulan I 2026 Bab IIl - 128



3.1.8.2.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.87

Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 8

TUJUAN / SASARAN

%

%

MENUNJANG / TIDAK

% LKjIP BAPENDA Triwulan I 2026

NO. STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN MENUNJANG
@) &) 3 4) (5) (6) ) (8)
Program Penunjang Urusan | Persentase Pemenuhan
Pemerintahan Daerah | Layanan Kinerja Perangkat 10,61 Menunjang
Provinsi Daerah
Administrasi Keuangan | Persentase terselesainya 12,44 Menunjang
Perangkat Daerah laporan keuangan
Administrasi Pendapatan Persentase terselesainya
Daerah Kewenangan laoran pendapatan d;/erah 2,88 Menunjang
Perangkat Daerah P P p
Administrasi Kepegawaian | Persentase tersele§alnya 0,00 Menunjang
Perangkat Daerah laporan kepegawaian
. .. | Rasio PAD Terhadap PDRB Program Pengelolaan | Persentase Penerimaan .
9. Meningkatnya _ Kontribusi Pengeluaran Konsumsi 295,83 Keuangan Daerah Dana Transfer 1,82 Menunjang
PAD Terhadap PDRB -
Pemerintah Daerah
. . | Jumlah Laporan Hasil
Pengelc_)laan Dana Bagi Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil 1,82 Menunjang
Provinsi .
Provinsi
Deviasi Realisasi PAD
E(raon%raalgtan DaeraFl:engeloIaan terhadap anggaran PAD 1,83 Menunjang
P dalam APBD
. Persentase pengelolaan
Kegiatan Pengelolaan .
Pendapatan Daerah pendapat.an yang 1,83 Menunjang
terselesaikan
Perencanaan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Rencana 487 Menunian
Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Daerah ! Jang
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Analisa dan Pengembangan | Jumlah Dokumen Hasil 0,00 Menunjang
Pajak Daerah, serta | Analis Pajak Daerah
Penyusunan Kebijakan Pajak
Daerah
Jumlah Laporan
Penyuluhan " dan Pelaksanaan Penyuluhan .
Penyebarluasan Kebijakan dan P barl 0,82 Menunjang
Pajak Daerah an renyepariuasan
Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan Pendaftaraan Pendataan dan Pendaftaran
Obiek Paiak Daerah Objek Pajak Daerah, Subyek 7,76 Menunjang
) ) Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
Pengolahan,  Pemeliharaan, Jumiah Laporan Ha.S'I
] Pengolahan, Pemeliharaan, .
dan Pelaporan Basis Data ; 22,02 Menunjang
: dan Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah .
Pajak Daerah
Penetapan Wajib Pajak | Jumlah Dokumen Ketetapan .
Daerah Pajak Daerah 3,54 Menunjang
Jumlah Laporan
Pelayanan dan Konsultasi | Permasalahan yang Telah 0.00 Menunian
Pajak Daerah Ditindaklanjuti dan Belum ! Jang
Ditindaklanjuti
. I Jumlah Dokumen Penelitian
Penelitian da'." Verifikasi Data dan Verifikasi Data 0,00 Menunjang
Pelaporan Pajak Daerah .
Pelaporan Pajak Daerah
Jumlah Dokumen
Penagihan Pajak Daerah Tertagihnya WP yang 0,00 Menunjang
memiliki Piutang Pajak
Penyelesaian Keberatan Pajak | Jumlah Dokumen Keberatan 0.00 Menunian
Daerah yang telah ditindaklanjuti ! Jang
Pengendalian, Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Hasil 0,00 Menunjang

dan  Pengawasan  Pajak

Pemeriksaan
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Daerah

Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan
Perkembangan Elektronik
Transaksi Pemerintah
Daerah

0,00

Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2026
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